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“Janganlah menyakiti sesama, apalagi sampai menghilangkan 
nyawa seseorang”.




Alhamdulillah, dengan karunia dan izin-Nya, buku ini dapat dise-
lesaikan. Sebuah tulisan sederhana dengan judul Implementasi 
Konsep Hukuman Qishash di Indonesia, berawal dari sebuah kepri-
hatinan terhadap maraknya kasus pembunuhan di Indonesia yang 
sering terjadi dan dilakukan oleh orang yang jauh dari nilai-nilai 
etika, norma, dan moral yang dapat disaksikan lewat media, baik di 
media masa seperti koran, televisi, maupun di lingkungan tempat 
tinggal.
Agama dalam kehidupan individu dan masyarakat berfungsi 
memuat sistem nilai dan hukum yang memuat norma-norma luhur 
dan universal, di mana norma-norma tersebut menjadi kerangka 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana terkandung 
dalam lima sila Pancasila. Sebagai sistem nilai dan hukum, agama 
memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu, masyarakat 
dan negara dan merupakan sesuatu yang dianggap bermakna.
Dalam agama Islam, hukuman qishash sangat membantu pe-
mantapan pola penegakan hukum (law enforcement) negara secara 
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preventive represive. Tujuannya adalah agar masyarakat mema-
hami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama seka-
ligus. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman qishash 
lebih identik sebagai hukuman mati yang terkesan menakutkan, 
padahal hukuman qishash hanya berlaku pada satu poin saja yaitu 
“pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga kor-
ban”, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya ada-
lah diyat. Dengan demikian sebenarnya hukuman qishash dan 
diyat ini lebih sederhana dan fleksibel. Adanya upaya pemikiran 
implementasi hukuman qishash di Indonesia diharapkan dapat 
dijadikan masukan bagi rancangan penyusunan KUHP sebagai hu-
kum nasional sekaligus sebagai upaya menjamin keamanan warga 
negara di mana keamanan adalah hak asasi manusia dan salah satu 
unsur kesejahteraan. Semoga dari hasil pemikiran ini dapat diambil 
manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam mensuskseskan program 
pembangunan dan penyempurnaan hukum pidana, khususnya di 
Indonesia, hal itu dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
dana (KUHP) di Negara ini, menurut banyak pakar hukum, masih 
memerlukan dan sangat terbuka bagi revisi dan reformasi.
Salah satu bentuk perwujudan syukur, penulis haturkan terima 
kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mem-
bantu memberikan bimbingan, perhatian, dan dorongan selama pe-
nyusunan buku ini, terutama kepada:
1. Prof. Dr.H. Aflatun Muchtar, MA. selaku Rektor Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed. selaku Direktur Program Pasca-
sarjana IAIN Raden Fatah Palembang.
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3. Pengurus Perpustakaan Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palem-
bang yang telah memberikan informasi tambahan dan referensi 
kepustakaan yang sangat berarti. 
4. Istri tersayang Dra. Sumiria, M.Si yang selalu ikhlas mendam-
pingi dalam penyelesaian tulisan ini, telah banyak memberi 
motivasi, merajut do’a demi cita bersama. Anak-anakku tercinta, 
Karina Ayuni Eka Putri dan Siti Nabila Humairah, senyum, tawa 
dan senda gurau manjanya menjadi semangat dalam menjalani 
penulisan ini. 
Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 
selama ini mendapat balasan dari Allah SWT berlipat ganda. Kritik 
dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. 
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Transliterasi xiii
Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mem-
punyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola trans-
literasi arab latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 
dan No. 0543b/U/1987.
Konsonan
No. Arab Nama Penulisan No. Arab Nama Penulisan
1 ا Alif a, i, u 16 ط Tho th
2 ب Ba b 17 ظ Zho zh
3 ت Ta t 18 ع ‘Ain ‘a, ‘i, ‘u
4 ث Tsa ts 19 غ Gain gh
5 ج Jim j 20 ؤ Fa f
6 ح Ha h 21 ق Qaf q
7 خ Kha kh 22 ك Kaf k
8 د Dal d 23 ل Lam l
9 ذ Zal ẕ 24 م Mim m
10 ر Ra r 25 ن Nun n
11 ز Zai z 26 و Waw w
12 س Sin s 27 ه Ha h
Transliterasi
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No. Arab Nama Penulisan No. Arab Nama Penulisan
13 ش Syin sy 28 ء Hamzah ‘
14 ص Sad sh 29 ى Ya y
15 ض Dlod dl 30 ة Ta'Marbutoh ẕ
Vokal
Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri 
atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).




1     َ    a Kataba
2     ِ    i Su’ila
3     ُ    u yadzhabu
Transliterasi vokal rangkap (diftong)
Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan 
antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.
Tanda Huruf Tanda Baca Huruf
ي   َ    Fathah dan ya Ai a dan i









Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 
transliterasi berupa huruf atau benda.
Contoh:
Harakat dan Huruf Tanda Baca Keterangan
Fathah dan alif atau ya ā a dan garis panjang di atas
Kasroh dan ya ī I dan garis di atas
Dlomman dan waw ū u dan garis di atas
 : qāla subhānaka
 : shāma ramadlāna
 :  ramā
 : fīha manāfi’u
 :  yaktubūna mā yamkurūna
 :  iz qāla yūsufu liabīhi
Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:  
1. Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh 
dan dlammah, maka transliterasi adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 
transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 
dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, 
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan //h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.





Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam 
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan hu-
ruf  yang diberi tanda syaddah tersebut.
 =  robbanā 
 =  Nazzala 
Kata Sandang
Diikuti oleh huruf Syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
bunyinya dengan huruf  I/L diganti dengan huruf  yang langsung 





Kata sandang yang diikuti huruf  qomariyah ditransliterasi sesuai 






Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata san-
dang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi 
tada hubung (-).
Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya 
berlaku bagi Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata, Hamzah tidak dilambangkan karena dalam 
tulisannya ia berupa alif. 
Contoh:
   =  ta’khuzūna   = umirtu
  =  Asy-syuhadā’u   =  fa’tībihā
Penulisan Huruf
Pada dasarnya setiap kata, baik  fi’il, isim maupun huruf  ditulis ter-
pisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada 
huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan 
dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:
Pola Penulisan 
Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn
Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

Pendahuluan 1
Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung secara berkesinam-
bungan suatu upaya untuk memperbarui Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Pembaruan itu dituangkan dalam sebuah 
rancangan yang disebut dengan Rancangan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RKUHP) telah rampung cukup lama yang dirancang 
oleh Tim Perumus, yang diketuai Prof. Muladi, S.H., dan kini sudah 
berada di tangan DPR RI.
Sebetulnya upaya pembaruan hukum pidana dimulai sejak 
adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 
11–16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan ko-
difikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan serta 
belum tercapainya tujuan pemidanaan dalam KUHP yang sekarang 
berlaku. Indonesia telah membuat rancangan KUHP sebanyak 14 
kali (termasuk revisinya) selama 44 tahun (sejak tahun 1964 s.d. 
2008) dengan hasil revisi terakhir pada Februari 2008. RKUHP 
ini memang sudah lama disiapkan pemerintah dan tertunda-tunda 
diajukan ke DPR. Maka, wajar apabila Menteri Hukum dan HAM 
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Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah 
lama menjadi obsesi bangsa ini. Namun demikian, keinginan yang 
obsesif itu, hendaknya tidak diletakkan dalam kesadaran sekadar 
menggantikan Wetboek van Strafrecht produk hukum pidana pe-
merintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, 
hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki 
sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan ne-
gara demokratis. Semangat ini menjadi relevan dalam konteks 
politik kita saat ini yang berada dalam transisi, yakni transisi dari 
meninggalkan rezim politik otoriter Orde Baru menuju sistem poli-
tik baru yang belum sepenuhnya terbentuk (demokratis atau bukan). 
Konteks atau “semangat zaman” inilah yang harusnya dijawab da-
lam penyusunan hukum pidana baru (RKUHP). Lebih tegas lagi, 
penyusunan RKUHP harus diletakkan sebagai bagian dari proyek 
Reformasi saat ini. 
Khusus mengenai upaya melindungi rakyat dan mengatasi per-
soalan kejahatan pembunuhan1. Ini karena Islam telah menjadikan 
berbagai hukum yang bertujuan menjauhkan warga negara dari 
tindak kriminal dan mewajibkan negara untuk menerapkan hukum 
tersebut. Keamanan negara dan warganya menjadi perhatian Islam 
(diantaranya disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah: 32-33, Al-Isra: 33, 
An-Nur: 55, Al-Baqarah: 126, Saba’: 18, At-Taubah: 6). Dengan me-
rujuk kepada apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an pada ber-
bagai ayat ini, maka keamanan negara dan warganya adalah unsur 
terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
1 Dari Abu Hurairah Rasul SAW bersabda: “Sesungguhnya imam itu laksana peri-
sai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” 
(HR Muslim, Hadits no. 4878). 
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Keamanan adalah bagian dari hak asasi manusia. Kewajiban 
negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghor-
matan terhadap HAM yang menjadi perhatian seluruh dunia dewasa 
ini, merupakan konsep dunia modern setelah perang dunia kedua. 
Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XA Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J (Tim 
Redaksi, 2013, hal. 8, 36–40) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara 
tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pe-
menuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: “Pemerintah 
wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, 
dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang 
ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional ten-
tang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia” 
(Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia. 2006. hlm. 58). 
Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bah-
wa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan keamanan warganya. Tanggung jawab 
yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, 
ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-
hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh sesama 
warga negara berupa kejahatan pembunuhan.
Negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya mem-
berikan perlindungan terhadap korban pembunuhan secara kon-
kret. Hal ini sejalan dengan hakikat dari kebijakan penanggulangan 
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perbuatan pidana yang merupakan bagian integral dari upaya per-
lindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kese-
jahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, boleh 
dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik krimi-
nal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat” (Arif 1996, hlm. 2). Made Darma Weda berpendapat, 
negara melalui aparaturnya berkewajiban untuk menyelenggara-
kan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah, per-
buatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini 
berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara pula 
(Weda 1996, hlm. 91).
Di samping apa yang diuraikan di atas, Andi Mattalatta me-
nambahkan bahwa negara berkewajiban untuk memelihara dan 
meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban ke-
jahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan per-
lindungan yang baik kepada warganya (Mattalatta 1987, hlm. 37)
Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak ter-
ukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, terma-
suk aspek dan dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan 
itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur 
rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka 
kriminalitas (crime total) (BPS. 2012, hlm. Pendahuluan Umum). 
Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak 
tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa 
masyarakat merasa semakin tidak aman. Upaya untuk memenuhi 
dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah 
strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan 
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nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat 
akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk 
melakukan berbagai hal positif.
Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa kriminalitas pembu-
nuhan semakin meningkat dengan berbagai modus yang terus ber-
kembang. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa pada tahun 
2008 (Podes 2008) mengungkap fakta: dari 75.378 desa/kelurahan 
di Indonesia, 1.844 desa mengalami kejadian pembunuhan (BPS. 
2009, pada kompasiana.com, diakses pada 26 Januari 2013). Menu-
rut catatan Kepolisian Daerah Metro Jaya, 69 kasus pembunuhan 
terjadi pada tahun 2012 meningkat 2,98 persen dari 67 kasus yang 
terjadi selama tahun 2011 (www.merdeka.com diakses pada 5 
Januari 2013). Data terakhir ditahun 2011 memperlihatkan bahwa 
terdapat 1.585 desa yang mengaku bahwa di desa mereka paling 
tidak terjadi satu kasus pembunuhan. Di Pulau Jawa terdapat 420 
desa yang di tahun 2011 mengalami minimal satu kejadian tindak 
pembunuhan. Beberapa provinsi di luar Jawa seperti Sumatra Uta-
ra, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan 
Papua adalah beberapa provinsi dengan kejadian pembunuhan di 
desa-desa mereka dengan frekuensi yang cukup tinggi (http://www. 
gagasanhukum.wordpress.com, diakses pada 23 Maret 2013).
Berdasarkan Statistik Kriminal 2012 yang dikeluarkan oleh 
Badan Pusat Statistik, terdapat catatan jumlah kejahatan pembu-
nuhan menurut kepolisian daerah/provinsi tahun 2009, 2010, 2011, 
dan 2012, kejadian pembunuhan di Indonesia selama periode tahun 
2009–2012 cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan total 
dari sekitar 1.311 kasus pada tahun 2009 menurun menjadi sekitar 
1.058 kasus pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 meningkat 
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lagi menjadi sekitar 1.467 kasus dan terus meningkat menjadi 1.715 
pada 2012 (BPS. Ringkasan Eksekutif Statistik Kriminal, 2012, 
Tabel 3.9. dan 3.17, hlm. 24 dan 41).
Dari kasus-kasus pembunuhan di atas, setelah dilakukan pene-
litian secara acak pada 40 putusan berkekuatan hukum tetap pada 
lembaga peradilan di 36 kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia, 
ditemukan berbagai amar putusan yang bervariasi. Hasilnya dike-
tahui bahwa rata-rata dari 40 kasus pembunuhan di Indonesia, 60% 
adalah divonis 10 tahun ke bawah, 37,5% divonis di atas 10 tahun, dan 
hanya 2,5% hukuman mati atau 1 dari 40 kasus (Diolah berdasarkan 
data pada: http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 08 
Agustus 2014 dengan rincian terlampir). Ini berarti bahwa hukum-
an atas pelaku pembunuhan masih didominasi hukuman yang rela-
tif ringan di bawah 10 tahun dan belum setimpal terhadap perbuatan 
menghilangkan nyawa manusia yang melanggar hak asasi manusia 
(HAM).
Kenyataan ini tentu memposisikan warga negara dalam poten-
si bahaya akan keamanan dan kelangsungan hidupnya. Jika sanksi 
dalam hukum nasional sudah tepat dan efektif tentu fakta ini tidak 
terjadi. Pada Pasal 338 KUHP Buku II Titel XIX disebutkan, barang-
siapa yang dengan sengaja meng hilangkan jiwa orang, karena pem-
bunuhan biasa, dihu kum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
lima belas tahun (Mutiara. 1953, hlm. 147). Hukuman ini tentu ma-
sih sangat terbuka terhadap kritik dan perbaikan, apalagi bila di-
cermati dari sisi efektivitasnya.
Fakta-fakta tersebut juga menunjukkan meskipun hukum pi-
dana ini diterapkan, namun kejahatan terhadap manusia dengan 
menghilangkan nyawa masih terus terjadi di Indonesia yang ma-
yoritas masyarakatnya muslim. Berdasarkan permasalahan di atas, 
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Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan ter-
hadap nyawa manusia, dengan menyebutkan bahwa tindak pidana 
pembunuhan (al-qatl) disebut dengan al-jinayah ‘ala al-insaniyyah 
(kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan penger-
tian pembunuhan dalam hukum positif (Dahlan 2001, hlm. 682). 
Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia 
serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari 
luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di 
akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan 
manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal 
yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak 
dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. 
Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang 
terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima 
unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, 
akal, dan harta (Bakri, 1996, hlm. 71). Menurut al-Syathibi, penetapan 
kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil 
al-Quran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid 
al-kulliyyah (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan al-kulliyyah 
alkhamsah (lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat al-Quran yang dija-
dikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak 
di-nasakh (dihapus hukumnya) dan ayat-ayat Madaniyah yang mengu-
kuhkan ayat-ayat Makkiyah. 
Di antara ayat-ayat Madaniyah tersebut adalah yang berhubung-
an dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan 
meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan mema-
kan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar 
ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan 
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bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut me-
nempati suatu yang qath’iy (niscaya) dalam arti dapat dipertang-
gungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar 
menetapkan hukum (Djamil, 1997, hlm. 125–126).
Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok 
itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat maqashid al-syari’ah 
(tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (maqashid al-
daruriyyah), kedua adalah tujuan sekunder (maqashid al-hajjiyyah), 
dan ketiga tujuan tertier (maqashid al-tahsiniyyah). Atas dasar inilah 
maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ke-
tatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya (Juhaya S. Praja, 
1991, hlm. 274).
Diketahuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan memper-
mudah ahli hukum dalam mempraktikkan hukum. Apabila ilmu 
hukum tidak dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka de-
ngan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hu-
kum akan dengan mudah diselesaikan.
Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syathibi ke dalam tu-
juan primer, sekunder, dan tertier seperti di atas menunjukkan 
begitu pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut dalam 
kehidupan manusia. Di samping itu, pengkategorian ini mengacu 
tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu 
pula kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang 
diciptakan oleh Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan 
manusia. Berangkat dari lima kebutuhan pokok manusia dan tiga 
peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan 
utama pemberlakuan hukuman qishash adalah untuk kemaslahatan 
manusia. 
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Abdul Wahhhab Khallaf memberikan perincian yang seder-
hana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan 
dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam buku-
nya ‘Ilmu Ushul al-Fiqh (Khallaf, 1978: 200–204):
a.  Memelihara agama (hifzh al-din)
Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hu-
kum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur 
hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan 
antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama 
ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum ber-
jihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. 
Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan 
melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka 
akan terancamlah eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh 
memerangi orang yang murtad dan musyrik.
b.  Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)
Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk men-
dapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat 
tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancamlah jiwa 
manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash 
(hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilang-
kan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang 
kebinasaan (bunuh diri).
c.  Memelihara akal (hifzh al-‘aql)
Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan ma-
nusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mem-
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pertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah 
mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larang-
an ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping 
itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang 
yang meminum minuman keras.
d.  Memelihara keturunan (hifzh al-nasl)
Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan 
dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabai-
kan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan 
kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam 
dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.
e.  Memelihara harta (hifzh al-mal)
Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan 
harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di 
samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak mi-
lik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri 
diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong 
tangan. 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok ter-
sebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia. Ka-
renanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi 
keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang me-
lakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi 
salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi 
atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan 
tidak lain hanyalah untuk menjaga eksistensi dari lima kebutuhan 
pokok manusia tadi. Atau dengan kata lain, hukuman-hukuman itu 
Pendahuluan 11
disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Dengan 
ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan per-
buatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan 
demikian, pemberlakuan hukuman qishash dalam pidana Islam itu 
juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia se-
luruhnya.
Dengan kata lain tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan 
hidup manusia, yaitu segala hal yang memiliki kemaslahatan dan 
menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan 
Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, kemasla-
hatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. 
Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan 
harta (Al-Syathibi 2003, juz II, hlm. 8).
Jika dilihat dari kacamata al-Syathibi, maka sesungguhnya qi-
shash merupakan pembahasan dalam salah satu bagian maqashid 
al-syari’ah yang tiga, yaitu Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tah-
siniyah (ibid., hlm. 7). Pada bagian al-dharuriyah-lah sesungguh-
nya pembahasan qishash berada, yakni pada penjelasan menjaga 
jiwa, dimana al-Syathibi menjelaskan bahwa “cakupan bahasan al-
dhaririyat ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta 
dan akal” (Al-Syathibi 2003, juz II, hlm. 8).
Sebelum menyampaikan kata-kata di atas, al-Syathibi menye-
butkan “Seperti qishash dan diyat (yang masuk dalam pembahasan 
menjaga) jiwa” (ibid.). Teori Syatibi ini sejalan dengan substansi 
firman Allah swt. (Al-Baqarah: 178-179).
Menurut Al-Qurtuby, jika hukuman qishash diterapkan maka 
masyarakat akan takut dan jera untuk mengulangi. Hal ini terbukti 
Implementasi Konsep Hukuman Qishash12
dimana bangsa Arab yang tadinya ketika masa jahiliah, pembunuh-
an bisa menyebabkan perang antar kabilah, setelah disyariatkan 
qishash ini maka mereka merasa puas dan meninggalkan peperangan 
dimaksud. Secara lengkap ayat ini adalah:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wa-
nita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) meng-
ikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tu-
han kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam 
qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 
178–179 dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89).
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Dua ayat ini menjelaskan dasar hukum, klasifikasi, teknis, tu-
juan, fungsi, dan hikmah qishash. Benang merahnya adalah “dengan 
membunuh orang yang membunuh orang lain tanpa hak, akan ter-
jamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang”. Jika 
diartikan ungkapan Al-Qurtuby di atas, maka setiap orang yang 
merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali karena yang 
paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling 
ditakutinya adalah kematian.
Quraish Shihab menyatakan bahwa Al-Qur’an menyadari bahwa 
tak semua orang bisa memahami kandungan pesan di atas. Oleh 
sebab itu, penggalan ayat tersebut dirangkaikan dengan kalimat: 
“Hai orang-orang yang berakal” (Quraish Shihab, media.isnet.org, 
diakses pada 22 Januari 2013). Dengan memperhatikan ayat-ayat 
qishash yang ada di dalam Al-Qur’an, maka jawaban dari persoalan 
ini akan menjadi jelas yaitu: “Di dalam qishah itu terdapat kehidupan 
bagimu, wahai orang-orang yang berakal.” (QS. Al-Baqarah: 179).
Ayat ini mengandung pemahaman bahwa menyingkirkan para 
pembunuh dan perusak kehidupan, merupakan metode yang paling 
efektif untuk tercapainya pertumbuhan dan kesempurnaan ma-
syarakat. Dalam hal ini, qishash merupakan sebuah jaminan kehi-
dupan untuk kelestarian sebuah komunitas. 
Hukuman qishash ini sangat membantu pemantapan pola pene-
gakan hukum (law enforcement) negara secara preventive represive. 
Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kai-
dah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, 
syariah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan 
melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi 
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kelemahan hukum pidana positif (Fajar 2001, hlm. 18). Namun apa-
kah hukuman qishash (dan diyat-nya) ini mempunyai prospek dalam 
sistem hukum di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu memerlukan 
kajian yang komprehensif.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “prospek” ber-
makna kemungkinan dan harapan (Tim Redaksi 2003, hlm. 899). 
Dalam bahasa Inggris disebut “prospect” yang mengandung arti 
masa depan, pemandangan, harapan, dan sesuatu yang dipertim-
bangkan dan diharapkan (Salim 2006, hlm. 1801). Dalam membica-
rakan prospek hukum, setidaknya ada dua aspek yang perlu untuk 
dikedepankan. Pertama, aspek kekuatan dan peluang. Keduanya 
berkaitan dengan hukum Islam dan umat Islam yang berperan 
sebagai pendukung prospek hukum Islam di Indonesia. Kedua, 
aspek kelemahan dan hambatan. Aspek ini berkaitan dengan ke-
hidupan hukum di Indonesia yang menjadi kendala bagi prospek 
penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia (www. 
menaraislam.com, diakses pada 05 Maret 2014). 
Sebetulnya harapan untuk mengembangkan syariat Islam di 
Indonesia sudah lama terniatkan, sejak hukum pidana positif ber-
kembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para pe-
rumus bangsa (The Founding Fathers) kita sudah merencanakan 
untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan 
mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu ti-
dak terwujud dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar 
negara Indonesia.
Perkembangan politik hukum di Indonesia sudah menjalani 
pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh dari faktor nilai-
nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Maka sudah waktunya para 
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ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut menegaskan kaidah 
agama, agar para penganutnya tidak lagi melanggar ajaran agama-
nya dengan cara self inforcement. Penegakan hukum (kaidah) agama 
secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegak-
an hukum (law enforcement) negara secara preventive represive. 
Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah 
hukum negara dan kaidah agama sekaligus. 
Dengan demikian, syariah Islam bukan hanya didakwahkan, 
tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif (bu-
kan represif) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif (A. 
Malik Fajar, 2001, hlm. 18). Hukum pidana yang berlaku di Indo-
nesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari peme-
rintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda 
memberlakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya ma-
sih pluralistis, yakni Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-
orang Eropa dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk 
orang-orang Bumiputra serta yang dipersamakan (inlanders). Mulai 
tahun 1918 di Indonesia diberlakukan satu Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) untuk seluruh golongan yang ada di Hindia 
Belanda (unifikasi hukum pidana) hingga sekarang (Bustanul Arifin, 
2001: 46). 
Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemah-
kan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar 
konstitusional Pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam Pasal III disebutkan 
bahwa perkataan Nederlansch-Indie atau Nederlandsch-Indisch (e) 
(en) harus dibaca dengan “Indonesie” atau “Indonesche”, yang selan-
jutnya menjadi Indonesia. 
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Dalam Pasal VI (1) dinyatakan bahwa Wetboek van Strafrecht 
voor Nederlandsch-Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht. 
Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi 
dasar sehingga UU No. 1 Tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU 
ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan 
UU No. 73 Tahun 1958 (Abdullah, 2001, hlm. 246).
Untuk Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas 
dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di 
Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus 
berlaku menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun de-
mikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instru-
ment hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. 
Seperti halnya KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat kepastian 
untuk menjawab pertanyaan teoretis, mana hukum pidana yang 
dapat ditegakkan? (Abdullah, 2001, hlm. 246). 
Ketiadaan HPI secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab 
belum dapat terpenuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan 
tersebut. Karena itulah HPI harus benar-benar disiapkan secara 
tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung men-
dasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an, Sunnah, 
dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih).
Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati se-
bagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya 
hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang 
hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan di-
berlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang se-
makin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit 
demi sedikit dapat terkurangi.
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Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku 
tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengu-
langinya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI 
nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi 
permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus 
terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ke-
tentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat 
pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Na-
mun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh 
pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan HPI. Ada 
beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai 
dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal 
pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di 
Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini.
Telah bertahun-tahun di negara kita diupayakan pembuatan 
KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia. Upaya ini 
mendapatkan hasil dengan disiapkannya RKUHP yang baru. Dalam 
RKUHP ini juga termuat materi-materi yang bersumberkan pada 
hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan. RKUHP 
ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, 
termasuk dalam forum sidang-sidang di DPR, namun hingga saat ini 
belum ada kata sepakat di kalangan para penegak hukum kita ten-
tang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RKUHP tersebut.
Pengintegrasian HPI ke dalam hukum pidana nasional, seperti 
yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan 
suatu pemikiran yang cukup bijak. Namun, jika secara eksplisit hal 
ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat 
terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana per-
zinaan dan meminum minuman keras tidak mesti harus dihukum 
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dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk empat puluh kali 
kepada pelakunya. Yang paling prinsip adalah bagaimana kedua 
contoh bentuk perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana yang 
tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. 
Hal ini, menurut Masykuri Abdullah (Salim, 2001, hlm. 259), 
merupakan proses dari strategi legislasi hukum Islam yang bersifat 
gradual yang sejalan dengan kaidah fikih: Ma la yudraku kulluh 
la yutraku kulluh (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, 
tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Langkah ini bukanlah yang 
paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya 
pemberlakuan HPI di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti 
ini barangkali juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap 
kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.
Pandangan Masykuri seperti di atas belum tentu dapat dite-
rima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian 
dari mereka yang menginginkan diberlakukannya HPI secara penuh 
sesuai dengan ketentuan yang pasti (qath’iy) dari al-Qur’an dan 
Sunnah Nabi. Pemberlakuan HPI dalam aspek fundamentalnya 
saja, seperti di atas, bukan harapan mereka, namun juga harus 
menyertakan aspek instrumentalnya. Karena itulah, yang mereka 
harapkan adalah dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok HPI 
dalam hukum pidana nasional, jika tidak bisa diberlakukan HPI 
secara khusus.
Perlu ditambahkan bahwa pembaruan sistem hukum pidana 
nasional melalui pembahasan RKUHP sekarang ini harus diakui 
sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat 
beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun 
yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RKUHP 
tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintangi ibadah 
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atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan 
terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan 
lain sebagainya. 
Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum 
pidana yang diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan 
agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-
masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait dengan 
delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-
pasal baru yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai 
bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah atau yang me-
langgar ketentuan agama. Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain 
yang terkait dengan materi HPI dalam RKUHP tersebut.
Langkah seperti di atas merupakan upaya positif pemerintah un-
tuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, 
khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum 
terwujud. Pembahasan masalah ini sudah memakan waktu yang 
cukup lama. Kita tunggu saja, kapan pemberlakuan hukum pidana 
nasional kita seperti di atas dapat direalisasikan?
Lebih dalam dalam hal prospek hukuman qishash dapat dida-
sarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, 
syariat Islam termasuk didalamnya hukuman qishash, bukan hanya 
simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi 
merupakan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam 
kehidupan manusia, sebagai individu, masyarakat dan negara. Dari 
aspek sosiologi, adalah sesuatu yang menarik dari kecenderungan 
internasional dalam melakukan upaya “pemikiran kembali” dan 
“penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi penang-
gulangan kejahatan yang integral, ketika adanya himbauan untuk 
melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (value oriented 
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approach), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai identitas budaya, 
maupun nilai-nilai moral keagamaan. Himbauan ini menyebabkan 
adanya perhatian untuk “menoleh”, “mengkaji”, dan “menggali” sistem 
hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional (adat) dan 
hukum agama (Ramulyo 1997, hlm. 48). Sedangkan dari segi yuri-
dis Islam, perbuatan mengabaikan aturan dan hukum Allah adalah 
sangat dilarang dan berbahaya (Al-Maidah: 44–45, 47–50). Alasan 
Yuridis juga tertuang dalam Pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberi 
tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.
Prospek hukuman qishash juga harus dikaji dari segi relevansi 
hukuman qishash terhadap sumber-sumber hukum di Indonesia, 
seperti Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan KUHP. Pancasila meru-
pakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai 
bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu, 
Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum 
yang berlaku, apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, 
sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila 
tidak boleh berlaku (Kusnari dan Ibrahim 1983, hlm. 46). Kondisi ini 
memberi peluang yang besar dan signifikan untuk pengembangan 
hukum yang bersumber dari agama yaitu hukum pidana Islam. 
Adapun hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimiliki 
oleh warga negara Indonesia adalah hak untuk bebas memeluk 
agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, sebagaimana yang 
telah dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama-
nya,” juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Hak ber-
agama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
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keadaan apapun”. Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dis-
kriminatif itu” juncto Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, “Negara ber-
dasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) berbunyi, “Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama-
nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu” (Tim Redaksi 2013. hlm. 38, 39, 41).
Seiring dengan pasal-pasal tersebut dan mulai berkembangnya 
demokrasi di Indonesia, setidaknya hukum Islam mulai menempati 
posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. 
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan 
undang-undang yang berlandaskan hukum Islam (Ashshiddiqie 
2000). Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber 
hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan 
hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk 
menjadi hukum nasional, sehingga berlakulah berbagai teori hukum 
(Rosyadi dan Ahmad 2006, hlm. 9).
Proses “pengakraban” bangsa ini dengan hukum Islam yang 
selama ini telah dilakukan, harus terus dijalankan dengan kebijak-
sanaan, disamping upaya-upaya penguatan daya tawar politis umat 
Islam. Sebab dalam sistem demokrasi, daya tawar politis menjadi 
sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu tujuan.
Adalah fenomena yang sangat wajar apabila ada tuntutan dari 
pihak Islam untuk memasukkan hukum Islam dalam tatanan hu-
kum Nasional. Kewajaran itu cukup beralasan, karena kemerdekaan 
dan penyusunan awal konsep negara Indonesia banyak diandili 
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oleh kaum muslimin dengan semangat Islam. Namun untuk mem-
berlakukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional harus 
diatur dan sesuai dengan tata hukum Indonesia. 
Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang dibangun oleh 
warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolo-
nial. Hukum nasional Indonesia tersebut sewajarnya sesuai dengan 
kesadaran hukum, cita-cita moral, cita-cita batin, dan norma yang 
hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia ialah Pancasila sebagai-
mana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 
dan Pasal 29 ayat (1).
Hukum Islam sangat jelas posisinya dalam sistem hukum nasio-
nal terutama setelah masa reformasi dan lebih konkretnya setelah 
hadirnya GBHN 1999 (ibid., hlm. xiii). Setelah lahirnya GBHN tahun 
1999, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas 
lagi untuk berperan sebagai bahan baku. GBHN ini yang seharusnya 
dijadikan acuan para pemikir Islam dalam kajian hukuman nasional 
(ibid. hlm. 170). Dalam arah kebijakan GBHN 1999 disebutkan antara 
lain: 
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum 
adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolo-
nial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk keti-
dakadilan gender dan ketidaksetaraannya dengan tuntutan 
reformasi melalui program legislasi (Bab. IV. A.2, hlm. 174).
Adapun dari segi KUHP, dalam konteks kejahatan terhadap 
nyawa manusia, persamaan hukuman qishash dengan pidana mati 
adalah bahwa hukuman qishash tercakup juga di dalamnya pidana 
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mati, seperti dalam kasus pembunuhan disengaja yang tidak di-
maafkan oleh keluarga korban. Saat ini banyak orang berasumsi 
bahwa hukuman qishash lebih identik sebagai hukuman mati, 
padahal hukuman qishash mati hanya berlaku pada satu poin saja 
yaitu: “pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga 
korban”, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya adalah 
diyat. Dengan demikian sebenarnya hukuman qishash dan diyat ini 
lebih sederhana dan fleksibel. 
Berbicara tentang KUHP, saat ini sudah sangat banyak para 
ahli hukum di Indonesia yang mengusulkan, mendorong, dan me-
nekankan agar KUHP ini direvisi (Bab 3). Sehubungan dengan hal 
itu sangat menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh 
Bustanul Arifin, bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan 
hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis, dan 
sosiologis memiliki akar kuat. Menurutnya, Hukum Islam memiliki 
serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan men-
dasarkan pada nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifatullah, 
bukan sebagai homo economicus.
Ajaran tentang penataan hukum Islam menyatakan bahwa bagi 
setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara 
kaffah, (Q.S. al-Baqarah: 208). Beberapa prinsip yang tercantum 
dalam al-Qur’an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, me-
negaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya 
taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang 
Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala 
Allah dan rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas 
(Q.S. al-Ahzab: 36). Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat 
Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik (Q.S: al-Maidah: 44, 45, 
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47). Oleh karena itu dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori 
penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam 
dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan akidah.
Sejalan dengan teori di atas, teori penerimaan otoritas hukum 
diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, H.A.R. Gibb, dalam 
bukunya The Modern Ternds of Islam, seperti dikutip H. Ichtijanto 
bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan 
menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya (Ichtijanto S.A. 
1991, hlm. 114). Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang yang 
memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat da-
lam menjalankan syariat Islam. 
Keberadaan umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas 
sekaligus tulang punggung perjuangan kemerdekaan dan penyu-
sunan konsep negara, adalah relevan terhadap teori eksistensi yang 
dikemukakan oleh H. Ichtijanto S.A2, yang berpendapat bahwa 
teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori 
yang menerangkan tentang adanya hukum Islam didalam hukum 
nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi hukum Islam 
sebagai salah satu sumber hukum nasional ialah sebagai berikut; 
(1) merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, (2) 
keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui oleh 
hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) 
norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring 
bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan (4) sebagai bahan 
utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.
2 Teori Eksistensi ini adalah hasil pemikiran Ichtijanto yang ditulis dalam sebuah 
judul: Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, salah satu 
subjudulnya: Hukum Islam Ada dalam Hukum Nasional (Teori Eksistensi). Lihat, 
Cik Hasan Bisri, Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan 
(Rosda Karya, Bandung, 1991), hlm. 137
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Sedangkan dari segi hukum pidana, dikenal beberapa teori me-
ngenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pemba-
lasan), teori relatif (teori prevensi), dan teori gabungan. Teori absolut 
(pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang me-
muat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan 
pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan 
atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalah-
an pelaku karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya 
ditujukan sekadar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang 
yang bersangkutan. Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari 
pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab 
itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) di-
lakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemida-
naan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori 
prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai 
adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada 
semua orang supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ke-
tertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, 
yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat 
mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar mela-
kukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Teori gabungan 
mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan 
atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyara-
kat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada 
salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun 
pada semua unsur yang ada (Prodjodikoro 1981, hlm. 20–23).
Adapun gagasan transformasi hukum Islam dapat dilihat dari 
segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut 
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teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan 
politik tertinggi, negara yang berdasar atas hukum (machtstaat), 
sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara 
itu sendiri (Soeprapto 1998, hlm. 64–65). Keberadaan suara umat 
Islam yang mayoritas didukung dengan partai-partai Islam mau-
pun para politikus muslim dalam partai-partai nasionalis, mestinya 
memudahkan transformasi hukum pidana Islam di Indonesia.
Berdasarkan informasi di atas, maka teori berhukum dengan 
agama secara kaffah, teori penataan hukum bersama teori pene-
rimaan otoritas hukum, teori eksistensi, teori absolut, teori relatif, 
teori gabungan, dan teori kedaulatan rakyat masing-masing relevan, 
tidak terpisah dan saling mendukung untuk dijadikan dasar teori 
dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Dalam buku ini, menggunakan pendekatan, sosiologis, politi-
kologis, dan filosofis. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang 
berfungsi untuk meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji: 
seperti golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, 
hubungannya dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan, 
ideologi, dan lain sebagainya (Kartodirjo 1993, hlm. 4). Dalam kon-
teks tulisan ini penggunaan pendekatan sosiologis bertujuan untuk 
melihat situasi dan kondisi sosial bangsa Indonesia bila hukuman 
qishash diterapkan.
Pendekatan politikologis, suatu pendekatan yang menyoroti 
struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, perten-
tangan kekuasaan, dan lain sebagainya (Kartodirjo 1993, hlm. 4). 
Penggunaan pendekatan politikologis dalam penelitan ini untuk 
mengetahui situasi politik di Indonesia, hak politik atau demokrasi 
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negara dan masyarakat. Hak aktualisasi atau demokrasi budaya 
dan agama, serta peluang dan tantangan implementasi hukuman 
qishash dalam politik hukum nasional Indonesia.
Pendekatan filosofis, bahwa syariat Islam bukan hanya sim-
bolisme ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi 
merupakan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam 
kehidupan manusia, sebagai indvidu, masyarakat, dan negara. Pen-
dekatan filosofis ini bertujuan menggugah nurani umat Islam untuk 
kembali memposisikan hukum agama dalam mengatur sendi-sendi 
kehidupan. Jangan sampai syariat Islam hanya dipahami sebagai 
hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau ke-
kuatan mengikat bagi masyarakat. Padahal teori imperatif menya-
takan bahwa keberadaan hukum di alam semesta adalah sebagai 
perintah Tuhan dan perintah penguasa yang berdaulat (Salman, 
www.wonkdermayu.wordpress.com, Filsafat Hukum, diakses pada 
02/01/2014).
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Hukuman Qishash dan Fungsinya 
bagi Perlindungan Warga Negara
Bab 2
A. Pengertian Qishash
Secara literal, qishash merupakan kata turunan dari qashsha-
yaqushshu-qashshan wa qashashan ( ) 
yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (je-
jaknya), dan membalas (Munawwir 1984, hlm. 1210). 
Dalam Alquran terdapat makna qishash sebagai “mengintai 
atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang di-
ikuti”, seperti dalam firman Allah:
Artinya: “Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang 
perempuan: “Qishashlah (Ikutilah) dia” Maka terlihatlah Musa 
olehnya dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya.” (QS. Al-
Qashash: 11, dalam Al-Baghawy 1411 H., hlm. 194).
Dengan kata qishash, Alquran bermaksud mengingatkan bahwa 
apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya 
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hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap di korban 
(Shihab, media.isnet.org, diakses pada 14 Januari 2013). 
Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur di dalam Lisan al-Arab 
menyebutkan,  yang maksud-
nya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk 
tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan 
membunuh (Manzur. Juz 3, hlm. 370). Al-Dhahar mengartikan 
“menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja 
(seperti pembunuhan, melukai atau memotong anggota tubuh dan 
semisalnya) dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya” (Al-
Dhahar 1426, hlm. 325). Dalam Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah disebut-
kan: 
 
Artinya: “Qishash adalah diperlakukan pada yang melakukan 
jinayah seperti apa ia lakukan.” (al-Kuwaitiyyah vol. 33, hlm. 259).
Alquran memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan 
qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip 
mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan 
sebelumnya. Di dalam Alquran, kata qishash disebutkan empat kali 
dan semuanya di dalam bentuk ism (kata benda). Dua di antaranya 
ism ma’rifah (kata benda defenitif) dengan alif dan lam ( ) dan 
dua yang lain ism nakirah (kata benda indenfinitif) (Sahabuddin 
2007, hlm. 772–773). 
Pemahaman terhadap qishash selama ini terkadang masih di-
anggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak 
manusiawi sehingga timbul apa yang dinamakan “Islam phobia”, 
padahal Allah menggambarkan qishash dalam firman-Nya:
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Arinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. 
(Q.S. Al-Baqarah: 179 dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89).
Imam Al-Syaukani menjelaskan ayat ini dengan menyatakan 
makna ayat ini ialah kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup 
dalam hukum yang disyariatkan Allah ini, karena bila seseorang 
mengetahui akan dibunuh secara qishash apabila ia membunuh 
orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan akan menahan diri 
dari meremehkan pembunuhan serta terjerumus padanya. Sehingga 
hal itu sama seperti jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia. 
Ini adalah satu bentuk sastra (balaghah) yang tinggi dan kefasihan 
yang sempurna. Allah menjadikan qishash yang sebenarnya adalah 
kematian, sebagai jaminan kelangsungan hidup, ditinjau dari efek 
yang timbul yaitu bisa mencegah saling bunuh di antara manusia. 
Hal ini dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan ke-
langsungan kehidupan mereka. Allah juga menjelaskan ayat ini 
untuk ulul albab (orang yang berakal), karena merekalah orang 
yang memandang jauh ke depan dan berlindung dari bahaya yang 
muncul kemudian. Sedangkan orang yang berpikiran pendek tidak 
memandang akibat yang akan muncul dan tidak berpikir tentang 
masa depannya (Qudamah 1413). Akibat sikap terburu-buru dan 
tidak mengerti hakikat syariat yang ditetapkan Allah, banyak orang 
bahkan kaum muslimin yang belum mau menerima atau bersimpati 
atas penegakan qishash ini, padahal pensyariatan qishash adalah 
kemaslahatan bagi manusia.
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B. Sejarah dan Dasar Hukum Qishash
Dari kajian historis, Qishash tidak hanya ada dalam Alquran 
namun dalam kitab Taurat telah diberlakukan syariatnya, Allah 
SWT  berfirman:
Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepas-
kan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 
yang zalim.” (Q.S. al-Maidah: 45 dalam Al-Baghawy 1411 H., hlm. 
63).
Sedangkan Alquran (2 : 178) memperkuat hukum pembunuhan 
yang sudah berjalan dalam masyarakat Arab (Supena 2007, 149–
150). Menurut Shihab tujuan qishash adalah menghapus kebiasaan 
orang jahiliah agar tidak menuntut balas berlebihan jika keluarga 
mereka terbunuh (Shihab 2005, hlm. 438). Sedangkan menurut 
Ibnu Abbas, qishash sudah ada pada bangsa Bani Israil namun pada 
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waktu itu belum ada diyat, lalu Allah menurunkan Surat Al-Baqarah 
ayat 178, dengan turunnya ayat ini, diyat berfungsi sebagai pengganti 
pemaafan (Al-Asqalany 1997, jilid 14, hlm. 189).
Dalam perjalanan sejarah, Islam tidak dipenuhi dengan hu-
kuman qishash dan rajam. Ini dibuktikan dengan berbagai sikap 
Rasulullah dalam merespon kasus-kasus kriminalitas yang dila-
porkan kepada Beliau sebagai pihak eksekutif, Beliau cenderung 
menghindarkan dan meminimalisasi hukuman dari masyarakat, 
seperti terungkap dalam Hadits Beliau, 
Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata bersabda Rasulullah 
SAW: “Hindarkan hukuman-hukuman (hudud) semampu kalian, 
lalu jika ada jalan keluar maka bebaskan terdakwa, karena se-
sungguhnya pemimpin jika keliru dalam memaafkan itu lebih baik 
dari pada keliru dalam menghukum.” (H.R. Al-Baihaqy dalam Al-
Sunan al-Kubro, Al-Baihaqy 2003, jilid 8, hlm. 414).
Hadits ini adalah sejarah hukum yang mengajarkan bahwa 
hukum bukanlah tujuan, dan selanjutnya hukuman pun harus dimi-
nimalkan. Bahkan menurut Sodiq Mahdy, seorang pemikir Sudan, 
ayat tentang qishash dimulai dengan ungkapan “Hai orang-orang 
yang beriman”, ini mengindikasikan bahwa qishash ditujukan un-
tuk masyarakat yang sudah beriman, mempunyai kesadaran hukum 
tinggi dan meminta hukuman secara sukarela (Mahdy 1989, hlm. 
78).
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Adapun dalil-dalil hukum wajib qishash, tersebut dalam nash-
nash berikut:
1. Dalil-Dalil Qishash dalam Alquran
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) meng-
ikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas se-
sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah 
178 dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89)
Solusi Alquran ini memberi kebebasan kepada keluarga 
korban untuk memilih menuntut balas atau dalam bentuk materi/
diyat. Alquran bahkan menambah pengampunan yang tentu saja 
dianggap kebijakan yang memiliki nilai tinggi. Solusi ini meng-
anggap pembunuhan sebagai kejahatan yang bersifat pribadi. Tetapi 
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ditempat lain (Al-Maidah: 32) prinsip ini dengan jelas menyata-
kan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan 
hanya terhadap keluarga korban (Supena 2007, hlm. 149–150), me-
lainkan juga terhadap masyarakat luas.
Menurut Aljazairi, surat Al-Barqarah ayat 178 ini mengandung 
dua fungsi:
1. Fungsi sosial, yaitu usaha membasmi kembalinya penjahat ke-
pada kejahatannya, ancaman, memperbaiki, dan mencegah orang 
lain ke dalam perbuatan pembunuhan tersebut.
2. Fungsi moral, yaitu kepuasan perasaan orang banyak untuk men-
jamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat (Al-
Jazairi 1964, hlm. 443).
Selain ayat di atas, Alquran juga menjabarkan objek qishash, 
anjuran memaafkan, dan jika manusia tidak melaksanakan hukum 
Allah maka dikelompokkan sebagai orang-orang yang zhalim, hal ini 
dengan jelas disebutkan:
Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 
(Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
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gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang me-
lepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim.” (QS.Al-Ma’idah: 45 dalam Al-Baghawy 
1411 H., hlm. 63).
2. Dalil-Dalil Qishash dari Hadits Rasulullah saw.
a. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah ber-
sabda:
Artinya: “Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda: 
…barangsiapa mendapati keluarganya dibunuh maka dia berhak 
memilih dua perkara, antara diyat dan qishash.” (H.R. Al-Bukhary 
dalam Fath Al-Bary Bi Syarh Shahih Al-Bukhari, Al-Asqalany 1997, 
Jilid 14, Hadits no. 6880, hlm. 188).
Hadits ini menjelaskan bahwa keluarga korban berhak untuk 
memilih antara qishash atau memaafkan, dengan demikian qishash 
bukanlah alternatif tunggal.
b. Dari Anas bin Nadhor  beliau berkata:
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Artinya: “Dari Anas bin Nadhor Bahwasanya Rubayyi’ (bibinya) 
pernah mematahkan gigi seorang wanita, lalu mereka (kelurganya 
Rubayyi’) meminta maaf, dan mereka (keluarga korban) enggan 
memaafkan, kemudian ditawarkan kepada mereka ganti rugi, te-
tapi mereka tetap enggan menerimanya, lalu mereka datang ke-
pada Rasulullah dan mereka tetap menuntut qishash, maka Nabi 
memerintahkan untuk diqishash.” (H.R. Al-Bukhary dalam ibid., 
hlm. 212)
Hadits ini menunjukkan bolehnya musyawarah dan negosiasi 
antara keluarga korban dan keluarga pelaku, namun keputusan 
akhir tetap ada pada keluarga korban, sementara pemerintah dan 
aparat penegak hukum hanya sebagai pelaksana keputusan tersebut. 
Berdasarkan dalil ini juga, hukuman qishash tidak bersifat kaku 
atau untuk mendemonstrasikan kekejaman, namun qishash sangat 
mengutamakan musyawarah dan hubungan kekeluargaan. Ini juga 
merupakan bukti bahwa qishash adalah hukuman yang tegas namun 
sangat memperhatikan dan memperhitungkan sisi kemanusiaan.
c.  Hadits
Bab 2 Hukuman Qishash dan Fungsinya bagi Perlindungan Warga Negara 37
Artinya: “Dari ‘Ubadah bin Ash Shamit bahwa Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian 
sahabat: “Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak 
membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang 
kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat 
dalam perkara yang ma’ruf. Barangsiapa diantara kalian yang 
memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa 
yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di 
dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang 
melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak 
menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, 
jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya”. Maka kami membai’at 
Beliau untuk perkara-perkara tersebut”. (H.R. Muslim dalam Shahih 
Muslim bi Syarh Al-Nawawi, ditahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 1994, 
Jilid 6, hlm. 238).
Hadits ini mengandung beberapa hal yaitu: Pertama, larangan 
terhadap empat hal yaitu syirik, zina, mencuri, dan membunuh orang 
yang tidak layak untuk dibunuh. Kedua, barangsiapa menghindari 
larangan-larangan ini akan mendapat pahala dari Allah. Ketiga, 
barangsiapa melanggarnya maka ada dua kemungkinan, pertama 
dihukum di dunia sehingga hukuman itu menghapuskan dosanya, 
kedua tidak diketahui kejahatannya sehingga tidak dihukum di dunia 
lalu urusannya terserah Allah SWT.
Dari poin ketiga dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pem-
bunuh adalah disyariatkan untuk dilaksanakan di dunia.
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3. Dalil Ijma’/Kesepakatan Ulama
Para ulama dari berbagai mazhabnya dari dahulu sampai sekarang, 
telah sepakat bahwa qishash termasuk perintah agama yang di-
syari’atkan (Al-Zuhayli 2004, Jilid 7, hlm. 5662). 
Setelah melakukan pengkajian, peneliti belum menemukan ada-
nya pendapat ulama yang mengatakan bahwa qishash tidak wajib. Ini 
menunjukkan eksistensi ijma’ sebagaimana tersebut diatas. Dengan 
demikian upaya implementasi hukuman qishash di Indonesia telah 
mendapat legitimasi sangat kuat dari agama.
4. Dalil Rasional 
Secara logika, keluarga korban pembunuhan akan menuntut pem-
balasan setimpal atau dalam perbendaharan budaya Indonesia di-
kenal dengan istilah “utang nyawa dibayar dengan nyawa”. Dari segi 
keadilan sudah sepantasnya orang yang membunuh diperlakukan 
sesuai dengan cara dia melakukan kejahatan tersebut. Dari segi 
kemaslahatan, yaitu demi mengupayakan keamanan masyarakat, 
menjaga jiwa, mencegah perencana pembunuhan. Semua itu agar 
hidup manusia dalam ketenangan dan ketenteraman (ibid., hlm. 
5702). Logika ini berdasarkan ayat: 
Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal”. (QS. al-Baqarah: 179 dalam 
Al-Qurtuby 2006, hlm. 89).
Bila dikaji ayat yang singkat ini, maka penggunaan terminologi 
ulul albab dalam konteks qishash merupakan hal yang menarik.
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Ulil Albab dalam ayat ini adalah orang yang dapat memaksi-
malkan daya pikir untuk menggali alasan kenapa Allah mewajib-
kan qishash. Kelangsungan kehidupan itulah yang menjadi tujuan 
qishash sekaligus nikmat bagi manusia itu sendiri. 
Ulil Albab diharapkan bisa menganalisa bahwa pensyariatan 
qishash sebagai rahmat bagi manusia dan menjaga darah mereka, 
sebagaimana firman Allah di atas, sehingga amat tidak tepat jika 
ada orang yang menyatakan bahwa qishash itu sesuatu yang tidak 
berperikemanusiaan (biadab) dan keras. Mereka mungkin tidak 
melihat pada kebiadaban pelaku pembunuhan ketika membunuh 
orang tak berdosa, ketika menebar rasa takut dan teror, ketika para 
wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim dan ketika keluarga 
hancur karena kematian anggotanya. Mereka barangkali hanya 
kasihan kepada pelaku kejahatan dan tidak kasihan kepada korban 
pembunuhan itu sendiri. Logika anti qishash seperti ini sangat 
lemah. Terlalu mencari celah dan alasan untuk meninggalkan 
qishash justru akan mengantarkan manusia kepada sifat jahiliyah 
(kebodohan) yang bertentangan dengan intelektualitas (ulul albab) 
yang tersurat dalam ayat qishash itu sendiri. Dalam konteks hukum, 
sifat jahiliyah ini disebutkan sebagai sikap meninggalkan hukum 
Allah dan mencari hukum selain hukum-Nya, Allah berfirman:
Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan 
(hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi 
orang-orang yang yakin?” (Q.S. Al-Maidah: 50 dalam Qutb 1996, 
hlm. 904). 
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Ayat ini juga mempertanyakan di mana kelebihan hukum ma-
nusia di hadapan hukum Allah? Jika ayat ini dikaji lebih dalam, 
maka sikap tidak melaksanakan hukum Allah adalah bentuk ke-
tidaktaatan dan kesombongan umat manusia. Kondisi keamanan 
yang sering tidak stabil dan maraknya kasus pembunuhan adalah 
salah satu akibat dari kesombongan tersebut.
C. Karakteristik Hukuman Qishash
Untuk mengetahui kelebihan-kelebihan hukuman qishash, sehingga 
hukuman ini layak untuk diimplementasikan di dalam sebuah ne-
gara dalam rangka reformasi bidang hukum, maka harus diketa-
hui apa saja karakteristik positif dari hukum ini. Adapun di antara 
karakteristik hukuman qishash adalah sebagai berikut.
1. Qishash sebagai Hukuman yang Paling Adil
Secara fitrah, keluarga korban pembunuhan tentu menginginkan 
agar pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya atau hukuman 
yang setimpal. Asumsi ini tidak harus dibuktikan dengan survei atau 
penelitian, cukup asumsi ini akan terbukti jika keluarga kita sendiri 
yang menjadi korban pembunuhan. Menghukum penjahat dengan 
hukuman yang setimpal dan sama adalah keadilan maksimal yang 
diperintahkan Allah dan solusi hukum yang perlu diupayakan oleh 
para penegak hukum.
Dari segi keadilan, hukuman penjara pada hakikatnya tidak me-
nimbulkan kepuasan hati keluarga korban. Dapat dianalisis secara 
logika, misalnya seorang anak yang melihat pembunuh ayahnya 
bebas setelah keluar dari penjara, sementara ayah kandungnya mati 
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karena orang itu, bisa diprediksi apa yang ada dalam pikiran anak 
itu tetaplah sebuah kebencian dan kemarahan, karena pembunuh 
ayahnya hakikatnya tidak dihukum dengan setimpal, dan ayahnya 
belum memperoleh keadilan.
Hukuman qishash mewujudkan keadilan bagi orang yang ter-
aniaya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi wali korban un-
tuk membalas kepada pelaku seperti yang dilakukan kepada korban 
(QS. al-Isra` : 33). Adil adalah salah satu sifat Allah yang Maha Sem-
purna. Oleh karena itu, Allah mengharamkan kezhaliman atas diri-
Nya dan di antara hamba-hamba-Nya:
Artinya: “Dari Abu Dzar dari Nabi SAW.: Allah SWT. berfirman: 
“Wahai hamba-Ku, Aku mengharamkan kezaliman bagi diri-Ku 
dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka dari itu, 
janganlah kalian saling menzalimi.” (H.R. Muslim dalam Shahih 
Muslim bi Syarh Al-Nawawi, ditahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 1994, 
jilid 8, hlm. 375) 
Dalam Hadits lain dijelaskan:
Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda; 
seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara maka 
janganlah mengkhianatinya, jangan menipunya, dan jangan 
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meninggalkannya. Setiap muslim dengan muslim lainnya itu 
haram (terjaga) kehormatannya, hartanya, dan darahnya.” (HR. 
Al-Turmudzi, dalam Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan Al-Tirmidzi, 
Ibnu Sauroh 1962, Hadits nomor 1927, hlm. 325)
Amat tidak tepat dan gegabah jika hukuman qishash yang 
diturunkan Allah dipandang sebagai hukuman yang tidak adil. 
Memang belum ditemukan adanya data tentang jumlah orang yang 
menyatakan hukuman qishash tidak adil, namun peneliti juga 
belum menemukan adanya upaya serius bagi penerapan hukuman 
qishash di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ini 
adalah bentuk lain dari ungkapan bahwa qishash “tidak adil” atau 
bahkan “ tidak percaya” kepada eksistensi hukum Allah?
2. Hukuman Qishash sebagai Tindakan Preventif 
Dari segi hukum pidana, dikenal beberapa teori mengenai tujuan 
pemidanaan, antara lain teori relatif (teori prevensi). Teori ini 
memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib 
masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah meng-
hindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat 
prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi 
khusus. Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan 
yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada kha-
layak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pe-
langgaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut 
teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah men-
cegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon 
pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya 
(Prodjodikoro 1981, hlm. 21–23). 
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Teori relatif adalah sesuai dengan tujuan hukuman qishash, 
yaitu menjaga manusia supaya tidak saling bunuh membunuh. 
Ditinjau dari akibat apabila hukum qishash diberlakukan, maka 
manusia akan menahan diri untuk melakukan pembunuhan pence-
deraan terhadap manusia yang lain, dengan demikian kelangsungan 
hidup manusia akan tetap terjaga. Seseorang yang marah kemudian 
bertekad membunuh orang lain, lalu mengingat bahwa bila ia mem-
bunuh, ia akan di-qishash, maka akan takut dan mengurungkan 
niatnya. Sehingga, tetap hiduplah orang yang akan ia bunuh dan 
dia pun tetap hidup karena tidak di-qishash. Hukuman yang ringan 
sangat tidak sepadan dan akan membuka peluang seseorang ber-
buat jahat dan menyuburkan kejahatan. Hukuman qishash sangat 
tepat jika diterapkan untuk mencegah dan meminimalisir tingkat 
kejahatan. Maraknya kasus pembunuhan yang melanggar HAM 
karena hukuman tidak setimpal dengan kejahatan dan juga hu-
kuman yang kurang tegas. Inilah yang patut diduga sebagai sebab 
kenapa orang berani membunuh, bahkan mengulangi perbuatan-
nya setelah keluar dari penjara.
Menurut Fajar, penegakan hukum (kaidah) agama secara pre-
ventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum 
(law enforcement) negara secara preventive represive. Tujuannya 
adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum 
negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariah 
Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan me-
lalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi 
kelemahan hukum pidana positif (Fajar 2001, hlm. 18).
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3. Qishash sebagai Sistem Hukuman yang Fleksibel dan 
Membuka Peluang Hidup bagi Pelaku Pembunuhan
Hukuman qishash membuka peluang negosiasi antara keluarga 
korban dan keluarga pelaku pembunuhan. Mereka bisa memilih 
dan menyepakati antara balas nyawa atau denda (diyat) atau me-
maafkan murni tanpa diyat. Dengan demikian terjadi kelenturan 
implementasi hukuman. Hakim tidak dalam posisi memilih suatu 
hukuman tertentu bagi mereka, karena hukuman yang dipilihkan 
hakim itu belum tentu memenuhi rasa keadilan yang mereka cari.
Hukuman qishash menjadi sederhana dengan adanya 3 pilihan 
diatas, tidak diperlukan penjara (yang karena subjektivitas hakim) 
berpotensi merugikan keluarga korban dan membatasi produkti-
vitas terpidana. Penjara terbukti juga menjadi perkumpulan para 
narapidana untuk melanjutkan dan mengembangkan kejahatan, 
dan penjara juga membebani anggaran negara. Hukuman qishash 
adalah mudah dan praktis serta menyelesaikan masalah dengan 
cepat dan tuntas pada substansinya.
Hal ini perlu dikemukakan sebab ketika terdengar kata qishash 
maka yang terpikir oleh sebagian orang adalah ‘pembunuh harus 
mati’. Memang hukuman mati merupakan salah satu bagian dalam 
hukuman qishash, namun tidak seluruh hukuman qishash adalah 
hukuman mati. Hukuman mati dalam qishash hanya berlaku 
pada pembunuhan disengaja yang juga masih bisa diganti diyat, 
selebihnya adalah hukuman maksimal berupa diyat pada pembu-
nuhan tidak disengaja dan seperti disengaja, atau dimaafkan murni 
tanpa diyat pada semua jenis pembunuhan tersebut. Dengan demi-
kian persepsi bahwa kalimat qishash sama dengan mati adalah 
tidak benar. Bahkan hukuman mati hanyalah salah satu alternatif 
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dan alternatif terakhir. Sejahat apapun seorang pembunuh, maka ia 
tetap berpeluang hidup bahkan tanpa harus dipenjara bila dimaaf-
kan oleh kelurga korban. Ini berarti bahwa qishash tidak bertujuan 
menambah jumlah korban jiwa. Inti keadilan dari hukuman qishash 
adalah kepuasan keluarga korban, bukan penghilangan nyawa ma-
nusia. Dari fakta ini, sesungguhnya hukuman qishash lebih manu-
siawi dan memberi berbagai alternatif, yang mana hal ini tidak 
ditemukan dalam sistem hukum positif di Indonesia.
D. Klasifikasi Tindak Pidana yang Dikenakan 
Hukuman Qishash
Jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Alquran dan 
Sunnah hanya 9 jenis, yang secara garis besar terdiri dari pidana 
“hudud” yaitu 7 jenis, dan tindak pidana “qishash” dan “diyat” 
yaitu 4 jenis. Adapun bagian terbesar tindak pidana dalam hukum 
pidana Islam adalah diserahkan pada kewenangan pemerintah se-
tempat atau hakim untuk menetapkannya yang dalam terminologi 
hukum Islam disebut “ta’zir”, yaitu seluruh tindak pidana yang da-
pat ditetapkan oleh pemerintah setempat atau oleh hakim selain 
yang ditentukan dalam jenis tindak pidana “hudud” dan tindak 
pidana “qishash”. Menurut Al-Anshari, ada dua macam perbuatan 
melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum qishash, yakni 
pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak 
layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan terhadap 
anggota badan tanpa hak (Al-Anshari 2003, hlm. 19). 
Adapun rincian pengelompokan jenis-jenis kejahatan tersebut 
dan sanksinya adalah:
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1.  Pembunuhan Disengaja (  ) 
Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dengan 
senjata seperti pedang, pisau, tombak, timah, atau apa saja yang 
dapat digunakan sebagai senjata untuk memisahkan anggota jasad, 
seperti barang yang ditajamkan sebagai alat membunuh, contohnya 
kayu, batu, api, dan jarum. Sengaja adalah perkara yang samar yang 
tidak mungkin untuk diketahui kecuali dengan alat bukti. Bukti 
tersebut bisa berupa penggunaan alat untuk membunuh (Al-Zuhayli 
2004, Jilid 7, hlm. 5617).
Bagi pembunuhan sengaja maka hukumannya ada 3, yaitu 
hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti. 
Hukuman asal pertama adalah qishash. Jika mustahiq al-qishash 
memaafkan dengan tanpa meminta diyat, menurut mazhab Hanafi, 
Maliki, dan Syafi’i dalam sebuah pendapat; maka tidak wajib bagi 
pembunuh tadi membayar diyat secara paksa. Hanya saja ia boleh 
memberinya sebagai ganti dari pemaafan. Secara hukum, mustahiq 
al-qishash berhak untuk memaafkan secara cuma-cuma tanpa ada 
tuntutan diyat (ibid., hlm. 5677).
Hukuman asal kedua membayar kafarah. Ini berdasarkan 
qiyas kepada ayat pembunuhan tidak sengaja ( ), Allah 
berfirman dalam QS. al-Nisa’: 92:
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Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hen-
daklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 
serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. 
Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) mem-
bayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang 
tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa 
dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah 
dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-
Nisa’: 92 dalam Al-Baghawy 1411 H., jilid 2, hlm. 262).
Oleh karena itu, kafarah-nya adalah memerdekakan hamba 
muslim jika ada, seumpama tidak ada maka puasa 2 bulan terus-
menerus (Al-Zuhayli 2004, jilid. 7, hlm. 5698). Akan tetapi, menurut 
pendapat mazhab Syafi’i, kewajiban kafarah itu ketika pembunuh 
dimaafkan, atau direlakan dengan membayar diyat. Adapun ketika 
ia di-qishash, maka kafarahnya adalah qishash itu sendiri (ibid., 
hlm. 5699).
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Hukuman pengganti dari asal yang pertama adalah membayar 
diyat mughalladzah. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah swt.:
Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hen-
daklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 
serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. 
Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) 
antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) mem-
bayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang 
tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa 
dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah 
dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-
Nisa: 92 dalam Al-Baghawy 1411 H., jilid 2, hlm. 262).
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Bersedekah di sini maksudnya adalah membebaskan si pem-
bunuh dari pembayaran diyat. Terdapat hadits yang menjelaskan 
masalah ini, di antaranya adalah:
Artinya: “Dari Anas, bahwa saudara perempuan Rubai’, ibunya 
Haritsah, pernah melukai seseorang. Lalu semua keluarganya 
pergi mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, 
lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bersabda: 
“Laksanakanlah hukum qishash, laksanakanlah hukum qishash.” 
Tetapi Ummu Rubayyi’ merasa keberatan dengan hukuman ini 
seraya berkata, “Ya Rasulullah, apakah Anda akan menjatuhkan 
hukuman qishash terhadap fulanah? Demi Allah, janganlah Anda 
menjatuhkan hukuman qishash terhadapnya.” Kemudian Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Subhanallah wahai Ummu 
Rubayyi’, bukankah hukuman qishash itu sudah merupakan suatu 
ketentuan dari Allah?” Ummu Rubayi’ menjawab, “Demi Allah 
wahai Rasulullah, janganlah dia dijatuhi hukuman qishash untuk 
selama-lamanya.” Sementara itu, Ummu Rubayyi’ terus mendesak, 
sampai pihak keluarga korban mau menerima diyat. Akhirnya 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya 
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di antara hamba-hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah 
atas nama Allah, maka dia akan berbuat baik kepada-Nya.” (H.R. 
Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hanbal 1987, Jilid 
11, Hadits no. 13961, hlm. 333).
Penyelesaian secara damai dalam masalah diyat, baik dengan 
menggugurkan keseluruhannya atau menerima kurang dari jum-
lah yang diwajibkan adalah hal yang dibolehkan berdasarkan nash 
Alquran. Syariat telah memberikan hak kepada keluarga korban 
untuk menggugurkan keseluruhan atau menggugurkan sebagian-
nya guna meringankan beban pelaku jika ia tidak dapat membayar 
kewajiban diyat itu sama sekali atau ia hanya mampu membayar 
sebagiannya saja. Menerima diyat adalah perbuatan yang diboleh-
kan dalam syariat, karena itu merupakan hak bagi keluarga kor-
ban, sehingga mereka boleh saja menerima, menggugurkan atau 
bersepakat dengan nilai tertentu, Allah SWT berfirman:
Artinya: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat.” (Q.S. Al-Baqarah: 178 dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89).
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Hukuman pengganti dari asal yang kedua adalah ta’zir. Menurut 
mayoritas ulama, ta’zir ini tidak wajib. Ia hanya diserahkan kepada 
kebijakan imam dalam melakukan apa yang dianggap sesuai dengan 
kemaslahatan. Maka Imam dapat memenjara atau memukul atau 
al-ta` dib (tindakan untuk mendidik) (Al-Zuhayli 2004, Jilid 7, hlm. 
5718). Sedangkan hukuman yang mengikuti kejahatan pembunuhan 
adalah ia terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Dalam hal 
waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat masih terjadi perbe-
daan pendapat (ibid., hlm. 5718–20).
2. Pembunuhan yang Menyamai Sengaja ( ) 
Menurut mazhab Hanafi, maksudnya adalah suatu pembunuhan 
yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya 
tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat 
kecil, atau sebuah tamparan (ibid., hlm. 5618).
Dari pengertian ini, maka gambarannya adalah ketika ada 
orang melakukan sebuah pukulan yang secara umumnya tidak me-
nyebabkan kematian seperti sekali tamparan, atau dengan memukul 
satu kali, akan tetapi korban akhirnya mati, maka perbuatan ini 
digolongkan sebagai pembunuhan yang menyamai sengaja.
Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan memakai batu 
yang besar, tongkat besar atau yang menyamainya dan bukan me-
rupakan senjata, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama Hanafi. Menurut Imam Abu Hanifah, ia termasuk dalam 
pembunuhan yang menyamai sengaja ( ) sedangkan 
menurut dua murid Mazhab Hanafi adalah termasuk dari pem-
bunuhan sengaja ( ) (ibid., hlm. 5618). 
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Hukuman pembunuhan yang menyamai sengaja ada 3, yaitu 
hukuman asal, hukuman pengganti, dan hukuman yang mengikuti. 
(ibid., hlm. 5721). Hukuman asal pertama adalah membayar diyat 
mughalladzah. Diyat ini sama dengan membunuh dengan sengaja, 
hanya saja bedanya berada pada penanggung jawab dan waktu mem-
bayarnya (ibid., hlm. 5721).
Hukuman asal kedua adalah membayar kafarah yaitu memer-
dekakan hamba sahaya muslim kalau ditemukan, seumpama tidak 
bisa maka puasa 2 bulan terus-menerus. Sedangkan hukuman peng-
ganti bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah ta’zir. Ada-
pun hukuman yang mengikuti adalah terhalangnya pembunuh dari 
menerima warisan dan wasiat (ibid., hlm. 5733).
3. Pembunuhan yang Tidak Sengaja ( )
Pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak di-
sertai niat membunuh sama sekali. Seperti melempar sesuatu yang 
disangka hewan buruan, ternyata manusia. Kesalahan tersebut di-
kembalikan kepada hati itu sendiri yaitu niat. Termasuk di dalam 
pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan karena uzur 
syar’i seperti orang yang tidur dengan tidak sengaja bergerak dan 
menjatuhi orang yang lain yang tidur di sebelahnya sehingga me-
nyebabkan orang tersebut mati (ibid., hlm. 5618). Dalam konteks 
sekarang, kecelakan lalu lintas yang menyebabkan orang lain me-
ninggal dunia dapat dikategorikan pembunuhan tidak disengaja.
Bagi pembunuhan yang tersalah ( ) maka sanksi-
nya ada 2 saja yaitu asal dan yang mengikuti. Sanksi asalnya adalah 
diyat dan ta’zir (ibid., hlm. 5734). Diyat bagi pembunuhan ini ada-
lah diyat mukhaffafah. 
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4. Mencederai dengan Sengaja ( ) 
Mencederai dengan sengaja adalah segala jenis penyerangan ter-
hadap tubuh manusia seperti memotong anggota badan, melukai, 
memukul, akan tetapi nyawa orang tersebut masih tetap dan per-
buatan tersebut dilakukan dengan sengaja (ibid., hlm. 5637). Dalam 
kasus ini pelaku harus di-qishash kecuali mustahiqul qishash me-
maafkan.
Pencederaan sengaja ini terbagi menjadi 4 kategori: 
a. Pencederaan terhadap anggota tubuh. Anggota yang dimaksud 
adalah kedua belah tangan, kedua belah kaki dan yang meng-
ikutinya seperti jari, hidung, mata, telinga, bibir, gigi, rambut, 
pelupuk mata, dan sesamanya (ibid., hlm. 5739) yaitu cedera 
yang mengakibatkan terputusnya anggota tubuh tersebut. 
b. Pencederaan terhadap anggota dengan hilangnya manfaat anggota 
tersebut.
c. Pencederaan luka terhadap selain kepala dan disebut sebagai 
“ ”
d. Pencederaan luka terhadap kepala atau wajah yang disebut 
dengan “ ” (ibid., hlm. 5738).
Hukuman bagi kategori 1 adalah qishash atau membayar diyat 
dan ta’zir. Kategori 2 adalah membayar diyat atau ganti rugi 
( )1. Adapun pada kategori 3 dan 4, hukumannya adalah di-
qishash atau ganti rugi, atau hukum keadilan ( ), yaitu 
1 Al-‘Arsy adalah harta yang wajib dibayarkan yang diukur sesuai syariat di dalam 
kejahatan terhadap selain nyawa pada anggota tubuh. Bedanya, kalau diyyat itu 
adalah untuk kejahatan terhadap jiwa. Akan tetapi kadangkala al-‘Arsy juga di-
istilahkan dengan diyat begitu juga sebaliknya. (Wuzarat al-Awqaf, Al-Mausu’at 
al-Fiqhiyyah, vol. 3, 104).
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harta yang dikira-kira oleh hakim berdasarkan pengetahuan dari 
keterangan pakar pada perkara yang belum ada ketetapan syariat 
(ibid., hlm. 5738).
5. Mencederai dengan Tidak Sengaja ( ) 
Mencederai dengan tidak sengaja adalah pelaku berniat untuk me-
lakukan perbuatan tertentu tapi tidak dengan niat permusuhan, 
seperti orang meletakkan batu di jendela, tanpa sengaja batu jatuh 
terkena kepala orang sehingga pecah dan terlihat tulang kepala. 
Atau seperti orang yang terjatuh di atas orang yang tidur dan me-
nyebabkan tulang rusuk orang tadi patah (ibid., hlm. 5637).
E. Diyat
Sebagai hukuman pengganti qishash, maka menjadi penting agar 
diyat dibahas secara khusus setelah pembahasan qishash di atas.
Kata diyat ( ) secara etimologi berasal dari kata “wada–
yadi–wadyan wa diyatan” ( ). Bila yang di-
gunakan mashdar “wadyan” ( ) berarti saala (  = mengalir) 
yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah 
swt.:
Artinya: “Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah 
kedua terompahmu; Sesungguhnya kamu berada dilembah yang 
Suci, Thuwa.” (Q.S. Thaha: 12 dalam Al-Baghawy 1411 H., jilid 5, hlm. 
266).
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Akan tetapi, jika yang digunakan adalah mashdar ( ), ber-
arti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau 
walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan ( jinayat). Ben-
tuk asli kata diyat ( ) adalah widyah ( ) yang dibuang huruf 
wau-nya (Al-Mulakhkhash al-Fiqhi, jilid II, hlm. 490 dalam www.
akitiano.blogspot.com/2010/06, diakses pada 20 Februari 2013).
Sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta yang 
wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau 
walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang dilakukan oleh 
si pelaku kepada korban (Al-Mulakhkhash al-Fiqhi, jilid II, hlm. 490 
dalam ibid.).
Dasar Hukum Diyat
Hukuman diyat disyari’atkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil 
dari Alquran, sunnah, dan ijma’. Di antara dalil dari Alquran ada-
lah firman Allah:
Artinya: “Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
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baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. AL-Baqarah: 178 dalam Al-
Qurtuby 2006, hlm. 89).
Ayat ini menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh keluarga 
korban, pembunuh hendaknya membayar diyat dengan cara yang 
baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik. Juga firman-Nya 
(Q.S. An-Nisa: 92). Ayat ini memerintahkan pembayaran diyat, 
kecuali jika keluarga korban berbuat baik dengan bersedekah atau 
merelakan tidak menerima diyat tersebut. Ayat ini berhubungan 
dengan pembunuhan yang tidak disengaja dan mirip sengaja. 
Sedangkan dari Sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah 
saw.:
Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW:… Barangsiapa yang 
keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih dua pilihan, bisa me-
milih diyat dan bisa juga memilih pelakunya dibunuh (qishash).” 
(H.R. Al-Bukhary dalam Fath Al-Bary Bi Syarh Shahih Al-Bukhari. 
Al-Asqalany 1997, Jilid 14, Hadits No. 6880, hlm. 188).
Hadits ini memperkuat dua ayat diatas dengan kandungan dan 
maksud yang sama yaitu disyariatkannya diyat dalam masalah 
pembunuhan.
F. Klasifikasi dan Kadar Diyat 
Diyat sebagai satu hukuman memiliki ukuran tertentu yang telah 
ditetapkan syari’at, tergantung kepada korban pembunuhan, hal ini 
dapat diringkas sebagai berikut:
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1. Muslim Laki-Laki Merdeka
Para ulama sepakat menjadikan diyat muslim merdeka adalah se-
ratus unta, (Al-Mulakhkhash al-Fiqhi. Jilid 2, hlm. 496), tidak ada 
bedanya dalam hal ini antara pembunuhan sengaja, tidak sengaja 
dan mirip sengaja, namun diyat ketiga jenis pembunuhan ini ber-
beda dari sisi ringan dan beratnya diyat. Diyat pembunuhan sengaja 
diperberat dari tiga sisi dan diyat pembunuhan mirip sengaja di-
perberat dari satu sisi dan mendapat keringanan dari dua sisi. Se-
dangkan diyat pembunuhan tidak sengaja mendapat keringanan 
dari tiga sisi sekaligus. Perinciannya sebagai berikut:
a. Sisi pemberatan hukuman diyat pembunuhan disengaja, yaitu 
Pertama, pembayarannya ditanggung sendiri oleh pelaku pem-
bunuhan, tidak dibebankan kepada keluarga besarnya. Ini 
sudah menjadi ijma’ sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah 
(Qudamah 1413 H., hlm. 12–13). Kedua, diwajibkan pembayaran 
secara kontan atau tidak boleh dicicil, hal ini karena diyat 
ini disamakan dengan qishash dan ganti rugi jinayat. Inilah 
pendapat yang kuat menurut jumhur ulama. Ketiga, diperberat 
dari sisi usia unta. Unta yang harus diserahkan yaitu 30 ekor 
unta hiqqah, 30 unta jadza’ah, 40 unta yang mengandung janin 
diperutnya (khalifah) menurut pendapat yang rajih dengan dasar 
Hadits: 
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Artinya: “Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, 
bersabda Rasulullah SAW.: Siapa yang membunuh dengan 
sengaja maka diserahkan kepada para wali korban, apabila 
mereka ingin maka mereka membunuhnya dan bila ingin 
(lainnya) maka mengambil diyat yaitu 30 hiqqah (unta berusia 
3 tahun), 30 jaza’ah (unta berusia 4 tahun) dan 40 khalifah 
(unta yang sedang mengandung janin). Semua yang mereka 
terima dengan damai maka itu hak mereka.”  (H.R. Ahmad 
dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hanbal 1987, Jilid 6, 
Hadits No. 6717, hlm. 264).
b. Sisi pemberatan dan keringanan dalam diyat pembunuhan 
mirip sengaja. Diyat pembunuhan semacam ini diperberat da-
lam satu sisi saja yaitu usia untanya sama dengan diyat pem-
bunuhan disengaja. Hal ini didasarkan kepada hadits: 
Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip 
dengan sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan 
tongkat adalah seratus ekor unta. Di antaranya empat puluh 
ekor yang sedang hamil”. (H.R. Ibnu Majah dalam Syarh Sunan 
Ibnu Majah, Al-Hanafi 1999, Hadits No. 2627).
Namun mendapat keringanan dari dua sisi, yaitu pertama, ke-
wajiban ini dibebankan kepada keluarga besar pembunuh (al-
Aqilah), sebagaimana ditetapkan Rasulullah SAW dalam hadits 
Abu Hurairah ra.:
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Artinya: “Abu Hurairah ra.: Dua orang wanita dari suku Hudzail 
saling berperang, lalu salah seorang dari mereka melempar batu 
kepada yang satunya, lalu membunuhnya dan membunuh juga 
janin isi kandungannya. Lalu kaum mereka memperadilkannya 
kepada Rasulullah. Rasulullah memutuskan kewajiban mem-
bayar diyat janinnya ghurrah budak laki-laki atau wanita dan 
menetapkan diyat korban wanita tersebut atas kerabat wanita 
pembunuhnya. Kemudian anak korban dan kerabat yang ber-
samanya mewarisi diyat tersebut.” (H.R. Muslim dalam Shahih 
Muslim bi Syarh Al-Nawawi, di-tahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 
1994, Jilid 6, Hadits No. 1681, hlm. 190).
Kedua, diyat boleh diangsur selama tiga tahun menurut ijma’ 
sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah, “Diriwayatkan dari 
Umar ra. bahwa keduanya menetapkan diyat kepada al-Aqilah 
(keluarga pembunuh) selama tiga tahun dan tidak ada yang 
menyelisihi keduanya di zaman mereka sehingga itu menjadi 
ijma’ (Qudamah 1413 H., Jilid 12, hlm. 17).
c. Sisi keringanan dalam diyat pembunuhan tidak sengaja terdiri 
tiga sisi, yaitu pertama, kewajiban ini dibebankan kepada al-
Aqilah menurut ijma’ (Al-Mulakhash al-Fiqhi 2/462 dalam 
www.akitiano.blogspot.com./2010/06, Jarimah Qishash Diyat, 
Sebuah Pengertian, diakses pada 20 Februari 2013). Ibnu 
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Qudamah menyatakan tidak adanya khilaf di antara para ulama 
dalam hal ini (ibid., hlm. 21). Kedua, dibayar dalam tiga tahun 
sebagaimana diyat pembunuhan mirip sengaja. Ibnu Qudamah 
menyatakan bahwa tidak ada khilaf di antara mereka bahwa 
diyat-nya tidak kontan (dibayar) tiga tahun” (ibid.). Ketiga, 
mendapatkan keringanan dari segi usia untanya menjadi lima 
jenis, yaitu 20 bintu makhadh (unta betina berusia setahun), 20 
ibnu makhadh (unta jantan berumur setahun), 20 unta bintu 
labun (unta betina usia dua tahun), 20 unta hiqqah dan 20 unta 
jadza’ah (ibid., hlm. 497).
Al-Zuhayli menerangkan kadar diyat mukhaffafah adalah 100 
unta dengan perincian: 20 berupa unta jadza’ah, 20 unta hiqqah, 20 
unta bintu labun, 20 ibn labun dan 20 unta bintu makhadh. Sanksi 
yang mengikuti adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat 
seperti yang telah lewat (Al-Zuhayli 2004, jilid 7, hlm. 5736).
Sedangkan pencederaan yang tidak sengaja (  ) 
hukumannya adalah diyat atau al-` Arsy. Maksud diyat di sini ada-
lah diyat sempurna seperti yang telah diterangkan. Sedangkan al-
A`rsy adalah lebih sedikit dibandingkan diyat. Pencederaan jenis 
ini tidak ada ketentuan gantian lainnya. Sedangkan kadarnya telah 
dijelaskan diketerangan pencederaan sengaja ( ) (ibid., 
hlm. 5769).
Secara lebih detail, Marsum merinci sebagai berikut:
a. Mengenai perlukaan pada kepala, yaitu:
1. Mudhihah (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 
dinar), jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya 
menjadi 75 dinar.
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2. Hasyimah (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta 
(100 dinar).
3. Munaqqilah (luka sampai tulang melesat), diyatnya 15 ekor 
unta (150 dinar).
4. Mukmumah (luka sampai kulit tengkorak), diyatnya 1/3 diyat.
5. Jaifah (perlukaan anggota badan), diyatnya 1/3 diyat.
b. Mengenai menghilangkan anggota badan:
1. Telinga, diyatnya ½ kalau 2 telinga diyatnya penuh.
2. Mata, masing-masing setengah diyat.
3. Kelopak mata, masing-masing ¼ diyat.
4. Hidung, diyat penuh.
5. Bibir, masing-masing setengah diyat.
6. Lidah, 1 diyat penuh.
7. Gigi asli yang tak berguyah, 1 gigi diyatnya 5 ekor unta.
8. Rahang, untuk setiap rahang diyatnya setengah diyat.
9. Tangan, untuk setiap tangan setengah diyat. Diperhitungkan 
dari pergelangan tangan. Kalau hanya menghilangkan jari, 
diyatnya 5 ekor unta.
10. Kaki, sama dengan diyat tangan.
11. Puting susu, untuk tiap-tiap puting setengah diyat.
12. Dua buah pelir, diyatnya sama dengan puting susu.
13. Dzakar, 1 diyat penuh.
14. Dua buah pinggul, sama dengan puting susu.
15. Kedua bibir kemaluan wanita, pada salah satunya setengah 
diyat.
16. Penyayatan kulit, satu diyat penuh.
c. Diyat melenyapkan manfaat anggota badan:
1. Akal, diyatnya 1 diyat penuh.
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2. Pendengaran, diyatnya satu diyat penuh.
3. Daya pemandangan, pada setiap mata setengah diyat.
4. Penciuman, diyatnya 1 diyat penuh.
5. Kemampuan berbicara, diyatnya 1 diyat penuh.
6. Lenyapnya suara, diyatnya 1 diyat penuh.
7. Lenyapnya perasaan, diyatnya 1 diyat penuh.
8. Lenyapnya rasa pengunyahan, diyatnya 1 diyat penuh.
9. Lenyapnya kekuatan inzal, wajib 1 diyat.
10. Lenyapnya perempuan untuk berketurunan, wajib 1 diyat.
11. Lenyapnya kemampuan bersetubuh, wajib 1 diyat.
12. Rusaknya satu saluran sehingga air mani tidak bisa sampai 
pada rahim, wajib 1 diyat.
13. Lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh wajib 1 diyat.
14. Lenyapnya daya berjalan, wajib 1 diyat (Marsum 1991, hlm. 
118–119).
Untuk tujuan pembatasan masalah, pembahasan tentang pen-
cederaan dengan sengaja dan tidak sengaja, tidak menjadi pemba-
hasan dan penelitian pada bab-bab selanjutnya. Adapun penjelasan 
diatas dimaksudkan untuk melengkapi kajian qishash dan diyat dari 
sisi fiqih saja.
Standar Pembayaran Diyat
Standar pembayaran diyat pembunuhan adalah unta, ini menurut 
pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang dirajihkan Ibnul-
Qayyim (Al-Mulakhkhash al-Fiqhi, jilid 2, hlm. 496 dalam www.
akitiano.blogspot.com./2010/06, diakses pada 20 Februari 2013), 
dengan dasar Hadits: 
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Artinya: “Dari Abdullah bin Amr ra. bahwa Rasulullah SAW ber-
sabda: Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan 
sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah 
seratus ekor unta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang 
hamil.” (H.R. Ibnu Majah dalam Syarh Sunan Ibnu Majah, Al-Hanafi 
1999, Hadits No. 2627).
Seluruh diyat anggota tubuh dibayar dan diukur dengan unta. 
Syariat selalu menentukan ukuran bagian diyat dengan unta, se-
hingga menunjukkan bahwa unta adalah standar asal pembayaran 
diyat. Menurut Imam al-Syafi’i dalam qaul jadid, diyat tersebut ada-
lah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu 
dibagi 3, yaitu 30 berupa unta hiqqah, 30 unta jadza’ah, dan 40 unta 
khalifah. Ketika tidak ditemukan unta maka berpindah pada harga 
unta-unta tersebut. Sedangkan menurut qaul qadim jika tidak ada 
maka boleh membayar 100 dinar atau 12.000 dirham (al-Barmawi 
t.t., hlm. 302–3). Seumpama pembunuhnya perempuan merdeka ma-
ka diyatnya adalah separuhnya diyat lelaki, yaitu 50 unta. 15 berupa 
unta hiqqah, 15 unta jadza’ah, dan 20 unta khalifah (Al-Anshari 2003, 
hlm. 304).
Berkenaan dengan hal ini, Komisi Fatwa Mesir menjelaskan 
bahwa para ulama telah berijma’ mengenai kewajiban pembayaran 
diyat. Besar diyat yang wajib dibayarkan dalam pembunuhan tidak 
sengaja adalah 1.000 dinar emas (seribu dinar emas) atau 12.000 
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dirham perak (dua belas ribu dirham perak). Menurut jumhur (ma-
yoritas) ulama, satu dirham setara dengan dengan 2,975 gram perak 
(dua koma sembilan ratus tujuh puluh lima gram perak), sehingga 
jumlah kewajiban diyat dalam pembunuhan tidak sengaja ini adalah 
35,700 kg perak (tiga puluh lima koma tujuh ratus kilo gram perak). 
Seluruh perak tersebut atau uang yang senilai dengannya (sesuai 
dengan harga pasar saat ditetapkan kewajiban) diserahkan kepada 
keluarga korban, baik secara suka rela maupun melalui proses 
hukum. Diyat ini dibebankan pada keluarga pelaku pembunuhan 
(al-’aqilah), yaitu para keluarganya yang mewarisi secara ashabah. 
Diyat tersebut dibayar secara mencicil selama tidak lebih dari 
tiga tahun, kecuali jika para keluarga pelaku tersebut ingin mem-
bayarnya secara kontan. Jika para keluarga pelaku itu tidak dapat 
memenuhinya, maka diyat tersebut dibebankan pada pelaku itu 
sendiri. Dan jika ia tidak dapat memenuhinya juga maka boleh di-
ambilkan dari selain mereka, bahkan boleh juga diambilkan dari 
uang zakat. Adapun diyat seorang perempuan adalah setengah diyat 
orang laki-laki, yaitu sebesar 17,850 kg perak atau uang yang senilai 
dengannya (www.muslimedianews.com dari dar-alifta.org, diakses 
pada 05 Februari 2014).
Dalam kaitan diyat dan asuransi, menurut Komisi Fatwa Mesir, 
uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada korban, dapat 
mengurangi jumlah diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku (ibid.). 
2.  Diyat Orang Kafir Ahli Kitab yang Merdeka
Diyat lelaki ahli kitab yang merdeka baik sebagai seorang mu’ahad, 
musta’man atau dzimmi adalah separuh diyat Muslim berdasarkan 
Hadits dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya:
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Artinya: “Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya: 
Sesungguhnya Rasulullah SAW. menetapkan bahwa diyat ahli kitab 
separuh diyat Muslimin.” (H.R. Ahmad dalam Musnad Ahmad bin 
Hanbal, Ibnu Hanbal, 1987 Jilid 6, Hadits No. 6716, hlm. 264).
3. Diyat Orang Kafir Non Ahli Kitab
Mereka ini seperti majusi, baik ahli dzimmah atau musta’man atau 
mu’ahad dan orang kafir musyrik namun mu’ahad atau musta’man, 
maka diyatnya adalah 800 dirham, sebagaimana dijelaskan dalam 
pernyataan Umar ra: “Diyat al-Majusi 800 dirham”. (H.R. At-
Tirmidzi, dalam Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan Al-Tirmidzi, Ibnu 
Sauroh 1962, Hadits No. 1417). Ini adalah pendapat mayoritas 
Ulama (Al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Jilid 2, hlm. 497–498 dalam 
www.akitiano.blogspot.com./2010/06, diakses pada 20 Februari 2013).
4. Diyat Wanita Muslimah
Diyat wanita muslimah separuh diyat lelaki muslim, sebagaimana 
dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW.: 
Artinya: “Dari Mu’adz bin Jabal, Rasulullah bersabda: Diyat wanita 
itu separuh dari diyat lelaki.” (H.R. Al-Baihaqy dalam Al-Sunan al-
Kubro, Al-Baihaqy 2003, Jilid 8, Hadits No. 16305, hlm. 166).
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Hal ini telah menjadi ijma’ sebagaimana disampaikan Ibnul-
Mundzir bahwa para ulama berijma`  bahwa diyat wanita adalah 
separuh diyat lelaki (Al-Mulakhkhash al-Fiqhi jilid 2, hlm. 497–
498 dalam www.akitiano.blogspot.com./2010/06, diakses pada 20 
Februari 2013). Ibnul-Qayyim menjelaskan hal ini dengan menya-
takan bahwa karena sifat wanita lebih lemah dibandingkan laki-
laki dan laki-laki lebih memiliki potensi darinya, maka nilai diyat 
keduanya tidak sama, karena diyat diberlakukan sebagaimana 
nilai harga budak dan selainnya berupa harta benda. Sehingga hik-
mah pembuat syari’at menuntut adanya penentuan separuh nilai 
diyat lelaki, karena perbedaan yang ada pada keduanya (I’lamul-
Muwaqqi’in, Jilid 2, hlm. 149 dan Zadul-Ma’ad, Jilid 3, hlm. 175 dalam 
www.akitiano.blogspot.com./2010/06, diakses pada 20 Februari 2013).
5.  Diyat Wanita Ahli Kitab
Yang dimaksud ahli kitab adalah orang yang menganut agama ya-
hudi atau nasrani, mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat dan 
Injil. Diyat wanita ahli kitab dan majusi serta kaum musyrikin ada-
lah separuh dari diyat laki-laki mereka, sebagaimana diyat wanita 
muslimah adalah separuh dari laki-laki muslim (Al-Mulakhkhash al-
Fiqhi, Jilid II, hlm. 498 dalam www.akitiano.blogspot.com./2010/06, 
diakses pada 20 Februari 2013).
6.  Diyat Janin 
Diyat janin baik laki-laki atau perempuan apabila terjadi keguguran 
atau mati dengan sebab akibat jinayat atas ibunya baik pada pem-
bunuhan sengaja atau tidak sengaja adalah ghurrah budak. Nilai 
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ghurrah ini adalah 5 ekor unta berdasarkan hadits Abu Hurairah 
ra.:
Artinya: “Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu 
salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang satunya, 
lalu membunuhnya dan membunuh juga janin isi kandungannya. 
Lalu kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah, lalu 
Rasulullah memutuskan kewajiban membayar diyat janinnya 
ghurrah budak laki-laki atau wanita dan menetapkan diyat korban 
wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya. Kemudian anak 
korban dan kerabat yang bersamanya mewarisi diyat tersebut.” 
(H.R. Muslim dalam Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi, di-tahqiq 
oleh Al-Shababithi dkk. 1994, Jilid 6, Hadits No. 1681, hlm. 190).
Alat Bukti dalam Qishash dan Diyat
Setiap ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana, harus-
lah melalui proses peradilan. Ini merupakan konsep hukum umum 
dan konsep hukum Islam. Sedangkan proses pembuktian sebuah 
perbuatan itu benar-benar terjadi tentunya memerlukan aturan, 
aturan ini disebut dengan hukum acara atau “ ”.
Dalam konsep hukum acara ini, fiqh Islam sudah mengatur 
secara jelas konsep menetapkan suatu hukum. Sesuatu itu harus 
dikuatkan dengan alat-alat bukti yang valid agar memudahkan dan 
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meyakinkan hakim dalam memberi putusan (Al-Zuhayli 2004, jilid 
7, hlm. 5796). 
Alat-alat bukti dalam menetapkan sebuah kejahatan yang meng-
akibatkan qishash atau diyat adalah sebagai berikut:
1.  Pengakuan ( ): syarat dalam pengakuan bagi kasus pi-
dana yang akan berakibat qishash atau diyat adalah harus jelas 
dan terperinci. Tidaklah sah pengakuan yang umum dan masih 
terdapat syubhat (ibid., hlm. 5797). 
2.  Persaksian ( ): dalam kasus pidana selain zina, syarat 
minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil. Dalam hal kesak-
sian, jika terdakwa mengingkari kesaksian dua saksi tersebut, 
maka bagi terdakwa untuk bersumpah atas pengingkarannya 
tersebut, dan dilakukan pembuktian terbalik, ini berdasarkan 
kaidah hukum Rasulullah saw: 
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sekiranya 
setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-
orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan 
tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut 
dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan).” (H.R. Al-
Baihaqy dalam Al-Sunan al-Kubro, Al-Baihaqy 2003, Jilid 10, 
hlm. 252) 
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Hadits ini sangat penting karena merupakan dasar dalam bab 
hukum dan perselisihan. Karena bukti adalah segala sesuatu 
yang menunjukkan kepada yang benar. Dengan demikian bukti 
itu sangat banyak macamnya dan berbeda-beda sesuai dengan 
perbedaan waktu dan tempat. Bukti dibutuhkan pada setiap 
pengakuan, maka pengakuan tanpa bukti tidak dihiraukan. 
Namun ada kalanya meski penuduh tidak membawa bukti, di-
butuhkan sumpah dari yang dituduh jika dia mengingkarinya. 
Hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan yang dia ketahui, 
tetapi harus berdasarkan bukti-bukti. Mana yang lebih kuat 
buktinya itulah yang dia menangkan meskipun dia tahu bahwa 
yang buktinya lebih kuat telah berbuat curang. Maka dalam 
perselisihan, keputusan hakim tidak mesti benar. Oleh karena 
itu tidak boleh bagi seorang mengambil hak orang lain dengan 
alasan karena hakim memenangkannya dengan kata lain dia 
menjadikan keputusan hakim sebagai kebenaran, padahal dia 
tahu bahwa dirinyalah yang bersalah (ibid., hlm. 5803).
3.  Menarik diri dari bersumpah ( ): yaitu 
ketika terdakwa menarik diri (mengelak) dari bersumpah 
yang diajukan kepada terdakwa melalui hakim. Akan tetapi, 
alat ini hanya dipakai oleh mazhab Hanbali. Sedangkan alat 
bukti ini menurut mazhab Hanafi hanya terbatas pada qishash 
anggota badan dengan keadaan sengaja dan diyat ketika ter-
salah. Sedangkan qishash jiwa dan lainnya tidak boleh meng-
gunakan alat bukti ini, akan tetapi terdakwa dipenjara sampai 
ia bersumpah atau mengaku (ibid., hlm. 5804). Dari keterangan 
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ini dapat disimpulkan bahwa alat bukti ini masih berstatus 
mukhtalaf fiih (diperdebatkan) dikalangan ulama fiqih.
4.  Al-Qasamah: Sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus 
pidana pembunuhan. Ini dilakukan 50 kali sumpah dari 50 laki-
laki. Menurut mayoritas ulama, orang-orang yang bersumpah 
ialah ahli waris korban dengan maksud untuk menetapkan 
tuduhan pembunuhan terhadap terdakwa. Setiap orang perlu 
menyebut dalam sumpahnya “demi Allah yang tiada Tuhan 
yang disembah melainkan-Nya, sesungguhnya orang ini telah 
memukulnya lalu dia mati” atau “dia telah dibunuh oleh orang 
ini”. Jika sebagian pewaris tidak mau bersumpah, maka waris 
yang lain akan diminta bersumpah untuk bilangan sumpah yang 
tertinggal dan mengambil diyat masing-masing. Jika mereka 
tidak mau sumpah, atau tidak terdapat qarinah (pertanda) yang 
menandakan pembunuhan atau permusuhan nyata, sumpah itu 
dipindahkan atas orang yang didakwa yang akan ditunaikan 
oleh penjamin ( ) sebanyak 50 kali. Tetapi jika orang 
yang didakwa tidak mempunyai penjamin, orang yang dituduh 
sendiri akan dimintai bersumpah sebanyak 50 kali (bahwa ia 
tidak melakukan apa yang dituduhkan), kemudian dia akan 
bebas (ibid., hlm. 5805–6).
Adapun dalam praktik hukum masa kini, alat bukti dapat saja 
berkembang luas, kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan 
adanya sistem pembuktian baru dalam kasus pembunuhan, yang 
tentu saja tidak ada pada masa Nabi dan ulama klasik. 
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G. Tuntutan Qishash: Antara Hak Keluarga 
Korban, Keutamaan Memaafkan, dan 
Dorongan Pemerintah untuk Pemaafan 
Mustahiq al-qishash diperkenankan (mubah) untuk meminta pem-
bunuh dihukum qishash ketika mencukupi syarat-syaratnya. Mustahiq 
al-qishash juga diperkenankan untuk melakukan perdamaian atau 
pemaafan. Sedangkan yang paling utama adalah pemaafan, lalu per-
damaian. (Al-Kuwaitiyyah, vol. 33, hlm. 260), sebagaimana hal ini 
juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Menurut Ibnul 
Qoyim pembunuhan itu terkait dengan tiga hak yaitu hak Allah, 
hak yang terbunuh, dan hak keluarganya, maka jika si pembunuh 
menyerahkan dirinya dengan suka rela kepada wali korban karena 
menyesal dan takut kepada Allah lalu bertaubat dengan taubat 
yang benar, maka hak Allah gugur dengan taubatnya. Hak keluarga 
gugur dengan qishash, damai, atau pemberian maaf. Tinggal hak 
orang yang terbunuh, maka Allah akan memberikan gantinya untuk 
hamba-Nya yang bertaubat tersebut dan Allah akan memperbaiki 
hubungan antara keduanya (www.akitiano.blogspot.com./2010/06, 
diakses pada 20 Februari 2013).
Syariat qishash tidak terlepas dari segala aturan yang terkait 
dengannya. Di antara syarat meminta qishash adalah bahwa seluruh 
wali korban sepakat untuk membalas bunuh, bila ada salah satu saja 
yang memaafkan, maka gugurlah permintaan qishash. Balas bunuh 
bukanlah satu-satunya pilihan bagi keluarga korban, tetapi ada dua 
pilihan, Nabi memberikan dua opsi:
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Artinya: “Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda: 
Barangsiapa mendapati keluarganya dibunuh maka dia berhak 
memilih dua perkara, antara diyat dan qishash.” (H.R. Al-Bukhary 
dalam Fath Al-Bary Bi Syarh Shahih Al-Bukhari. Al-Asqalany 1997, 
Jilid 14, Hadits No. 6880, hlm. 188).
Bahkan dalam Islam sangat dianjurkan bagi para wali korban 
untuk memaafkan, artinya tidak membalas bunuh tapi membayar 
diyat, dan lebih baik lagi jika para wali korban tersebut memaafkan 
tanpa bayaran sama sekali, dalam hal ini Allah berfirman:
Artinya: “… Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah 
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah 178 
dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89)
Penggunaan kata “saudara” mengandung sebuah rahasia di balik 
itu. Asy Syaikh as-Sa’dy dalam tafsirnya mengatakan bahwa pada 
ayat tersebut ada anjuran untuk berbelas kasih dan memaafkan, 
mengganti qishash dengan diyat, dan lebih bagus lagi memaafkan 
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tanpa minta diyat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri senantiasa 
menyarankan para wali korban untuk memberikan maaf. Anas bin 
Malik menceritakan:
Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata aku tak pernah melihat Nabi 
mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau 
menganjurkan untuk memaafkan.” (H.R. Abu Daud dalam Miftah 
Al-Manhal Al-Adzbu Al Maurud, Syarh Sunan Imam Abi Daud. Al-
Bayumi 1936, Hadits No. 4499).
Bahkan Beliau  pernah memberikan harta yang sangat banyak 
kepada orang-orang Laits agar mereka mau memaafkan, dan tidak 
menuntut qishash (Quraish Shihab, pada www.media.isnet.org, di-
akses pada 07 Maret 2013).
Namun hal ini tentu tanpa mengesampingkan hak keluarga kor-
ban. Tentu hak korban juga harus diperhatikan, mereka orang yang 
telah dirugikan dalam hal ini, salah satu anggota keluarga mereka 
telah wafat dengan cara dibunuh, dan membunuh adalah dosa yang 
sangat besar (Q.S. An-Nisa: 93). Seandainya mereka memaafkan, 
itu adalah keutamaan yang sangat tinggi nilainya, tapi kalau mereka 
tetap menuntut hak, itu merupakan hak mereka, bukan sikap yang 
adil kalau hak mereka dihambat.
Selain keluarga korban dianjurkan memberi maaf, pemerintah 
juga selayaknya mendorong dan memerintahkan agar keluarga kor-
ban memberi maaf dalam kasus pembunuhan, hal ini bisa dilihat 
pada Hadits:
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Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata aku tak pernah melihat Nabi 
mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau 
menganjurkan untuk memaafkan.” (H.R. Abu Daud dalam Miftah 
Al-Manhal Al-Adzbu Al Maurud, Syarh Sunan Imam Abi Daud, Al-
Bayumi 1936, Hadits No. 4499).
Hadits ini dengan jelas memperlihatkan fungsi pemerintah 
yang mendorong dan menekankan agar hukuman qishash benar-
benar dihindarkan semaksimal mungkin. Ini juga menegaskan 
bahwa Islam pada dasarnya tidak menginginkan jatuhnya korban 
nyawa dan sangat menjaga kehidupan. Dalam praktik qishash 
kontemporer, di berbagai media nasional juga diberitakan bahwa 
pemerintah Saudi Arabia telah melakukan upaya negosiasi kepada 
keluarga korban pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu TKI 
(Satinah), agar keluarga korban memaafkan. Hasilnya terjadi pe-
nurunan angka diyat dari 40 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah 
(Primetimes News, Metrotv, Jum’at, 28 Maret 2014). 
H. Wewenang Pemerintah dalam Pelaksanaan 
Hukuman Qishash
Hukum harus dilaksanakan oleh negara, hal ini karena pemerin-
tah mempunyai kekuasaan dan perangkat hukum yang memadai. 
Bila hukum boleh dilaksanakan oleh individu-individu tentu akan 
menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan hukum. Al-Imam al-
Qurthubi mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa qishash 
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tidaklah ditegakkan melainkan oleh penguasa. Mereka diperintah-
kan menegakkan qishash dan hukuman-hukuman yang lain. Hal ini 
karena Allah memerintahkan agar hukuman qishash diberlakukan 
kepada seluruh kaum muslimin. Allah tidak mempersiapkan kaum 
muslimin seluruhnya untuk berkumpul melaksanakan hukuman 
qishash. Akan tetapi mereka menyerahkan kepada penguasa un-
tuk menegakkan hukuman qishash dan hukuman-hukuman yang 
lain. Beliau juga menukil riwayat dari Sufyan, dari As-Suddi, dari 
Abu Malik, beliau berkata bahwa sebagian masyarakat tidak boleh 
menerapkan qishash terhadap sebagian yang lain. Para ulama ber-
sepakat bahwa tidak boleh seorang pun menerapkan qishash se-
lain penguasa, karena Allah menjadikan penguasa berkuasa atas 
rakyatnya. Demikian pula disepakati oleh para ulama bahwa apa-
bila seorang penguasa melakukan tindakan pembunuhan atau 
penganiayaan terhadap rakyatnya, maka dia harus meng-qishash 
dirinya karena mereka termasuk bagian dari rakyat. Dilihat dari sisi 
bahwa pemerintah adalah bagian individu dari masyarakat, maka 
tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum-hukum Allah, hal ini 
berdasarkan firman Allah: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wa-
nita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) meng-
ikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas se-
sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Al-Qurthubi 
2006, Jilid 2, hlm. 245–256).
I. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Qishash
Untuk dapat melaksanakan hukuman qishash, ada beberapa syarat 
yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut.
1. Adanya Kepastian Pelaku Kejahatan 
Hal ini bisa diperoleh dari persaksian dua orang laki-laki yang me-
yakinkan dan tidak diingkari oleh terdakwa, atau dengan pengakuan 
oleh terdakwa sendiri yang tidak dalam kondisi mabuk, gila, atau 
dibawah tekanan orang lain, hal ini mengingat bahwa prinsip pen-
jatuhan sanksi menurut Rasulullah SAW adalah:
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Artinya: Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Hindar-
kanlah oleh kalian hukuman hudud dari kaum muslimin sebisa 
mungkin, jika ada suatu peluang baginya (untuk bebas) maka 
bebaskanlah ia, (karena) sungguh seorang Imam/Khalifah salah 
dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam meng-
hukum.” (H.R. Al-Turmudzi dalam Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan 
Al-Tirmidzi. Ibnu Sauroh 1962, Jilid 4, Hadits No. 1424, hlm. 33).
Hadits ini sangat jelas menganjurkan pemerintah semaksimal 
mungkin untuk menghindarkan rakyat dari hukuman dengan men-
cari celah-celah hukum yang memungkinkan. Hal ini menunjuk-
kan bahwa spirit hukum Islam bukanlah mencari-cari kesalahan 
apalagi mencari terpidana mati. Hukuman qishash memang tegas 
dan jelas, namun upaya-upaya membebaskan terdakwa dari vonis 
qishash harus diupayakan oleh penegak hukum, selama hal itu tidak 
keluar dari aturan hukum itu sendiri. Hadits ini tidak dipungkiri 
juga mangajarkan sifat kasih sayang yang harus tetap melekat pada 
negara dan aparatnya kepada rakyatnya selama hal itu memungkin-
kan, disamping hadits ini juga menunjukkan bahwa hukuman itu 
sendiri bukanlah tujuan.
2. Keterbatasan Hukuman pada Pelaku Kejahatan 
Qishash diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan atau pence-
deraan, bukan terhadap selain pelaku. Seseorang yang melakukan 
pembunuhan ditegakkan atasnya hukuman qishash apabila wali/
keluarga pembunuh pasrah kepada perintah Allah dan tunduk ke-
pada hukum qishash yang disyariatkan, dalam keadaan seperti ini 
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wali korban diwajibkan menetapkan qishash terhadap orang yang 
membunuh saja dan tidak menimpakan hukuman kepada selainnya. 
Mengenai hal ini, tersebut Hadits dari riwayat Abu Syuraih Al-
Khuza’i, Nabi SAW bersabda:
Artinya: “Dari Abu Syuraih Al-Khuza’i, Nabi SAW bersabda: Orang 
yang paling durhaka adalah seseorang yang melakukan qishash 
pembunuhan terhadap orang yang bukan pelakunya dan seseorang 
yang melakukan pembunuhan di tanah al-haram (Makkah dan 
Madinah) dan seseorang yang membunuh karena dendam jahiliah.” 
(H.R. Ahmad dalam Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhamad Bin 
Hambal. Syakir 1995, Jilid 12, Hadits No. 16330, hlm. 541).
Demikian pula dalam qishash, keadilan tetap diperhatikan, 
artinya orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak 
dengan budak, dan wanita dengan wanita, jangan melampaui batas 
sebagaimana orang-orang sebelum masa Islam (Ibnu Katsir 1994, 
jilid 1, hlm. 198).
Hukuman qishash juga tidak boleh menjalar mudharatnya ke-
pada jiwa lain yang tidak bersalah, seperti seorang wanita yang 
akan di-qishash sedangkan ia sedang hamil, maka tidak boleh di-
qishash karena akan menjalar mudharatnya kepada janinnya, dan 
dalam kondisi seperti ini qishash dilaksanakan setelah melahirkan, 
hal ini didasari oleh firman Allah:
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Artinya: “…Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain.” (QS.Al-An’am: 164 dalam Al-Baghawy 1411 H., jilid 3, 
hlm. 266).
Para ulama bersepakat bahwa setelah melahirkan, jika dijumpai 
ada yang menggantikannya untuk menyusui anaknya, maka wanita 
ini segera di-qishash, karena ada yang menanggung kehidupan 
anaknya, tetapi jika tidak dijumpai wanita lain yang bisa menyusui 
anaknya, maka ditangguhkan qishash-nya sampai selesai menyusui 
(Al-Mulakhkhosh Al-Fiqhy, Jilid 2, hlm. 380 dalam www.maktabah 
abiyahya.wordpress.com, diakses pada 05 Juni 2013). 
3. Pelaku Pembunuhan Sudah Mukallaf
Jika yang membunuh atau mencederai adalah anak yang belum baligh 
atau orang gila maka tidak ada qishash, hal ini didasarkan oleh hadits 
yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib:
Artinya: “Dari Ali bin Abi Thalib berkata Rasulullah bersabda: Pena 
diangkat dari tiga golongan, dari anak-anak sampai baligh, dari 
orang tidur sampai bangun dan dari orang yang gila sampai sadar.” 
(H.R. Ahmad dalam Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhamad Bin 
Hambal. Syakir 1995, Jilid 2, Hadits No. 940, hlm. 11).
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Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-
Damasyqy di dalam bukunya Kifayah al-Akhyar menyebutkan 
bahwa seseorang terkena hukum qishash karena beberapa syarat 
yaitu baligh, berakal, bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan 
budak (Al-Damasyqy, hlm. 159–160 dalam www.maktabah abiyahya. 
wordpress.com, diakses pada 05 Juni 2013).
4. Pelaku Pembunuhan Bukan Orang Tua Korban
Jika yang membunuh adalah orang tuanya sendiri, baik bapak, ka-
kek dan terus ke atasnya, atau ibu, nenek dan terus ke atasnya, maka 
tidak ada qishash atas mereka. Mayoritas ulama kecuali Imam Malik 
mengatakan bahwa orang tua adalah penyebab adanya anak, maka 
tidak selayaknya anak meng-qishash orang tuanya. Hal ini didasari 
oleh sebuah Hadits:
Artinya: “Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membu-
nuh anaknya.” (H.R. Ahmad dalam Al-Musnad Lil Imam Ahmad 
Bin Muhamad Bin Hambal. Syakir 1995, Jilid 2, hlm. 228).
Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang tua yang 
membunuh anaknya sendiri tetap berlaku juga hukum qishash jika 
semua syaratnya terpenuhi. (Al-Dhahar 1426, hlm. 332).
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5. Korban Harus Seorang yang Maksum Al-Dam 
Mereka adalah seorang muslim, dan orang kafir yang bukan harbi2. 
Adapun kafir harbi, orang Islam yang murtad, pezina muhshon, 
atau selainnya, jika ada seorang muslim yang membunuh mereka 
tanpa ada perintah dari imam/pemerintah yang berwenang, maka 
yang membunuh tidak boleh di-qishash, tetapi tetap dihukum sebab 
kelancangannya kepada pemerintah (al-Jinayat wa Uqubatuha, 
hlm. 50 dan al-Islam Aqidatan wa Syari’atan hlm. 331 dalam www.
maktabah abiyahya.wordpress.com, diakses pada 05 Juni 2013). 
Hal ini disebutkan dalam Hadits Nabi:
Artinya: “Ketahuilah, barangsiapa membunuh seseorang yang ter-
ikat janji dengan kaum muslimin dan memiliki jaminan keamanan 
dari Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah melanggar perlindungan 
Allah dan ia tak akan mencium aroma surga, dan sesungguhnya 
aromanya dapat tercium sejauh perjalanan tujuh puluh masa.” 
2	 Kafir	harbi	adalah	orang	kafir	yang	yang	tidak	memiliki	jaminan	keamanan	dari	
kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak 
membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka, 
merekalah yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi (QS. Al-Baqarah: 
190–191).	Sedangkan	kafir	yang	bukan	harbi,	maka	mereka	adalah	kafir	yang	
sedang dijamin keamanannya oleh salah satu kaum muslimin atau pemimpinnya 
(al-Musta’min),	kafir	yang	 terlibat	perjanjian	damai	dengan	kaum	muslimin	 (al-
Mu’ahad)	 atau	 kafir	 yang	 dilindungi	 keamanannya	 sebab	 membayar	 jizyah 
(al-dzimmi), mereka semua haram bagi kaum muslimin untuk menumpahkan 
darah dan mengambil hartanya. Nabi bersabda, “Barangsiapa membunuh kafir 
mu’ahad, maka ia tidak dapat mencium bau surga, padahal bau (wanginya) 
dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun.” (HR. Bukhari, No. 3452).
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(H.R. Al-Turmudzi, dalam Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan Al-
Tirmidzi, Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan Al-Tirmidzi, Ibnu Sauroh 
1962, Hadits No. 1927, hlm. 325).
6. Para Penuntut Qishash (Mustahiq Al-Qishash) Harus 
Sudah Mukallaf
Jika ada di antara mereka belum baligh, maka harus ditunggu 
sampai baligh supaya diketahui dengan benar bahwa dia menuntut 
qishash atau memaafkan, karena dalam qishash terdapat tujuan 
memuaskan (keluarga korban) dengan pembalasan. Dalam keadaan 
ini pelaksanaan qishash wajib ditangguhkan, dengan memenjarakan 
pelaku pembunuhan hingga anak kecil tersebut baligh atau orang 
gila tersebut sadar, untuk kemudian mendengarkan dari mereka 
apakah hukuman qishash akan ditegakkan atau memaafkannya, 
sebagaimana Mu’awiyah menahan qishash Hudbah bin Khosyrom 
sampai anak korban yang di bunuh menjadi baligh (Sabiq, Jilid 3, 
hlm. 29–30). Yurisprudensi Mu’awiyah ini dilakukan di masa para 
sahabat dan tidak ada satupun yang mengingkarinya, sehingga se-
akan-akan menjadi ijma’ di masa beliau. Persyaratan ini menguat-
kan bahwa qishash adalah hak murni keluarga korban, bukan hak 
peradilan.
Demikian juga jika ada yang gila harus ditunggu sampai 
sembuh dari gilanya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Imam 
Ahmad, sedangkan mazhab Abu Hanifah terdapat dua versi, salah 
satunya mengatakan seperti yang dikatakan Imam Syafi’i dan Imam 
Ahmad, sedangkan versi kedua mengatakan bahwa cukup hakim 
atau qodhi yang menentukan ditegakkan qishash tanpa menunggu 
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ahli warisnya baligh dan sembuh dari gilanya, sedangkan Imam 
Malik berpendapat, bahwa wali anak yang masih kecil dan orang 
gila mewakili mereka dan tidak perlu ditunggu sampai baligh 
atau sembuh dari gila (Nihayatul Muhtaj, jilid 7, hlm. 284 dalam 
www.maktabahabiyahya.wordpress.com, diakses pada 05 Juni 
2013). Apabila anak kecil atau orang gila keduanya membutuhkan 
nafkah dari para walinya, maka hanya wali orang gila saja yang 
boleh memberi pengampunan qishash kepada pembunuh dengan 
meminta diyat, karena orang gila tidak jelas kapan sembuhnya, 
berbeda dengan anak kecil (ibid., hlm. 476).
7. Semua Penuntut Qishash Sepakat Atas Tuntutannya
Artinya tidak satu pun yang memaafkan, hal ini karena hak qishash 
adalah hak yang dimiliki oleh para ahli waris dan mereka semua 
bersama-sama dalam hak qishash ini (Al-Fauzan, jilid 2, hlm. 378 
dalam www.maktabahabiyahya.wordpress.com, diakses pada 05 
Juni 2013), jika ada seorang dari mereka memaafkan, maka gugur-
lah kewajiban qishash tersebut, Allah berfirman:
Artinya: “... maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
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Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah 
itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS.Al-Baqarah: 178 
dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89).
Ibnu Utsaimin berkata bahwa kalimat  (suatu pemaafan) 
jenis kalimatnya adalah nakiroh dalam bentuk persyaratan, maka 
dalam kaidah ushul bermakna umum mencakup sedikit atau banyak, 
jadi jika ada dari ahli waris korban memaafkan walaupun satu dari 
seratus orang, maka tidak boleh di-qishash (Asy-Syarhul Mumthi’ 
ala Zadil Mustaqni’, jilid 11, hlm. 51 dalam www.maktabahabiyahya.
wordpress.com, Indahnya Hukuman Qishash, diakses pada 05 Juni 
2013).
Namun jika keluarga korban tidak memaafkan, maka hukuman 
tidak disegerakan akan tetapi diulur untuk beberapa waktu sesuai 
pendapat hakim/qadhi, diharapkan dengan penguluran tersebut 
keluarga korban berubah pikiran untuk memaafkan, karena mereka 
memiliki hak untuk itu. Dalam atsar disebutkan:
Artinya: “Dari Zaid bin Wahb Al-Juhani, (di masa Umar) seorang 
membunuh istrinya, maka Umar memanggil tiga saudara wanita 
tersebut. Lalu salah seorang dari ketiganya memaafkan, berkata-
lah Umar: ambilah oleh kalian berdua dua pertiga diyat, karena 
sungguh tidak ada lagi jalan untuk membunuhnya.” (HR. Al-Baihaqy 
dalam Al-Sunan al-Kubro. Al-Baihaqy 2003, Jilid 8, hlm. 60).
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Persyaratan ini dan keputusan hukum yang dilakukan Umar, 
membuka peluang bagi terdakwa agar bebas dari hukuman qishash. 
Padahal dari kacamata voting semestinya kelompok yang banyak 
akan menang, namun demi menjaga nyawa manusia, suara satu 
orang yang memaafkan dapat mengalahkan suara mayoritas yang 
tidak memaafkan.
8. Keputusan Harus Ditetapkan oleh Pemerintah atau 
Hakim
Penerapan hukuman qishash sebagaimana hudud, harus berdasar-
kan keputusan pengadilan. Imam Fakhruddin Ar-Razi (w. 606 H) 
menyatakan:
Artinya: “Umat Islam telah bersepakat bahwa tidak ada seorang 
pun rakyat yang boleh menerapkan hudud terhadap para pen-
jahat, bahkan mereka juga bersepakat bahwa penerapan hudud 
terhadap para penjahat merdeka tidak boleh dilakukan kecuali 
atas wewenang imam/pemerintah. Maka, ketika taklif ini (pene-
rapan hudud) bersifat pasti/harus dan tiada jalan keluar dari 
taklif tersebut selain dengan keberadaan imam, mengingat sesuatu 
kewajiban yang tidak terlaksana tanpanya sedangkan ia masih 
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dalam batas kemampuan mukallaf hukumnya adalah wajib, maka 
itu mengharuskan secara pasti wajibnya mengangkat Imam (pe-
merintah).” (Mafatih Al-Ghayb fi At-Tafsir, Jilid 11, hlm. 181, dalam 
www.maktabahabiyahya.wordpress.com, diakses pada 05 Juni 2013).
Persyaratan ini didasarkan pada beberapa hal:
a.  Para ulama sepakat bahwa qishash ditegakkan dengan keputus-
an imam/pemimpin yang sah atau wakilnya (al-Qurthubi 2006, 
jilid 2, hlm. 245).
b.  Hukuman qishash adalah diikat dengan syarat-syarat tertentu 
yang harus dipenuhi, dan terpenuhi syarat-syarat tersebut tidak 
akan terwujud kecuali dengan keputusan seorang imam atau 
wakilnya seperti hakim dan semisalnya.
c.  Jika hukuman qishash diserahkan langsung kepada manusia 
tanpa ada keputusan pemerintah/aparat penegak hukum, maka 
hal itu akan menimbulkan kekacauan masyarakat dan hilangnya 
rasa aman, masing-masing akan membunuh musuhnya dengan 
dalih hukum qishash. 
9. Pelaksanaan Hukuman Qishash Harus Dihadiri oleh 
Pemerintah yang Sah atau Aparat Penegak Hukum 
yang Berwenang
Hal itu karena sangat memungkinkan terjadi kezhaliman atau 
melampaui batas pada saat pelaksanaan qishash, bisa disebabkan 
kebencian, kemarahan, atau sebab lain  pada mustahiqul qishash 
(Manarus Sabil fi Syarhid Dalil, jilid 2, hlm. 327 dalam www.
maktabahabiyahya.wordpress.com, diakses pada 05 Juni 2013).
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10.  Pelaksanaan Hukuman Qishash Harus Disaksikan 
oleh Ahli Waris yang Menuntut Qishash
Hal ini karena dua sebab, yaitu pertama, kedatangan para penuntut 
qishash untuk melihat ditegakkannya hukum qishash ini bisa me-
luluhkan hati para penuntut qishash atau salah satunya karena 
merasa kasihan lalu mereka memaafkan sehingga  hukum qishash 
menjadi batal, memberi maaf adalah satu sikap yang dianjurkan 
dalam Islam (al-Maqoshid asy-Syar’iyah lil Uqubat fil Islam, hlm. 
335 dalam www.maktabahabiyahya.wordpress.com, diakses pada 
05 Juni 2013). Kedua, jika mereka tidak datang melihat hukuman 
qishash ini, maka ada kemungkinan mereka telah memaafkan orang 
yang akan dihukum qishash, dan untuk mengetahui mereka tetap 
tidak memaafkannya, maka mereka harus datang menyaksikan 
(ibid., hlm. 335).
J. Cara Pelaksanaan Hukuman Qishash
Menurut pendapat yang lebih kuat dari mayoritas ulama seperti 
Malikiyah, Syafi’iyah, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, hukum 
asal dalam pelaksanaan qishash adalah dengan cara yang sama yang 
telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut 
dengan mutslah atau mumatsalah. Dengan demikian jika mem-
bunuh dengan pedang maka di-qishash dengan pedang, jika mem-
bunuh dengan memukulkan batu sampai mati, maka demikianlah 
qishash-nya dengan batu sampai mati, dan seterusnya. Hanya saja 
para ulama mengatakan, kecuali jika pelaku membunuh dengan 
sesuatu yang haram seperti sihir, khamar, liwath dan semisalnya, 
atau jika dengan cara yang sama akan mengakibatkan terlalu lama 
tersiksa, maka qishas-nya dengan pedang. Akan tetapi seandainya 
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mustahiq al-qishash memindahnya ke hukuman pancung dengan 
pedang, maka diperbolehkan dan itu lebih utama (Al-Zuhayli 2004, 
jilid 7, hlm. 5685). 
Sedangkan mazhab Abu Hanifah mengharuskan qishash hanya 
dengan pedang, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh 
tersebut membunuh atau lainnya (Ibnu Abidin 1987, jilid 5, hlm. 
346). Cara pancung ini berlaku secara mutlak, baik pembunuh 
tersebut dalam melakukan pembunuhan tersebut dengan senjata 
ataupun tidak. Berlaku walaupun pembunuhan dengan pemenggal-
an leher, mencekik, melemaskan dalam air, membakar, atau selain-
nya (Audah 1992, jilid 2, hlm. 150). 
Berkaitan dengan hukuman pancung, penelitian sains terhadap 
binatang mamalia yang dipenggal menunjukkan, anjing menjadi 
tidak sadar 12 detik setelah suplai darah ke otak mereka tersumbat. 
Telah dihitung bahwa otak manusia memiliki cukup oksigen untuk 
metabolisme disimpan untuk bertahan sekitar 7 detik setelah pa-
sokan terputus. Namun, otak juga bisa memperoleh sebagian energi 
dari substrat di kulit kepala dan otot-otot wajah dan leher, serta 
mati akibat anoxia/kekurangan oksigen akibat pendarahan hebat. 
Melalui penelitian itu disimpulkan bahwa hewan dan manusia yang 
dipenggal akan merasakan sakit kira-kira 7–15 detik sebelum benar-
benar meninggal. Sedangkan kematian akibat tembakan mem-
butuhkan waktu 10–20 menit sebelum objek meninggal. Adapun 
penggantungan membutuhkan waktu hampir 20 menit meregang 
nyawa sebelum akhirnya secara medis meninggal. Berdasarkan 
pengalaman hukuman mati, terpidana mati dengan tembakan, 
suntikan, gantung, dan kursi listrik, mereka sebelum mati sudah 
tersiksa luar biasa. Khusus dengan kursi listrik, terpidana bisa 
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muntah darah, anggota badan, jari jemari tangan, kaki, dan wajah 
berubah bentuk, bola mata sering melotot, dan mereka juga sering 
buang air besar dan kecil, serta mengeluarkan air liur (http://www.
zhamelank.heck.in diakses pada 15 Januari 2014).
Meskipun menurut Abu Hanifah hukuman pancung bukan-
lah ta’abbudi (bentuk cara menghukum yang berbentuk ibadah 
sehingga tidak boleh diubah), namun dari penelitian diatas dapat 
disimpulkan bahwa hukuman pancung dalam qishash terbukti 
memberi keringanan siksaan yang akan dialami terpidana mati 
dibandingkan cara-cara lain dalam eksekusi mati. Hal ini sejalan 
dengan perintah Nabi Muhammad SAW agar dalam membunuh 
maupun menyembelih dilaksanakan dengan cara yang baik. Memi-
nimalisir penderitaan terpidana mati adalah salah satu cara baik 
dalam eksekusi. 
K. Tujuan dan Fungsi Hukuman Qishash bagi 
Perlindungan Warga Negara
Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas 
dari syariat sebagai berikut:
1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, ini ada-
lah tujuan pertama dan utama dari syariat. Apabila kebutuhan-
kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan 
ketidaktertiban dimana-mana.
2. Membuat berbagai perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang 
dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia 
mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (Santoso 
2003, hlm. 45).
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Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia 
yaitu segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala 
hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai 
dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, kemaslahatan itu 
dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima 
unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Al-
Syathibi 2003, jilid 2, hlm. 8).
Jika dilihat dari kacamata al-Syathibi, maka sesungguhnya 
qishash merupakan pembahasan dalam salah satu bagian maqashid 
al-syari’ah yang tiga, yaitu Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah 
(ibid., hlm. 7). Pada bagian al-dharuriyah-lah sesungguhnya pem-
bahasan qishash berada, yakni pada penjelasan menjaga jiwa, dimana 
al-Syathibi menjelaskan “cakupan bahasan al-dhaririyat ada lima, 
yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal” (Al-Syathibi 
2003, jilid 2, hlm. 8).
Sebelum menyampaikan kata-kata diatas, al-Syathibi menye-
butkan:
Artinya: “Seperti qishash dan diyat (yang masuk dalam pembahas-
an menjaga) jiwa.” (ibid.). 
Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam ter-
cakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam 
literatur klasik ditemukan bahwa hukum Islam memiliki prinsip-
prinsip yang terkandung dalam maqashid al syari` ah. Secara 
umum penetapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. 
Tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan dan 
kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal 
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ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abu Ishaq al Shatibi 
(w. 790 H/1388 M):
Artinya: “Syari’ah ini diadakan bertujuan untuk mewujudkan ke-
maslahatan manusia di akhirat dan dunia bersama.” (ibid., hlm. 3).
Dalam ungkapan Al-Syathibi yang lain adalah:
Artinya: “Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.” 
(ibid., hlm. 42).
Apabila ditelaah pernyataan Al-Syathibi tersebut, dapat di-
katakan bahwa kandungan maqashid al-syari’ah atau tujuan 
hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Bertitik tolak dari 
pandangannya bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam 
rangka merealisasi kemaslahatan hamba, tak satupun hukum 
Allah dalam pandangan Al-Syathibi yang tidak mempunyai tujuan. 
Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la 
yutaq (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Suatu 
hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam 
mengomentari pandangan Al-Syathibi ini, Fathi al-Daraini mem-
perkuatkannya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah 
dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan 
lain yakni kemaslahatan (Al-Daraini 1975, hlm. 28). Abu Zahrah 
dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam 
adalah kemashlahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik 
dalam Alquran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat 
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kemaslahatan (Zahrah 2005, hlm. 548). Agaknya tidak berlebih-
an apabila dikatakan bahwa maqashid al-syari’ah Al-Syathibi ber-
upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan 
hukum Allah dengan aspirasi hukum yang manusiawi.
Al-Syatibi merumuskan lima tujuan pembentukan hukum Islam, 
yaitu memelihara agama (din), memelihara jiwa (nafs), memelihara 
akal (‘aql), memelihara keturunan (nasl) dan memelihara harta 
(maal) (Al-Syathibi 2003, jilid 2, hlm. 8). Lima tujuan hukum Islam 
ini kemudian dikenal dengan istilah al maqashid al khamsah atau 
al-maqashid alsyar’iyyah.
Adapun fungsi dan tujuan qishash telah tersurat dari firman 
Allah swt:
Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) 
hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu ber-
takwa.” (QS. Al-Baqarah: 179 dalam Al-Qurtuby 2006, hlm. 89).
Alquran surat al-Maidah ayat 32, juga menunjukkan bahwa 
menjaga nyawa satu orang akan membawa dampak signifikan ter-
hadap kehidupan manusia secara luas:
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Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 
karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia 
telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang me-
melihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya te-
lah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) 
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara me-
reka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam ber-
buat kerusakan di muka bumi.” (Al-Maidah: 32 dalam Al-Baghawy 
1411 H., jilid 3, hlm. 266).
Hukum Alquran ini tidak terbatas mengenai Bani Israil saja, 
tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa 
membunuh seseorang itu adalah membunuh manusia seluruhnya, 
karena satu orang adalah anggota masyarakat dan karena membu-
nuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.
Dalam hal ini juga terdapat hadits Rasulullah saw. yang me-
nyatakan:
Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: 
seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara maka jangan-
lah mengkhianatinya, jangan menipunya, dan jangan meninggal-
kannya. Setiap muslim dengan muslim lainnya itu haram (terjaga) 
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kehormatannya, hartanya, dan darahnya.” (H.R. Al-Turmudzi, dalam 
Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan Al-Tirmidzi. Ibnu Sauroh 1962, 
Hadits nomor 1927, hlm. 325).
Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka pembahasan hukuman 
qishash dalam Islam merupakan bagian yang dikaji melalui “pe-
nelaahan ‘illah al-amr (perintah) dan al-nahyu (larangan)”. Salah 
satu perintah tentang pelaksanaan hukum qishash ini berasal dari 
firman Allah swt dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 178–179 dan 
hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi 
diatas, dan lainnya. ‘Illah suatu hukum adakalanya tertulis secara 
jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. 
Qishash merupakan bagian dari ‘illah yang telah tertulis secara 
jelas di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 179 yakni “Dan dalam 
qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” Dengan demikian 
artinya, qishash itu jika dilaksanakan maka akan menjamin ke-
langsungan hidup setiap manusia. 
Untuk menguraikan illah-illah hukum tersebut, penulis meng-
uraikan tujuan atau fungsi qishash sebagai berikut.
1. Fungsi Qishash bagi Penegakan Hukum
Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, sebenarnya ada dua aspek 
penegakan hukum yang harus dipenuhi, yakni:
a. Keadilan bagi korban penyelewengan hukum, keadilan bagi 
masyarakat. Dalam hal ini, qishash merupakan mekanisme 
hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah SWT. 
bagi manusia yang dirugikan dalam kasus pelanggaran hukum. 
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Tanpa penegakan mekanisme ini, wajar jika hukum positif yang 
ada belum mampu memberikan efek keadilan bagi korban dan 
keluarganya.
b. Aspek kedua adalah efek jera bagi manusia lain. Pelaksana-
an hukuman qishash akan menjadi pelajaran berharga bagi 
orang lain, yaitu menimbulkan rasa takut kepada setiap orang 
sehingga tidak berani melakukan kejahatan serupa. Bila 
hukuman qishash diterapkan maka warga negara akan hidup 
dalam rasa aman karena masyarakat merasa terpeliharanya 
jiwa dari gangguan pembunuh. Seorang calon pembunuh jika 
mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh jika membunuh 
orang, tentu ia takut membunuh orang lain. Data empiris me-
nunjukkan bahwa ringannya hukuman bagi para pembunuh 
di Indonesia membuat angka pembunuhan cukup tinggi di 
Indonesia. Yang tercatat adalah 8,9% per 100.000 penduduk, 
diduga angka yang sesungguhnya bisa lebih besar. Sementara 
di Saudi Arabia hanya 0,9 persen (www.detiknews.com. diakses 
pada 23 Mei 2013).
2. Fungsi Qishash sebagai Tindakan Preventif 
Hakikat hukuman qishash bukanlah bertujuan membunuh dan 
membinasakan umat manusia, tetapi demi menjaga manusia supaya 
tidak saling bunuh membunuh. Ditinjau dari akibat apabila hukum 
qishash diberlakukan, maka manusia akan menahan diri untuk 
melakukan pembunuhan atau pencederaan terhadap manusia yang 
lain. Dengan demikian, kelangsungan hidup manusia akan tetap ter-
jaga. Seseorang yang marah kemudian bertekad membunuh orang 
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lain, lalu ingat bahwa bila ia membunuh ia akan di-qishash, ia akan 
takut dan mengurungkan niatnya. Sehingga, tetap hiduplah orang 
yang akan ia bunuh dan dia pun tetap hidup karena tidak di-qishash. 
Hukuman yang ringan sangat tidak sepadan dan akan membuka 
peluang seseorang berbuat jahat dan menyuburkan kejahatan. 
Hukuman qishash sangat tepat jika diterapkan untuk mencegah 
meminimalisir tingkat kejahatan. Maraknya kasus pembunuhan, 
dan pelanggaran HAM karena tidak ada hukum yang tegas seperti 
qishash.
3. Fungsi Hukuman Qishash bagi Perlindungan Hak 
Asasi Manusia (HAM)
Isu HAM termasuk sensitif, namun dalam qishash, permasalahan 
HAM justru menarik untuk dikaji. Setiap manusia sejak kelahirannya 
menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas 
dan asasi. Bebas dalam arti manusia bebas menentukan segala ke-
hendaknya selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang 
ada, seperti bebas menentukan agama yang diyakini, sedangkan 
asasi adalah segala sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia. 
Agama Islam sangat menghargai adanya hak asasi manusia, sebagai-
mana termaktub dalam firman Allah dalam Alquran surat Al-A’raf 
ayat 33 sebagai berikut:
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Artinya: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, 
baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 
melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharam-
kan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak 
menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-
adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-
A’raf: 33 dalam Al-Baghawy 1411 H., jilid 3, hlm. 266).
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 poin 
ke-1 menyebutkan: 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia”. Sedangkan Pasal 1 poin ke-6 menyata-
kan: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di-
sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara me-
lawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang 
yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hu-
kum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 
berlaku (Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia 
2006, hlm. 35–36).
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manu-
sia diatas memerlukan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya 
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melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia 
tersebut sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demo-
kratis. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap 
hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting 
dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam 
suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan 
sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi 
secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut 
sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
Sepintas, hukum qishash tampak kejam, tidak manusiawi, atau 
ketinggalan zaman, bahkan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). 
Memang qishash merupakan hukuman yang kejam, namun hal 
ini terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam bahkan sangat 
kejam. Amat tidak adil jika hukuman qishash diterapkan disebut 
melanggar HAM, namun orang yang telah membunuh orang lain 
tidak disebut melanggar hukum HAM. 
Kekejaman memang harus dihentikan dengan hukuman yang 
setimpal agar bisa membuat jera para penjahat. Bila qishash di-
anggap kejam atau sadis, maka jika tidak ingin terkena hukuman 
qishash caranya mudah, yaitu jangan membuat kekejaman dan 
kesadisan dengan membunuh atau mencederai orang lain. Obat 
memang harus diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita ber-
dasarkan hasil diagnosis yang akurat. Karena itu Allah swt. telah 
menyediakan obat pelanggaran HAM berat atas nyawa manusia, 
berupa qishash. Sebaliknya, bila manusia mengambil obat selainnya, 
maka dimungkinkan penyakit masyarakat tersebut akan muncul 
kembali atau semakin parah. 
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4. Fungsi Hukuman Qishash bagi Kelangsungan Hidup 
Warga Negara
Al-Alusi berkata dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna qishash 
sebagai jaminan kelangsungan hidup (al-Baqarah: 179) adalah ke-
langsungan hidup di dunia dan di akhirat. Jaminan kelangsungan 
hidup di dunia telah jelas karena dengan disyariatkannya qishash 
berarti seseorang akan takut melakukan pembunuhan. Dengan de-
mikian qishash menjadi sebab keberlangsungan hidup manusia. 
Adapun kelangsungan hidup di akhirat adalah bahwa orang yang 
membunuh dan dia telah di-qishash di dunia, kelak di akhirat ia 
tidak akan dituntut memenuhi hak orang yang dibunuhnya (Ruhul 
Ma’ani, jilid 2, hlm. 1130 dalam www.asysyariah.com., diakses pada 
17 September 2013).
Berkaitan dengan fungsi qishash ini, Assyinqithi dalam tafsir 
ayat: 
Artinya: “Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada 
(jalan) yang lebih lurus.” (Al-Isra: 9), 
Menyatakan bahwa salah satu hal yang menunjukkan bahwa 
Alquran memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus ada-
lah perintah qishash. Jika seseorang sedang marah kemudian 
berkeinginan untuk melakukan pembunuhan, maka ia ingat dan 
sadar bahwa membunuh akan mengakibatkan dirinya juga akan 
dibunuh. Dengan demikian, ia menjadi takut. Akhirnya, keinginan 
membunuh ia tinggalkan. Dengan ini pula menjadi hiduplah orang 
yang sebelumnya ingin dia bunuh. Hidup pulalah dirinya, karena ia 
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tidak jadi membunuh sehingga qishash pun tidak berlaku padanya. 
Oleh karena itu, pembunuhan terhadap seorang yang membunuh 
jiwa sebagai bentuk balasan yang setimpal menjadi sebab berlang-
sungnya kehidupan bagi banyak nyawa warga (Asy-Syinqithi, Jilid 
3, hlm. 285, dalam www.media-islam.or.id. diakses pada 28 April 
2013).
5. Fungsi Hukuman Qishash bagi Pemenuhan Rasa Ke-
adilan
Secara fitrah, mayoritas keluarga korban tentu menginginkan agar 
pelaku pembunuhan atau pencederaan dihukum seberat-beratnya 
atau hukuman yang setimpal. Asumsi fitrah ini akan kita setujui jika 
keluarga kita sendiri yang menjadi korban kejahatan. Menghukum 
pembunuh dengan hukuman yang sama adalah bentuk keadilan 
maksimal. 
Hukuman penjara pada hakikatnya tidak menimbulkan ke-
puasan dalam hati keluarga korban. Hukuman qishash mewujudkan 
keadilan dan menolong orang yang teraniaya, yaitu dengan mem-
berikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas kepada pe-
laku seperti yang dilakukan kepada korban (QS. Al-Isra` : 33).
Adil adalah salah satu sifat Allah Yang Maha Sempurna. Oleh 
karena itu, Allah mengharamkan kezhaliman atas diri-Nya dan di 
antara hamba-hamba-Nya. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, 
dari Abu Dzar dari Nabi saw., Allah berfirman:
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Artinya: “Wahai hamba-Ku, Aku mengharamkan kezaliman bagi 
diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka 
dari itu, janganlah kalian saling menzalimi.” (H.R. Muslim dalam 
Shahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi, di-tahqiq oleh Al-Shababithi 
dkk. 1994, jilid 8, hlm. 375). 
Amat tidak tepat dan gegabah jika hukuman qishash yang di-
turunkan Allah dipandang sebagai hukuman yang tidak adil. Ba-
rangkali tidak banyak orang mengatakan hukuman qishash tidak 
adil, namun keraguan untuk menerapkannya adalah bentuk lain 
dari ungkapan “tidak adil” atau bahkan “ tidak percaya” kepada eksis-
tensi hukum Tuhan.
6. Fungsi Hukuman Qishash bagi Efisiensi Usia Terpidana
Orang yang seharusnya di-qishash lalu dimaafkan oleh keluarga 
korban sehingga membayar diyat atau dimaafkan sama sekali, tentu 
akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Dengan tidak dipenjara maka 
dia bisa bekerja dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri, 
keluarga dan lingkungannya. Hukuman penjara sangat berpeluang 
membuat seseorang tidak produktif dan menambah jumlah angka 
pengangguran. Di Indonesia, penjara yang kelebihan kapasitas sudah 
menjadi berita dan fakta yang tidak terbantahkan.
7. Fungsi Hukuman Qishash bagi Penyucian Jiwa dan 
Penghapus Hukuman Akhirat
Qishash adalah kebaikan bagi pelaku kejahatan di mana dengan 
ditegakkannya qishash atas dirinya, Allah menjadikan hukuman 
tersebut sebagai kafarah (penghapus dosa), yang telah dilanggarnya, 
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hal ini juga berlaku pada hukuman-hukuman yang lainnya. Telah 
dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: 
Artinya: ‘‘Dari ‘Ubadah ibnu Al-Shami berkata telah bersabda 
Rasulullah saw.: Berbai’atlah kepadaku untuk tidak berbuat syi-
rik, tidak mencuri, dan tidak berzina. Beliau membacakan kepada 
mereka ayat, (lalu bersabda), ‘Barangsiapa di antara kalian 
yang menunaikannya maka pahalanya ada pada Allah SWT., 
dan barangsiapa yang melanggar sebagiannya lalu di hukum 
maka hukuman itu sebagai penghapus dosa baginya. (Adapun) 
barangsiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya maka 
urusannya diserahkan kepada Allah, bila Dia kehendaki maka 
Dia mengazabnya dan bila Dia menghendaki maka Dia meng-
ampuninya.” (H.R. Muslim dalam Shahih Muslim bi Syarh Al-
Nawawi, di-tahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 1994, jilid 8, hlm. 238).
Meskipun teks Hadits ini hanya menyebut kejahatan syirik, 
mencuri dan zina, namun dalam kitab Shahih Muslim bi Syarhi Al-
Nawawi, Imam Nawawi mengutip bahwa menurut Al-Qadhi ‘Iyadh, 
mayoritas ulama berpendapat bahwa berdasarkan Hadits ini, hu-
kuman dunia merupakan penghapus dosa bagi pelaku kejahatan 
(ibid., hlm. 240), sehingga tidak terbatas pada tiga pelanggaran 
diatas. Dengan demikian dapat dikorelasikan bahwa hukuman 
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qishash meskipun terlihat keras, namun ia merupakan bentuk kasih 
sayang Allah bagi pelaku kejahatan itu sendiri, agar di akhirat nanti 
terhindar dari hukuman yang lebih keras.
8. Fungsi Hukuman Pengganti Qishash bagi Ekonomi 
Keluarga Korban
Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman pengganti qishash berupa 
diyat akan sangat bermanfaat bagi keluarga korban, apalagi jika 
yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga. Jumlah harta 
senilai 100 ekor unta bukanlah jumlah yang kecil bagi sebagian 
masyarakat. Hukuman ini menciptakan solusi berupa keuntungan 
bersama, yaitu terpidana bebas dari hukuman mati atau qishash, 
sedangkan keluarga korban terbantu secara ekonomi. Memang 
jumlah harta berapapun banyaknya tidak akan sebanding dengan 
nyawa korban, namun bila itu adalah pilihan keluarga korban dan 
dipandang memberi solusi yang lebih konkret, maka pilihan hukum 
itu menjadi lebih efisien.
9. Fungsi Hukuman Qishash bagi Efisiensi Anggaran 
Negara 
Menurut laporan situs Rakyat Merdeka Online tanggal 21 Juni 2011, 
Kementerian Hukum dan HAM meminta tambahan anggaran 1,6 
triliun untuk membangun lembaga pemasyarakatan (penjara) baru 
karena penjara-penjara yang ada di Indonesia sudah banyak yang 
melebihi kapasitas. Selama ini hukuman penjara di berbagai negara 
termasuk Indonesia adalah hukuman yang paling dominan. Masa 
seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan bisa dalam hitungan 
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bulan, 20 tahun, hingga seumur hidup. Untuk membiayai narapi-
dana yang berjumlah ratusan ribuan ini, negara harus mengeluar-
kan anggaran yang tidak sedikit bagi sumber daya manusia yang 
tidak produktif. Bahkan jika dialokasikan kepada masyarakat ti-
dak mampu akan lebih berguna. Sebagai contoh, biaya makan setiap 
napi per hari adalah Rp10.000,-, jadi selama dipenjara, misalnya 15 
tahun sebagai hukum maksimal bagi pembunuh, maka negara ha-
rus mengeluarkan dana makan saja sebesar  15 × 365 × Rp10.000,- = 
Rp54.750.000,- Belum lagi biaya kesehatan, pakaian, gaji para sipir, 
dan sebagainya. Padahal dia telah terbukti melakukan kejahatan 
dengan membunuh. Kurang logis orang-orang yang di luar penjara 
harus memberi makan (lewat pembayaran pajak yang kemudian di-
olah menjadi APBN dan APBD) bagi para pembunuh yang dipenjara 
yang berkemungkinan akan mengulangi kejahatannya. Semakin 
lama mendiami penjara semakin tinggi biaya ekonomi yang harus 
dibayar oleh pajak yang dibayarkan rakyat. Dengan demikian, im-
plementasi hukuman qishash maupun alternatif diyat, akan menjadi 
efektif bagi penghematan APBN dan ABPD.
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A. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi 
Hukuman Qishash di Indonesia
Di antara faktor-faktor pendukung implementasi hukuman qishash 
di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Sejarah Penerapan Hukum Pidana Islam dan Eksistensi 
Hukum Islam di Indonesia
Merupakan fakta dan sejarah bahwa jauh sebelum pemerintahan 
kolonial Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia, telah terben-
tuk masyarakat Islam yang kuat. Di beberapa daerah di Indonesia, 
Islam itu bukan saja menjadi agama yang resmi, tetapi juga meru-
pakan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Beberapa kerajaan 
di Indonesia seperti Kerajaan Pasai di Aceh, Kerajaan Pagarruyung 
yang terkenal dengan rajanya Dang Tuanku dan Bundo Kanduang, 
Kerajaan Paderi dengan Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, 
Kerajaan Demak, Pajang Mataram, dan Sultan Ageng di Banten, 
bahkan Malaka serta Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di 
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Semenanjung Melayu dan Hassanuddin di Makassar, telah mem-
pergunakan hukum Islam di wilayah kerajaannya (Ramulyo 1997, 
hlm. 48).
Sejumlah konsep tindak pidana dan sanksinya telah diterapkan 
di wilayah-wilayah Indonesia saat itu. Hukuman rajam misalnya 
pernah diterapkan di Aceh, hukuman potong tangan, dan sebagainya 
pernah menghiasi lembaran sejarah masa silam bangsa Indonesia. 
Ketika Belanda telah merasa lebih kuat, politik hukum Belanda mulai 
menerapkan apa yang dikenal dengan politik “belah bambu”, yang 
secara padu hendak menyingkirkan hukum Islam dari masyarakat 
Indonesia. Diciptakanlah teori represi dan “ditemukanlah” hukum 
adat (Arifin 2001, hlm. 44). 
Sejak awal abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda member-
lakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya masih plura-
listis. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang 
Eropa, dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-
orang Bumiputra dan yang dipersamakan (inlanders). Akan tetapi, 
mulai tahun 1918 diberlakukan satu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (uni-
fikasi hukum pidana). Itulah hukum yang berlaku sampai sekarang. 
Sejak kemerdekaan Indonesia, kitab tersebut diterjemahkan ke da-
lam bahasa Indonesia dan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) (ibid., hlm. 45–6). Unifikasi ini telah menghilangkan 
penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.
Berdasarkan fakta sejarah ini, maka upaya implementasi hu-
kuman qishash di Indonesia bukanlah “suatu hal baru”, justru ia 
adalah upaya meneruskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di 
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bidang hukum. Apalagi jika perjuangan tersebut dilawan dan di-
hapuskan oleh kolonialisme yang merupakan musuh bangsa Indo-
nesia. Dengan logika terbalik, penolakan terhadap upaya penerapan 
hukuman qishash dan hukum pidana Islam lainnya, sama dengan 
mengikuti langkah penjajah untuk memusuhi dan memundurkan 
bangsa Indonesia sendiri.
Sedangkan berbicara tentang eksistensi hukum Islam dalam 
hukum nasional Indonesia, maka terlebih dahulu perlu dibahas 
tentang teori eksistensi itu sendiri. Eksistensi adalah sebuah teori 
yang dikemukakan oleh Ichtijanto. Teori eksistensi dalam kaitannya 
dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang ke-
beradaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini 
mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum 
nasional, dengan penafsiran sebagai berikut. 
a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional In-
donesia. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui 
keberadaannya, dan karena kekuatan dan wibawanya, maka 
hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional. 
Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan 
hukum nasional Indonesia.
b. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum 
nasional Indonesia. Atas dasar itu, hukum Islam ada dalam hu-
kum nasional dan mempunyai wibawa hukum sebagai hukum 
nasional. Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional di-
buktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan, baik 
yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, 
serta praktik ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa In-
donesia (www.Dodiilham.Blogspot.com, diakses pada 5 Mei 2013).
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Ketika hukum positif itu telah disahkan, maka yang berlaku 
adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. 
Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan 
sebagai bagian dari hukum nasional dan syariat dijadikan sumber 
hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia di-
katakan akan menjadi negara Islam. Namun pendapat ini terbantah-
kan dengan fakta bahwa selama ini hukum dari Belanda dijadikan 
sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, 
tetapi belum pernah terdengar orang mengatakan bahwa negara 
kita ini akan menjadi negara Belanda. 
Mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam 
masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kai-
dah hukum positif yang bertentangan dengan kesadaran hukum rak-
yatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika 
sebaliknya, maka negara Indonesia akan menjadi negara otoriter 
yang memaksakan kehendak kepada rakyatnya.
2. Adanya Kesamaan Asas-Asas Hukum Pidana Islam 
yang Dijumpai dalam KUHP
Hukum pidana Islam dalam beberapa hal yang asasi, menemukan 
titik temu dengan asas-asas hukum pidana nasional, di antaranya:
a. Kesamaan Asas Legalitas
Asas legalitas dalam hukum nasional adalah keabsahan sesuatu 
menurut undang-undang dan penerapannya di Indonesia sesuai 
Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu berisi: “Tiada sesuatu perbuatan boleh 
dihukum melainkan atas kekuatan dan ketentuan pidana dalam 
undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut”. 
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Sedangkan dalam hukum Islam asas legalitas berarti tidak ada 
hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash, 
maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenai pertanggungjawaban 
pidana. Ketentuan ini memberi pengertian, hukum pidana Islam 
baru berlaku setelah adanya nash yang mengundangkan. Ini berarti 
bahwa perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut 
bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang 
yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut hukum 
adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut 
pula ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan 
kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana 
dalam undang-undang tersebut diadakan, yang berarti bahwa undang-
undang tidak mungkin berlaku surut (mundur) (Ma’rifah 2008). 
Secara substansial terdapat ayat Alquran dan kaidah yang 
mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam. 
Adapun kaidah yang mengatur asas tersebut adalah: “Asal segala 
sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang.” 
Sedangkan ayat Alquran yang menyatakan asas legalitas:
Artinya: “Dan tidaklah Kami mengadzab suatu kaum sampai kami 
mengutus seorang utusan.” (Al-Isra’: 15) dan ayat: 
Artinya: “Tidaklah seseorang diberi beban kecuali sesuai dengan 
kemampuannya.” (Al-Baqarah: 286). 
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b. Asas Tidak Berlaku Surut
Asas tidak berlaku surut, ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP 
(pengecualian Pasal 1 KUHP). Ketentuan pidana dalam undang-un-
dang tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende 
kracht). Seandainya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang 
baru di kemudian hari terhadap tindakan yang serupa diancam 
dengan pidana, pelaku tidak dapat dipidana atas ketentuan yang baru 
itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan sewenang-
wenang dari penguasa. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan 
lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh di-
hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-
undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” (Soesilo, R. 
hlm. 1983).
Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 
28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di-
perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apa pun (Sekjend. MPR RI 2013, hlm. 178–9).
Dalam Islam dapat ditemukan bahwa jauh sebelum adanya asas 
tersebut, sebenarnya sudah ditetapkan dalam Alquran. Allah swt. 
tidak menghukum atas kesalahan yang dilakukan sebelum hukum 
ditetapkan, ini dapat dilihat pada ayat:
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Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Jika mereka 
berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni me-
reka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka 
kembali lagi (kafir dan kembali memerangi Nabi), sesungguhnya 
akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-
orang dahulu.” (Al-Anfal: 38 dalam Al-Qurtuby 2006, jilid 9, hlm. 
503).
c. Asas Praduga Tak Bersalah
Suatu konsekuensi dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersa-
lah (presumption of innocence). Menurut asas praduga tak bersalah, 
semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh 
suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersa-
lah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya 
pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang 
beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Apabila 
penggugat tidak mampu membuktikan kesalahan dari tergugat, 
maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima, karena pada 
dasarnya seseorang wajib dianggap tidak bersalah mana kala belum 
dapat dibuktikan. Dalam hukum Islam, asas praduga tak bersalah, 
didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi “asal dari hukum ada-
lah bebasnya seseorang dari beban atau tanggungan”. Pada setiap 
perkara melalui pengadilan, diperlukan pembuktian baik itu ter-
jadi dalam proses perkara perdata ataupun proses perkara pidana. 
Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang 
sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah 
menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. 
Pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam 
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menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersan-
dar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan 
kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa 
yang merupakan alat bukti (www.referensimakalah.com, diakses 
pada 01 Agustus 2013).
d. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan
Adapun makna dari asas praduga tak bersalah adalah seseorang yang 
disangka, ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di muka persidangan 
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hu-
kum tetap, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan 
umum butir 3c KUHAP. Dalam hukum pidana Islam pemberlakuan 
asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara spesifik, hanya 
pada pemutusan sebuah perkara, jadi apabila hakim (qadhi) dalam 
hal memutuskan sebuah perkara karena kurangnya bukti-bukti 
yang kuat dan sah yang menyebabkan keraguan (syubhat) maka, 
lebih baik hakim membebaskan, jadi seorang hakim tidak boleh 
ragu harus berdasar keyakinan tanpa sedikitpun keraguan. Karena 
keraguan disini, bisa menjadi alasan dihapuskannya hukuman da-
lam Islam (Sofhal Jamil, pada http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses 
pada 23 Oktober 2013). 
Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa 
seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus di-
anggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang 
meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini 
diambil dari ayat-ayat Alquran yang menjadi sumber asas legalitas 
dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang 
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telah disebutkan. Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam 
jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif (www.
gotzlan-ade.blogspot.com, diakses pada 04 September 2013). Empat 
belas abad yang lalu Nabi Muhammad SAW bersabda:
Artinya: Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Hindar-
kanlah oleh kalian hukuman hudud dari kaum muslimin sebisa 
mungkin, jika ada suatu peluang baginya (untuk bebas) maka 
bebaskanlah ia, (karena) sungguh seorang Imam/Khalifah salah 
dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam meng-
hukum.” (H.R. Al-Turmudzi dalam Al-Jami’ al-Shahih, Wahq Sunan 
Al-Tirmidzi, Ibnu Sauroh 1962, Jilid 4, Hadits No. 1424, hlm. 33).
Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah 
batalnya hukuman karena adanya keraguan (doubt). Nash hadist jelas 
dalam hal ini: “Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik 
salah dalam membebaskan daripada salah dalam membebaskan 
daripada salah dalam menghukum”. Abdul Qadir ‘Audah memberi 
contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu 
kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. 
Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, 
tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan dari pelaku 
perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik sese-
orang oleh ayahnya sendiri (www.gotzlan-ade.blogspot.com, diakses 
pada 04 September 2013).
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e. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum
Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna 
kulit, bahasa dan sebagainya,  dihapuskan. Prinsip kesamaan tidak 
hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi di-
laksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW dan para khalifah 
penerus beliau. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, seorang 
wanita dari suku yang kuat didakwa kasus pencurian, beberapa 
anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah SAW me-
minta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang ditentukan, 
maka Rasulullah SAW dengan tegas menolak perantaraan itu, hadits 
secara detailnya adalah: 
Artinya: “Dari Aisyah ra. berkata bahwa suku Qurasy menaruh 
perhatian tentang wanita al-makhzumiyah yang telah mencuri, 
mereka mengatakan: ‘siapa yang bisa berbicara (untuk melobi) 
Rasulullah (agar membebaskan wanita itu dari hukuman)? (se-
bagian) Mereka menjawab: ‘siapa lagi yang berani kalau bukan 
Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah’. Lalu Usamah 
berbicara (melobi) Rasulullah, dan Rasulullah berkata: ‘apakah 
kamu hendak mencari syafaat (keringanan) dalam satu hukuman 
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dari hukuman-hukuman Allah?’ Kemudian Beliau berdiri untuk 
berkhutbah dengan mengatakan: ‘Sesungguhnya yang membuat 
celaka orang-orang sebelum kalian ialah apabila diantara mereka 
ada orang terpandang mencuri maka mereka membiarkannya, 
dan apabila rakyat kecil diantara mereka mencuri maka mereka 
menghukumnya, demi Allah jika Fatimah anak Muhammad men-
curi pasti aku potong tangannya.” (H.R. Muslim dalam Shahih Muslim 
bi Syarh Al-Nawawi, di-tahqiq oleh Al-Shababithi dkk. 1994, jilid 8, 
hlm. 238).
Hadits ini jelas menyatakan bahwa syariat Islam juga tidak 
mengakui pengistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Syariat 
Islam menerapkan suatu equality before the law yang lengkap sejak 
14 abad yang lalu.
Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa 
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya” (Sekjend. MPR RI 2013, hlm. 178-
9). Pasal ini juga memperlihatkan kepada kita adanya kepedulian 
adanya hak asasi dalam bidang hukum dan politik. Dalam konsepsi 
Pancasila, semua manusia memiliki persamaan harkat, martabat dan 
derajat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hukum 
Indonesia menerapkan prinsip Equality Before the Law.
Adanya persamaan di antara asas hukum Islam dan asas hukum 
pidana Indonesia, merupakan salah satu unsur kalimatun sawa’ 
yang bisa dijadikan bahan dialog bagi usaha implementasi hukuman 
qishash di Indonesia.
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3. Banyaknya Dukungan terhadap Upaya Revisi KUHP 
Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pembentukan un-
dang-undang harus melalui tiga tahap: tahap pertama adalah pro-
ses penyiapan rancangan undang-undang, yang merupakan proses 
penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, atau di 
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal RUU Usul Ini-
siatif); tahap kedua adalah proses mendapatkan persetujuan yang 
merupakan pembahasan di tingkat DPR; dan tahap ketiga adalah 
proses pengesahan (oleh Presiden) dan pengundangan oleh Menteri 
Sekretaris Negara atas perintah Presiden. (Soeprapto 1998, hlm. 134–
149).
Harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia su-
dah lama ada sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman 
pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa (The Founding 
Fathers) sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam 
di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas pendu-
duk Indonesia, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadi-
kan Pancasila sebagai dasar negara. 
Namun demikian, Undang-Undang 1945 mengakui dan meng-
hormati pluralisme hukum dalam masyarakat, walaupun sistem 
peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem na-
sional, materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim da-
pat dikembangkan secara beragam. Secara historis sistem hukum 
nasional Indonesia bersumber dari berbagai subsistem hukum, yaitu 
sistem Barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Dalam 
Pembukaan UUD 1945 disebutkan:
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… maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam 
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berke-
daulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang 
Maha Esa…
Dari paragraf tersebut tampak jelas, bahwa Indonesia adalah 
merupakan negara hukum, yang berkeinginan untuk membentuk 
suatu hukum baru sesuai dengan kebangsaan Indonesia, bukan ber-
puas diri dengan hukum warisan penjajahan (Sucipto 1993, hlm. 64). 
Karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden No. 107 Tahun 
1958, maka dibentuklah “Lembaga Pembinaan Hukum Nasional” 
(LPHN), yang sejak tahun 1974 kemudian diubah menjadi “Badan 
Pembinaan Hukum Nasional” (BPHN). Sejak diperkuat oleh Ke-
putusan Presiden RI No. 45 Tahun 1974, kedudukan LPHN yang 
kemudian berubah menjadi BPHN itu menjadi setingkat dengan 
Direktorat Jenderal dalam Departemen Kehakiman. Dalam me-
nunjang Program Legislatif Nasional Repelita III (1979–1984), 
BPHN telah ikut aktif dalam pembuatan peta hukum nasional, 
yang sampai tahun 1987 tercatat telah berhasil menerbitkan 34 
buah undang-undang. Lahirnya ketetapan MPR No. III/MPR/2000 
tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-
undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-
undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 
ayat (7) yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang 
didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, 
dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya 
suatu peraturan yang bersifat umum (Ashiddiqie 2000).
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Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang 
ideal sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh 
karenanya, upaya pembaruan dan penyempurnaan KUHP tersebut 
terus dilakukan untuk mengganti KUHP warisan kolonial Belanda. 
KUHP yang berlaku sekarang ini, dianggap kurang mewakili bu-
daya Indonesia yang ketimuran dan dianggap pula tidak memadai 
lagi untuk merespons perkembangan masyarakat dan peradaban-
nya yang sudah jauh berbeda. Menurut sejarahnya, KUHP yang kini 
berlaku di Indonesia berasal dari wetboek van strafrecht Belanda 
tahun 1915 dan mulai berlaku sejak 1918. Setelah Indonesia merdeka, 
buku tersebut tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 
1945 dan dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1946. Dalam per-
jalanannya, ia mengalami perubahan, baik penambahan maupun 
pengurangan. Sejak tahun 1977, pemerintah Indonesia telah mem-
bentuk sebuah tim yang bertugas menyusun konsep RUU KUHP 
Nasional. Konsep RUU KUHP tersebut berasal dari KUHP lama, 
KUHP negara-negara lain, hasil simposium, seminar, lokakarya, 
serta masukan dari berbagai kalangan (Santoso 2003, hlm. 83).
KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional Pasal 
II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh 
wilayah Indonesia dengan UU No. 73 Tahun 1958 (Abdullah 2001, 
hlm. 246). Sedangkan Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut 
asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih 
dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan 
masih terus berlaku menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. 
Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan 
instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas 
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legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi HPI belum mendapat-
kan kepastian untuk menjawab pertanyaan teoretis, mana hukum 
pidana yang dapat ditegakkan? (ibid., hlm. 246). Ketiadaan HPI 
secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpe-
nuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena 
itulah HPI harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagai-
mana hukum positif lainnya. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa 
dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana 
yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat 
sedikit demi sedikit dapat terkurangi.
Upaya persiapan HPI secara tertulis di Indonesia menemukan 
momen dengan telah upaya berupa pembuatan KUHP yang baru 
yang dapat disebut KUHP Indonesia yang telah berlangsung ber-
tahun-tahun. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya 
RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi 
yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak se-
cara keseluruhan. RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam 
berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di DPR, 
namun hingga saat ini belum ada kata sepakat di kalangan para 
penegak hukum kita tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi 
isi dari RUU tersebut. Pengintegrasian HPI ke dalam hukum pi-
dana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam 
RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak (Salim, 
2001, hlm. 259). Pembaruan sistem hukum pidana nasional melalui 
pembahasan RUU KUHP sekarang ini harus diakui sebagai upaya 
untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama 
di Indonesia (Dahlan 2001, hlm. 682). Langkah ini merupakan 
upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum 
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sesuai aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, hingga 
sekarang langkah ini belum terwujud. 
Andi Hamzah, salah satu Anggota Tim Perumus RUU KUHP 
yang telah menggunakan lebih separuh hidupnya untuk menyusun 
KUHP, menyatakan bahwa KUHP sudah bertahun-tahun disusun 
dan direvisi namun belum selesai sampai sekarang. Revisi KUHP 
diantaranya dengan cara mengumpulkan berbagai KUHP dari ban-
yak negara, sebab hukum pidana bersifat universal dan bisa diambil 
dari mana saja. KUHP yang saat ini sedang disusun adalah untuk 
kepentingan pada masa yang akan datang. Namun tidak mudah 
untuk mengubah undang-undang yang sudah terlanjur berlaku di 
negara berkembang. Memberikan catatan atas pernyataan Andi 
Hamzah di atas, JE. Sahetapy, salah seorang Guru Besar Krimo-
nologi, menyatakan bahwa KUHP dari negara manapun boleh di-
kumpulkan sebagai bahan revisi KUHP nasional, namun Pancasila 
harus tetap dijadikan dasar utamanya, namun demikian proses re-
visi itu tidaklah mudah. Romli Atmasasmita, guru besar dan pakar 
hukum pidana, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mem-
punyai visi hukum untuk kepentingan di masa mendatang, sebab 
Indonesia saat ini masih dalam masa transisi hukum dengan adanya 
revisi KUHP ini. Indonesia harus membuat undang-undang hukum 
untuk masa depan namun tetap berpijak pada realita seperti masih 
adanya kendala anggaran dan sumber daya manusia (Indonesia 
Lawyers Club, Live TVOne, “Benarkah KPK Mau Digembosi”, 18 
Februari 2014). Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber, 
RUU tersebut telah diajukan kepada DPR selama kurang lebih dua 
puluh tahun dan belum dapat disepakati apalagi disahkan (Fenton 
2011). 
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Menurut Wamenkumham, Denny Indrayana, proses pembahas-
an RUU KUHP dan KUHAP di Kemenkumham sudah berlangsung 
sangat lama, dan RUU ini sudah disampaikan kepada Ketua DPR. 
Diharapkan dalam waktu dekat bisa direalisasikan dengan uji publik-
uji publik dan pengawasan dari para ahli dan masyarakat untuk 
menciptakan sebuah undang-undang yang mampu menggantikan 
KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial 
Belanda dengan KUHP nasional yang modernisasi, terkonsolidasi 
serta terharmonisasi terhadap perkembangan hukum pidana yang 
bersifat universal. Ini menjadi sebuah undang-undang yang mampu 
menjaga keseimbangan antara moralitas individual, moralitas sosial 
dan moralitas institusional (jaringnews.com, diakses pada 23 April 
2014). Dalam suratnya kepada Presiden, Ketua DPR, pimpinan 
komisi III DPR, Menteri Hukum dan HAM, panja RUU KUHP dan 
panja RUU KUHAP, KPK menyatakan, revisi RUU adalah sebuah 
keniscayaan, maka harus ditujukan untuk kepentingan perbaikan 
atas materi perundang-undangan yang bisa menjawab tuntutan ke-
butuhan publik atas kepastian hukum dan jaminan keadilan serta 
mendukung peran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya 
(http://www. suarapembaruan.com, 19 Februari 2014).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan, 
Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP merupakan 
usulan pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM (ibid). 
Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengungkapkan pem-
bahasan RUU KUHP dan KUHAP melewati proses pengkajian 
dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, 
dilakukan dengan pertimbangan melakukan perbaikan sistem hu-
kum di Indonesia dan perbaikan negara (http://www.id.berita.yahoo.
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com, diakses pada 19 Februari 2014). Menurut Ketua Dewan Per-
wakilan Rakyat RI, Marzuki Alie, pembahasan Rancangan Undang-
Undang KUHP dan KUHAP bertujuan membangun sistem hukum 
“ala” Indonesia, KUHP-KUHAP yang merupakan peninggalan Be-
landa harus disesuaikan dengan konteks Indonesia, karena KUHP 
merupakan produk peninggalan Belanda. Belanda saja sistem hu-
kumnya sudah beralih ke arah Amerika (http://www.antaranews.
com diakses pada 21 Februari 2014). 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ketua Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashiddiqie me-
nyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap melanjutkan 
pembahasan dan perumusan revisi KUHP dan KUHAP, apalagi 
menurut pakar hukum Tata Negara ini, KUHP yang merupakan pro-
duk Belanda di negerinya sendiri sudah mengalami tiga kali diganti. 
Sedangkan di Indonesia, produk Belanda tersebut masih belum juga 
mengalami perbaikan atau perubahan. Konsep pembaruan KUHP 
itu sudah sejak tahun 1963. Ini draft rancangan KUHP itu sudah di-
susun tahun 1963. Sampai sekarang ini belum selesai (http://www.
tribunnews.com diakses pada 23 Februari 2014).
Dari usaha dan pernyataan-pernyataan para ahli hukum, un-
sur eksekutif maupun legislatif di atas, dapat diketahui pertama, 
bahwa Indonesia masih dalam masa transisi hukum dan KUHP be-
lum merupakan Kitab Hukum yang final serta masih terbuka bagi 
perbaikan, terbukti dengan masih dilakukannya revisi dan diben-
tuknya Tim Perumus RUU KUHP. Kedua, bahan penyusunan dan 
revisi KUHP di antaranya adalah dengan mengadopsi sistem dan 
sumber hukum dari berbagai negara, namun dengan tetap menjadi-
kan Pancasila sebagai dasar utamanya. Ini membuka peluang bagi 
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Hukum Pidana Islam dan di antaranya hukuman qishash, untuk 
memberikan kontribusi bagi perbaikan KUHP tersebut. Hukuman 
qishash secara prinsip tidak bertentangan dengan lima sila dalam 
Pancasila, bahkan saling mendukung. Ketiga, proses revisi KUHP 
bukanlah hal yang mudah, masih ada berbagai kendala yang akan 
dihadapi. Karena itu peneliti berpendapat bahwa implementasi hu-
kuman qishash ini termasuk bagian dari hukum yang dicita-citakan 
dan diaplikasikan pada masa depan yang tempo waktunya tergan-
tung keseriusan pemerintah dan DPR itu sendiri. Dari sini juga da-
pat dilihat bahwa alotnya pembahasan materi RUU KUHP nasional 
kita merupakan satu bukti bahwa tidak semua masyarakat kita akan 
sepakat untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana 
Islam, termasuk hukuman qishash. Pihak yang tidak menyetujui-
nya kemungkinan besar karena belum memahami secara benar 
akan esensi dan hakikat qishash. Peneliti berkeyakinan, jika hakikat 
dan fungsi hukuman qishash dipahami secara objektif, maka tim 
perumus RUU KUHP perlu memasukkan hukuman qishash sebagai 
bagian bahan revisi. 
4. Fleksibilitas Hukum, Pluralitas Hukum, dan Peluang 
Pengujian Undang-Undang (KUHP)
Fleksibel secara bahasa bermakna lentur dan luwes (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia 2003, hlm. 318), yaitu bahwa hukum tidaklah 
bersifat kaku. Menurut Azizy, setelah memasuki era reformasi, UUD 
1945 tidak lagi dianggap sakral yang tidak mungkin diadakan per-
ubahan, namun kini sudah mengalami beberapa perubahan yang 
sangat signifikan, yang paling fundamental adalah rumusan menge-
nai sumber hukum nasional kita yang mengakui tiga sumber utama 
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yaitu, hukum adat, hukum agama, dan hukum dari Barat (dari luar) 
(Azizy 2004, hlm. 133).
Fleksibilitas dan kelenturan politik hukum nasional ditandai 
diantaranya dengan penerapan syar’iat Islam di Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD) dilaksanakan berdasarkan undang-undang oto-
nomi khusus dengan melakukan transplantasi syariah ke dalam 
hukum positif dalam bentuk “Qanun”. Kebijakan ini dikeluarkan se-
hubungan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat Aceh atas 
pelaksanaan hukum yang khusus dalam wilayah NAD yang memiliki 
kekhasan sosial dan sejarahnya. Dari contoh kasus NAD ini, terbukti 
bahwa politik hukum nasional Indonesia menjadi sangat fleksibel 
dalam menerapkan pluralitas hukum yang berlaku dalam wilayah 
NKRI. Artinya, politik unifikasi hukum terutama dalam bidang 
hukum pidana (hukum publik) yang terus diperjuangkan sejak lepas 
dari tangan penjajah Belanda mulai berubah. Zoelva berpendapat 
bahwa paradigma politik unifikasi hukum yang dilakukan selama 
ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat 
plural dan majemuk yang memiliki ragam hukum yang berbeda-
beda, apalagi sudah masuk dalam bidang hukum yang sensitif yang 
terkait dengan ajaran agama, karena itu unifikasi hukum tidak dapat 
dipaksakan (http://hamdanzoelva.wordpress.com, diakses pada 12 
Januari 2014). Realita ini menunjukkan bahwa upaya implementasi 
hukuman qishash di Indonesia menemukan salah satu pintu masuk 
yang baik, tidak tabu, dan sejalan dengan nilai-nilai pluralitas hukum. 
Hal ini juga didukung oleh kemungkinan bahwa pasal-pasal 
yang berkaitan dengan hukuman bagi pembunuh dalam KUHP, 
memungkinkan untuk diuji materi melalui Mahkamah Konstitusi. 
Zoelva menyebutkan bahwa Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak 
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memberikan pembatasan atas undang-undang mana saja yang 
boleh dan tidak boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatasan 
dalam menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar oleh ketentuan Undang-Undang Dasar hanya dapat ditarik 
dari pemahaman dan penafsiran atas seluruh ketentuan UUD itu 
sendiri. UUD NRI Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar (Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945). Bagai-
mana hukum acara pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Kon-
stitusi, UUD menyerahkan hal itu untuk diatur oleh undang-undang. 
Dengan demikian undang-undang yang mengatur Mahkamah Kon-
stitusi sepanjang mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi 
berkedudukan setara dengan konstitusi dan Mahkamah Konsti-
tusi wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan undang-undang itu 
(www.hamdanzoelva.wordpress.com, diakses pada 2 Oktober 2013).
Pasal 50 UU MK, menentukan bahwa undang-undang yang da-
pat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundang-
kan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24C UUD NRI 
Tahun 1945 tidak memberikan pembatasan atas undang-undang 
mana saja yang boleh dan tidak boleh diuji oleh Mahkamah Kons-
titusi. Pembatasan dalam menguji suatu undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar oleh ketentuan Undang-Undang Dasar hanya 
dapat ditarik dari pemahaman dan penafsiran atas seluruh keten-
tuan UUD itu sendiri (ibid.).
Dalam melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Un-
dang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan 
konstitusi (Undang-Undang Dasar) itu sendiri, prinsip-prinsip hukum 
umum (general prinples of law) seperti prinsip-prinsip keadilan, 
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prinsip kepastian dan ketertiban hukum, prinsip kegunaan hukum, 
dan lain-lain, serta undang-undang yang berlaku (ibid.).
Namun demikian, menurut Zoelva, untuk menguji suatu un-
dang-undang yang telah lahir sebelum perubahan UUD haruslah 
diuji dalam kerangka UUD yang berlaku pada saat itu dan tidak da-
pat diuji dengan UUD yang lahir kemudian. Karena itulah aturan 
peralihan UUD menentukan bahwa segala peraturan perundang-
undangan yang ada masih tertap berlaku sepanjang belum diada-
kan yang baru. Dengan demikian untuk mereview undang-undang 
yang lahir sebelum perubahan UUD tidaklah dapat dilakukan den-
gan mekanisme constitusional review oleh MK akan tetapi melalui 
legislative review yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai 
pembentuk undang-undang. Disinilah prinsip kepastian hukum 
serta prinsip tidak berlakunya surutnya suatu ketentuan hukum 
harus diterapkan. Pada sisi lain memberikan peluang untuk me-
lakukan constitusional review terhadap undang-undang sebelum 
Perubahan UUD, dapat mengakibatkan bertumpuknya pekerjaan 
MK untuk menerima permohonan pengujian terhadap berbagai 
perundang-undangan yang lahir sejak jaman Belanda, termasuk se-
luruh pasal KUH Pidana, KUH Perdata, dan lain-lain yang sangat 
banyak (ibid.).
5. Kuantitas Umat Islam Indonesia dan Kekuatan Doktrin 
Agama 
Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah 
unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, 
umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas 
muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial 
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kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk mengurai 
korelasi antara kekuatan mayoritas itu dengan peranan politiknya.
Adalah sebuah ironi, bila jumlah umat Islam yang mayoritas 
tidak mau menerima eksistensi qishash dan tidak mampu mene-
rapkannya di negaranya sendiri. Pemikir Politik Hukum Islam di 
Indonesia Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai 
suatu proses penerimaan hukum Islam, digambarkan kedudukan-
nya menjadi dua periode yakni pertama, periode persuasive source 
di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan 
hukum Islam itu; dan kedua, periode authoritysource di mana 
setiap orang Islam menyakini bahwa hukum Islam memiliki ke-
kuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam 
dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam 
perundang-undangan nasional (Sunny 1997, hlm. 40).
Berkaitan dengan jumlah mayoritas Islam dan kaitannya dengan 
gagasan transformasi hukuman qishash di Indonesia, juga dapat di-
lihat dari segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang meng-
anut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan 
politik tertinggi (Soeprapto 1998, hlm. 64–65). 
Rousseau, misalnya dalam teori kedaulatan rakyatnya mengata-
kan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan 
menjamin kebebasan dan para warga negaranya. Pendapat Rousseau 
tersebut mempunyai pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas 
perundang-undangan. Sedangkan undang-undang di sini yang ber-
hak membuatnya adalah rakyat itu sendiri. Atas dasar itu, Rousseau 
berpendapat bahwa suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh 
kehendak umum (valonte generale), di mana seluruh rakyat secara 
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langsung mengambil bagian dalam proses pembentukan undang-
undang itu (Soehino 1980, hlm. 156–160).
Dilihat dari teori-teori ini, maka keunggulan kuantitas umat 
Islam di Indonesia seharusnya sejajar dengan kedaulatannya seba-
gai rakyat yang berhak menerima, mengusulkan, merancang dan 
melaksanakan hukuman qishash di negaranya, karena rakyatlah 
yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Melaksanakan hukuman 
qishash adalah membebaskan diri dari belenggu hukum kolonial 
yang mengekang kedaulatan umat Islam sebagai rakyat mayoritas. 
Apalagi jika akibat dari tidak melaksanakan hukum Islam itu ter-
bukti tidak mampu menjamin keamanan masyarakat dari bahaya 
pembunuhan. 
Adapun dari segi kekuatan doktrin agama Islam bagi kaum 
muslimin, maka hal ini sudah sangat jelas. Selain umat Islam di-
perintahkan menjalankan syari’at secara perdata, Alquran juga 
memerintahkan untuk menjalankan hukum pidana untuk perkara pe-
langgaran pidana, seperti pencurian (Al-Maidah: 38), pembunuhan 
(Al-Baqarah: 179, At-Taubah: 45), perampokan (Al-Maidah: 32–33), 
zina (An-Nur: 2–3), tuduhan perzinaan (An-Nur: 2–3), dan lain-
nya. Upaya implementasi hukuman qishash menurut perspektif 
syari’at adalah menjadikan syari’at sebagai pangkal tolak, kembali 
dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di tengah manusia. 
Islam adalah aqidah dan syari’ah, agama dan daulah, kebenaran dan 
kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan pedang (Al-Qard-
hawy 1999, hlm. 38). Dengan demikian, pelaksanaan syari’at Islam 
dalam bidang hukum pidana, adalah bagian dari ketaatan kepada 
agama, dan jika tidak melaksanakannya dianggap telah menentang 
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pelaksanaan ajaran agama. Dalam kerangka pemikiran inilah upaya 
implementasi hukuman qishash di Indonesia telah dibangun diatas 
pondasi yang kuat.
Keyakinan umat Islam tersebut sejalan dengan Teori Penerima-
an Otoritas Hukum diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, 
H.A.R. Gibb, dalam bukunya The Modern Ternds of Islam, seperti 
dikutip H. Ichtijanto, bahwa orang Islam jika menerima Islam se-
bagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada 
dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang yang meme-
luk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam 
menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu 
dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan 
masing-masing (Ichtijanto 1991, hlm. 95). Selain Gibb, Charles J. 
Adams mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan subjek 
terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh; 
meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim (Adams 1999, 
hlm. 11).
Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah 
menerima Islam, semua orang Islam akan terus menjalankan syariat 
berdasarkan akidah yang dianutnya. Akan sangat sulit memisah-
kan masyarakat Islam dengan syariatnya yang menjadi tuntutan 
hukum dan moral dalam kehidupannya. Pada masyarakat Indonesia 
yang keislamannya dianut oleh fanatisme ajaran atau ketokohannya, 
akan selalu mempertahankan syariat dan akidahnya sampai mati 
(Rosyadi, dan Ahmad 2006, hlm. 73).
Dari gambaran di atas terlihat bahwa hukuman qishash tidak 
dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari 
masyarakat Islam. Bahkan hukum Islamlah yang telah berhasil 
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menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Hukum Islam adalah 
aparat yang paling utama bagi kehidupan masyarakat Islam, jika 
telah menerima Islam sebagai agamanya, maka umat Islam langsung 
mengakui dan menerima otoritas serta kekuatan hukum Islam yang 
mengikat terhadap mereka.
Dalam konteks Indonesia, kekuatan doktrin agama Islam ini 
mempunyai titik temu dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber 
dari segala sumber hukum di Republik Indonesia dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara memberi kedudukan 
penting bagi agama. Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan 
UUD 1945 sebagai dasar negara, yang sila-silanya merupakan norma 
dasar dan norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum 
dasar negara, telah mendudukkan agama (terutama pada sila per-
tama) pada posisi yang sangat fundamental, serta memasukkan 
ajaran dan hukumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Hal ini berarti, bahwa secara filosofis-politis hubungan Pancasila 
dengan agama sangat erat, karena menempatkannya pada posisi 
sentral, pertama dan utama (Rasdiyanah 1995, hlm. 4). Dengan 
demikian, ajaran (termasuk hukum) Islam yang merupakan agama 
anutan mayoritas penduduk Indonesia, diberi dan memiliki peluang 
besar untuk mewarnai hukum nasional. 
6. Kekuatan Politik Umat Islam Indonesia di Era Demokrasi 
Dalam kepustakaan Islam telah lama dikenal fiqh politik (Fiqhi 
Siyasah), yang mendasari pandangannya bahwa syari’at Islam di-
samping mengatur tentang ketuhanan, hubungan antara manusia 
dengan Tuhannya (masalah-masalah ibadah) serta akhlak, tetapi 
juga mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan 
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pemerintah), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan 
hakim dengan terdakwa, hubungan pejabat dengan penduduk, yang 
diatur dalam fiqh daulah (Al-Qardhawy1999, hlm. 23). 
Politik menurut perspektif syari’at, ialah yang menjadikan 
syari’at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, 
mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan 
prinsip-prinsipnya ditengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan 
sasarannya, sistem dan jalannya. Tujuannya berdasarkan syari’at 
dan sistem yang dianut juga berdasarkan syari’at. Islam adalah aqi-
dah dan syari’ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, iba-
dah dan kepemimpinan, mushaf, dan perang (Al-Qardhawy 1999, 
hlm. 23). Dalam kepustakaan modern bidang-bidang ini adalah ter-
masuk dalam bidang kenegaraan dan kebijakan publik, dan hukum-
nya adalah masuk dalam bidang hukum publik, yaitu hukum tata 
negara, administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.
Telah banyak para fuqaha terdahulu yang membahas masalah 
ini, yang dimasukkan dalam pembahasan fiqh secara umum, dan 
bahkan ada yang mengupasnya dalam kitab-kitab tersendiri, seperti 
Al-Ahkam As-Sulthaniyah, karangan Al-Mawardy Asy Syafi’y (wafat 
450 H), Abul Ya’la Al-Farra’ Al-Hambali (wafat 458 H.), Ghayyatsul-
Umam, karangan Al Imam Al Haramain Asy Syafi’y (wafat 476 H). 
Kitab As-Siyasah Asy-Syar’iyah fi Ishlahir Ra’yu war Ra’iyyah 
karangan Ibnu Taimiyah (wafat 728 H), serta karangan dari murid 
dan sahabat Ibnu Taimiyyah yaitu Ibnu Qayyim yang mengarang 
kitab Ath-Thuruq Al-Hukmiyah. Termasuk kitab klasik Al-Kharaj 
yang dikarang oleh Abu Yusuf (wafat 181 H), salah seorang sahabat 
Imam Abu Hanifah, serta banyak lagi kitab-kitab lainnya termasuk 
yang ditulis pada awal abad ke-20.
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Zoelva menyatakan bahwa pandangan dan pendapat para para 
fuqaha dan ulama klasik tentang politik adalah sama dengan apa 
yang dikemukan oleh Al-Qardhawy (Al-Qardhawy 1999, hlm. 38) 
yaitu tidak dipisahkannya politik dengan syari’at Islam. Politik ada-
lah bagian dari syari’at Islam yang diatur oleh syari’at dan tujuannya 
untuk tegaknya syari’at itu. Politik dalam pandangan para ulama 
salaf, diartikan dalam dua makna. Pertama, dalam makna umum, 
yaitu untuk menangani urusan manusia dan masalah kehidupan 
dunia mereka berdasarkan syari’at agama. Kedua, politik dalam 
makna khusus yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum 
dan ketetapan yang dikeluarkannya untuk menangkal kerusakan 
yang akan terjadi, mengatasi kerusakan yang telah terjadi atau untuk 
memecahkan masalah-masalah khusus. Politik harus didasarkan 
pada fiqh islamy, yang berasal dari mazhab-mazhab fiqh yang ada 
serta praktik para sahabat dan tabi’in. Dalam pelaksanaannya fiqh 
islami itu berinteraksi dengan realitas kehidupan, serta berbuat 
untuk memecahkan berbagai problem dengan merujuk kepada 
syari’at. Syari’at tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan, 
oleh karena itu realitas juga adalah alat untuk memecahkan masa-
lah-masalah yang timbul (www.hamdanzoelva.wordpress.com, di-
akses pada 10 Desember 2013).
Dari segi politik, negara Indonesia merupakan negara yang me-
ngedepankan demokrasi, terutama sejak bergulirnya era reformasi. 
Negara demokrasi selalu mengedepankan prinsip demokrasi atau 
kedaulatan rakyat, negara juga menjamin peran serta masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap 
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan 
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 
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Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak 
boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya 
untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-
prinsip demokrasi. 
Hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin 
kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin 
kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan 
demikian, negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukan-
lah ‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische rechtsstaat’ atau 
negara hukum yang demokratis (Mansyur, pada www.Alimansyur. 
Blog.Unissula.Ac.Id, diakses pada 20 Desember 2013). Dengan per-
kataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat demokratis 
harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap ne-
gara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas 
hukum. Kenyataannya, demokrasi yang menjamin kepentingan akan 
rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali, belum bisa diterapkan se-
bagaimana mestinya. 
Untuk mencapai keadilan dalam negara demokrasi, hukum tidak 
dapat dipisahkan dengan politik. Di satu sisi hukum itu dibuat se-
suai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik, sementara 
disisi lain para pemegang kebijakan politik harus tunduk dan ber-
main politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh 
lembaga yang berwenang. Menurut Mahfud MD., perkembangan 
karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan 
oleh perkembangan konfigurasi politik. Artinya, konfigurasi politik 
tertentu ternyata selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu 
pula. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka 
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karakter produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsif/
populistik (Mahfud MD. 2011, hlm. 363). Setiap muatan produk 
hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan 
(penguasa). Oleh karena itu setiap upaya melahirkan hukum-hukum 
yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari demokra-
tisasi dalam kehidupan politik (ibid., hlm. 368). Senada dengan 
Mahfud, Maria Farida Indrati Suprapto menyatakan bahwa negara 
yang berdasar atas hukum (machtstaat), sangat tergantung kepada 
gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri (Soeprapto 1998, 
hlm. 64–65).
Mansur secara lebih tegas mengatakan bahwa dalam setiap 
pembentukan peraturan hukum di Indonesia tentunya tidak ter-
lepas dari permainan elit politik. Karena ketika hukum dan politik 
disandingkan maka yang terjadi politik akan mendominasi berla-
kunya hukum, hukum tak akan mampu mengarahkan kekuasaan 
untuk berjalan dalam koridornya. (Mansyur, pada www.Alimansyur. 
Blog.Unissula. Ac.Id, diakses pada 20 Desember 2013).
Muhammad Hatta, salah seorang The Founding Father menya-
takan, dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syari’at 
Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadits dapat dijadikan per-
aturan perundang-undangan Indonesia. Transformasi hukum Islam 
dalam bentuk perundang-undangan (Takhrijal-Ahkam fi al-Nash 
al-Qanun) merupakan produk interaksi antarelit politik Islam (para 
ulama, tokoh ormas, pejabat agama, dan cendekiawan muslim) 
dengan elit kekuasaan (the rulling elite) yakni kalangan politisi dan 
pejabat negara (Amak F.Z. 1976, hlm. 35–48). Ketika elit politik Islam 
memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka 
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peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan 
semakin besar. Bagi umat Islam, unifikasi hukum Islam memperoleh 
pengakuan dalam sistem hukum nasional (Radhie 1973, hlm. 4).
Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat 
legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (legal 
drafting) hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut 
oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang 
dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan 
apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara 
yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan ran-
cangan perundang-undangan yang layak. Pendekatan konsepsional 
prosedur legislasi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh A. 
Hamid S. Attamimi adalah bahwa pemerintah dan DPR memegang 
kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang (Pasal 5 ayat (1) 
UUD 1945) (Attamimi 1990, hlm. 120–135).
Sedangkan partai politik adalah sekelompok manusia yang 
terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mem-
pertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 
partainya dan beradasarkan penguasaan ini memberikan kepada 
anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil 
(Budiarjo 1991, hlm. 161). Ia adalah organisasi artikulatif yang 
terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, 
yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian 
kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh du-
kungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan 
yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan 
perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-
ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi 
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dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat 
politik yang lebih luas (Haryanto 1982: 86).
Berdasarkan keterangan para pakar dan tokoh diatas, seiring 
dengan kemajuan demokrasi yang diisi oleh wakil-wakil rakyat dari 
partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PBB dan partai-partai berbasis 
Islam seperti PKB dan PAN, ditambah lagi banyaknya politisi mus-
lim di dalam partai-partai nasionalis, lembaga-lembaga eksekutif 
dan yudikatif, menunjukkan potensi kekuatan mayoritas politik itu 
mampu melahirkan karakter produk hukum yang Islami seperti hu-
kuman qishash ini. Apalagi politik hukum Indonesia sebagaimana 
tercantum dalam GBHN 1999–2004 mengakui dan menghormati 
hukum agama serta memperbarui perundang-undangan warisan ko-
lonial dan hukum nasional, maka tidak berlebihan jika peneliti ber-
kesimpulan awal bahwa kendala utama upaya penerapan hukuman 
qishash, bermuara pada political will umat Islam itu sendiri.
7. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan 
adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, me-
mantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan 
perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, 
baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-
hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun 
secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih 
(overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki 
peraturan perundang-undangan (www.ditjenpp.kemenkumham.go.id. 
diakses pada 27 Desember 2013).
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Peraturan perundang-undangan yang baik ialah peraturan 
perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan 
horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan per-
aturan perundang-undangan dengan falsafah negara, tujuan na-
sional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD Negara RI Tahun 
1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan 
pelaksanaannya dan kebijakan lainnya (www.ditjenpp. kemenkum-
ham.go.id, diakses pada 27 Desember 2013).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegaskan 
dalam Pasal 23 ayat (2) menentukan bahwa “Dalam keadaan ter-
tentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan 
rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional (Pro-
legnas).” Ketentuan ini kemudian digunakan secara bersama-sama 
oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu 
rancangan peraturan perundang-undang di luar Prolegnas. Pasal 
42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan “Penghar-
monisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 
Undang-Undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh 
Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang 
hukum” (ibid).
Besarnya potensi ketidakharmonisan suatu peraturan per-
undang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa 
jumlah program legislasi nasional yang diajukan setiap tahunnya 
terus bertambah sedangkan Badan Legislasi dan Pemerintah te-
lah menetapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005–2009. 
Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat 
terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri (ibid). 
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Untuk melihat secara detail, di sini perlu dicantumkan data har-
monisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan data 
per 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Oktober 2009, kegiatan peng-
harmonisasian yang telah dilakukan oleh Direktorat Harmonisasi 
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 
sebagai sebagai berikut:
Tahun RUU Rperpu RPP RPerpres RInpres Jumlah
2004 52 – 44 12 3 111
2005 31 4 90 41 – 166
2006 30 – 85 7 – 122
2007 26 2 119 9 – 156
2008 26 – 112 10 – 144
2009 19 1 101 1 – 128
Total 184 10 551 83 3 827


















0 0 0 03







(Sumber: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada 27 Desember 2013).
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Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan 
adalah pengundangan dan penyebarluasan. Pengundangan adalah 
penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia. Maksudnya supaya setiap orang dapat 
mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib me-
nyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diun-
dangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita 
Negara Republik Indonesia (ibid). 
Apabila melihat maksud dari Harmonisasi Peraturan Perun-
dang-undangan di atas, maka hukuman qishash tidak bertentangan 
secara vertikal dan horizontal, untuk mewujudkan keselarasan kon-
sepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah 
negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya dan 
UUD 1945. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegas-
kan dalam Pasal 23 ayat (2) menentukan bahwa “Dalam keadaan 
tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengaju-
kan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas). Fakta bahwa Badan Legislasi dan Pemerintah telah me-
netapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005–2009, menun-
jukkan bahwa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terus 
berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dengan 
demikan konsep hukuman qishash dapat menjadi menjadi bagian 
solusi kebutuhan hukum masyarakat tersebut.
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8. Dukungan terhadap Eksistensi Hukuman Mati
Salah satu jenis hukuman dalam sistem qishash adalah qishash 
mati bila pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan tidak di-
maafkan oleh keluarga korban. Pidana mati sebagai salah satu jenis 
pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari ber-
bagai kalangan. Bermacam-macam pendapat dan alasan dikemuka-
kan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Di Indonesia 
yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 
1918, dalam Pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pi-
dana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah di-
hapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tidak diikuti di Indonesia 
karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat 
yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. De Bussy mem-
bela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa 
di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap 
gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia ada-
lah lebih besar (Tangkau 2008). Hazewinkel-Suringa mengemuka-
kan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang 
pada setiap masa revolusioner kita dapat menggunakannya. Bichon 
van Tselmonde menyatakan bahwa dia masih selalu berkeyakinan, 
bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-
tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik di-tinjau dari sudut 
keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya. 
Lombrosso dan Garofalo juga termasuk yang men-dukung pidana 
mati. Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak 
yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang 
tidak mungkini dapat diperbaiki lagi (ibid).
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Para sarjana hukum di Indonesia juga ada yang mendukung pi-
dana mati. Di antaranya adalah Bismar Siregar yang menghendaki 
tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk men-
jaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Dia menilai 
kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, 
pidana apa lagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Se-
dangkan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara kita 
masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri 
yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dika-
caukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal 
perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati. Hartawi AM 
memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu 
social defence (ibid.).
Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghin-
darkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun an-
caman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa 
masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan 
dan mengganggui ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam 
pergaulan manusia bermasyarakat dan beragama. Adanya bahaya-
bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan meng-
ancam kehidupan masyarakat, memberikan hak pada masyarakat 
sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap 
kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana 
mati. Koento Wibisono di UGM menyatakan bahwa pihak yang 
menolak hukuman mati hanya segelintir orang (Wibisono, http://
www.Mahkamah_konstitusi.g0.id/berita_ph, diakses pada 02 Sep-
tember 2013).
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Mulyadi dari Universitas Sumatera Utara menyatakan bahwa 
tata cara hidup dan matinya seseorang hanya dia yang menentukan, 
artinya penjahat tertentu memilih cara mati dengan hukuman mati 
(Mulyadi, dalam ibid.). Suparman, yang disetujui oleh Djoko Pra-
kosa dan Nurwachid, menyatakan negara kita masih dalam taraf 
berkembang, karena itu faktor keamanan dan ketenteraman masya-
rakat sangat dibutuhkan, maka guna menanggulangi kejahatan-
kejahatan berat, pidana mati diperlukan (Suparman, t.t., hlm. 156). 
Menurut Hardono, penjahat yang berhati kejam dan tidak berperi-
kemanusiaan dan tidak dapat diperbaiki lagi, lebih baik dikorban-
kan daripada sering menimbulkan korban (Hardono, dalam ibid.). 
Said Harahap berpendapat bahwa penjahat yang keji dan tidak ber-
perikemanusiaan belum ada jaminan bahwa ia bisa memperbaiki 
diri di masyarakat (Harahap dalam ibid., hlm. 158). Suryadi ber-
pendapat bahwa pidana mati tidak perlu dihapus, karena ia bukan 
hanya masalah membunuh orang yang bermasalah, namun perlu di-
hubungkan dengan sila ke-2 Pancasila (Suryadi dalam ibid.). Abdul 
Mun’im Idris, ahli patologi kedokteran kehakiman Fakultas Kedok-
teran Universitas Indonesia berpendapat jika pidana mati dihapus 
maka akan menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat (Abdul 
Mun’im Idris dalam ibid.). Santoso Poedjosoebroto berpendapat 
bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai senjata pamungkas 
dalam keadilan (Santoso Poedjosoebroto dalam ibid.). Syekh Syahab 
Abdul Rahman, Advokat Semarang berpendapat bahwa pidana mati 
tetap diperlukan, karena jika dihapus maka orang akan dengan mu-
dah melakukan kejahatan. Adapun pihak yang minta agar pidana 
mati dihapuskan karena keluarganya belum menjadi korban (Syekh 
Syahab Abdul Rahman dalam ibid.). Sementara Kartini Sudjendro 
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menyatakan bahwa pidana mati harus ada karena ia ada dalam 
Alquran (Kartini Sudjendro dalam ibid.). Moh. Assegaf menyatakan 
bahwa pidana mati diterapkan agar orang lain tidak berani meng-
ulangi kejahatan yang dilakukan orang lain, apabila hukuman mati 
betul-betul dilaksanakan maka ini akan mengurangi angka kejahat-
an, hal ini telah terbukti di Arab Saudi atau Pakistan dimana angka 
kejahatan di sana sangat kecil (Moh. Assegaf dalam ibid.).
Pendapat-pendapat diatas jika dikaitkan dengan poin alternatif 
terakhir (hukuman mati) dalam qishash, maka hukuman qishash 
bunuh pada hakikatnya diperlukan dalam mengatasi gangguan ke-
amanan di Indonesia. 
9. Efisiensi APBN dan APBD dalam Hukuman Qishash 
dan Hukuman Penggantinya
Penerapan hukuman qishash memiliki efek keuntungan dari sisi 
efisiensi anggaran belanja negara. Selama ini hukuman penjara di 
Indonesia adalah hukuman yang paling dominan. Lamanya masa 
seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan bisa dalam hitungan 
bulan, tahun, hingga seumur hidup. 
Pakar hukum Mahmud Mulyadi dalam talkshow “Wajah Lem-
baga Pemasyarakatan Indonesia” di Hotel Sahid, Jakarta (26 Januari 
2010) mengatakan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan banyak 
permasalahan penting terkait kondisi LP saat ini. Menurutnya ada 
lima permasalahan yang timbul terkait lembaga pemasyarakatan. 
Pertama, mengenai over kapasitas LP yang kepadatannya, menurut 
data statistik Kementerian Hukum dan HAM, mencapai 54,7 persen 
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pada triwulan pertama tahun 2007. Kedua, mengenai mahalnya biaya 
operasional LP mulai dari biaya makan napi, Rp8.000–Rp8.500 
sekali makan, biaya kesehatan napi, biaya gaji pegawai LP, dan biaya 
perawatan LP. Ketiga, mengenai potensi LP sebagai tempat terjadinya 
tindak pidana. Keempat, tidak adanya jaminan jera setelah napi 
menjalani hukuman di LP dan terakhir terkait masalah fenomena 
LP sebagai school of crime. Seringkali, LP digunakan untuk bertukar 
pengalaman antarnarapidana (http://nasional.kompas.com diakses 
pada 12 Juli 2014).
Mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LP) saat ini sudah mele-
bihi kapasitas normal (over capacity), Menteri Hukum dan HAM 
Amir Syamsudin berjanji akan membangun LP baru di Indonesia, 
menurutnya over kapasitas masih banyak seperti yang diketahui, 
untuk menyelesaikan permasalahannya tidak hanya cukup dengan 
membangun rutan lapas meski anggarannya disiapkan (http://
news.okezone.com, Over Kapasitas Menkumham Siap Bangun LP 
Rutan Baru, diakses pada 15 Juli 2014).
Untuk membiayai narapidana yang berjumlah ribuan ini negara 
harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Bahkan jika di-
alokasikan kepada masyarakat tidak mampu, akan lebih berguna. 
Sebagai contoh, biaya makan setiap napi per hari adalah Rp10.000,- 
seandainya dipenjara 15 tahun, maka negara harus mengeluarkan 
anggaran makan saja sebesar  15 × 365 × Rp10.000,- = Rp54.750.000,- 
belum lagi biaya kesehatan, pakaian, gaji para sipir, pembangunan 
ataupun renovasi gedung lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. 
Semakin lama mendiami penjara semakin tinggi biaya ekonomi yang 
harus dibayar oleh pajak yang dibayarkan rakyat. Menurut laporan 
situs Rakyat Merdeka online 21 Juni 2011 Kementerian Hukum dan 
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HAM meminta tambahan anggaran 1,6 triliun untuk membangun 
lembaga pemasyarakatan (penjara) baru karena penjara-penjara 
yang ada di Indonesia sudah banyak yang melebihi kapasitas (www. 
merdeka online, diakses pada 23 April 2013). 
Dengan penerapan hukuman qishash, maka ada tiga kemung-
kinan, yaitu pembunuh di-qishash, atau dimaafkan lalu membayar 
diyat, atau dimaafkan tanpa diyat. Ketiga kemungkinan itu mem-
bawa dampak keadilan bagi keluarga korban dan penghematan 
anggaran negara yang sangat besar sehingga bisa disalurkan untuk 
kepentingan rakyat banyak.
B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi 
Hukuman Qishash di Indonesia
Upaya implementasi hukuman qishash ini akan menghadapi sejum-
lah kendala, di antaranya sebagai berikut.
1. Kurang Kuatnya Political Will di Kalangan Elit Islam
Menurut Suma dkk., hukum pidana adalah produk politik, oleh 
karena itu harus ada kemauan politik dalam mekanisme program 
legislasi nasional. Mereka adalah pelaku politik yang beragama 
Islam di tingkat birokrasi pemerintah dan lembaga legislatif (Suma, 
et.al. 2001, hlm. 244).
Mansyur, dalam Pranata Hukum dan Penegakannya Di Indo-
nesia, menjelaskan bahwa hukum tidak bisa terlepas dari kekuasaan, 
karena hukum dibuat oleh para penguasa dengan tujuan utamanya 
yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Hukum 
juga diciptakan untuk mengatur bagaimana para penguasa dalam 
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menjalankan kekuasaannya. Hukum di dalam penegakannya tidak 
bisa terlepas dari kekuasaan. Karena penegakan hukum tidak bisa 
berjalan jika kekuasaan/birokrasi tidak mendukung sepenuhnya. 
Karena kekuasaan merupakan mesin penggerak roda proses pene-
gakan hukum, di mana kekuasaan yang akan menentukan proses 
hukum itu lancar atau mundur, terhenti atau bergerak yang kemu-
dian akses menuju pada keadilan akan terwujud atau tidak (Man-
syur, dalam www.Alimansyur.Blog.Unissula.Ac.Id diakses pada 20 
Desember 2013).
Berkaitan dengan kekuasaan, umat Islam Indonesia yang ma-
yoritas, sebagiannya adalah para ulama dan pakar hukum, dengan 
kompetensi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum agama maupun 
hukum konvensional, mereka menduduki berbagai jabatan strategis 
dalam bidang publik, sebagai presiden, menteri, gubernur, bupati, 
walikota, anggota DPR, penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan 
pengacara. Namun suara untuk memperjuangkan hukuman qishash 
dan diyat dalam hukum pidana nasional bisa dikatakan jarang ter-
dengar dari mereka. Padahal angka kematian akibat pembunuhan, 
terorisme, kekerasan, tawuran, kecelakaan lalu lintas dan konflik 
sosial, semakin meningkat dan hampir setiap hari menghiasi me-
dia massa lokal maupun nasional. Dalam keadaan seperti ini sudah 
seharusnya para pakar dan ulil amri tersebut melakukan langkah-
langkah konkret menyikapi hukum positif yang terlihat kurang efek-
tif dimana penjara semakin penuh dan melebihi kapasitas. 
Peneliti melihat bahwa yang menyebabkan elit Islam kurang 
bersuara adalah lemahnya kemauan politik. Lemahnya kemauan 
politik ini bisa jadi disebabkan kurangnya kesadaran beragama se-
cara kaffah di kalangan elit Islam. Karena itu para elit Islam tidak 
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boleh merasa cukup dengan rutinitas jabatan, maupun aktivitas 
akademik, sebab qishash adalah perintah Allah SWT. untuk dilak-
sanakan bukan sebatas dikaji apalagi diperdebatkan relevansinya. 
Hukuman qishash tidak untuk diperdebatkan, sebab tidak ada hal-
hal yang rumit maupun syubhat baik dari sisi kajian hukum Islam 
maupun Pancasila dan UUD 1945. 
 
2. Kekhawatiran terhadap Disintegritas Bangsa
Faktor kekhawatiran terhadap disintegrasi bangsa juga menjadi peng-
hambat implementasi qishash. Alasannya karena rakyat Indonesia 
terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari berbagai agama 
dengan segala heterogenitas tingkat penghayatannya. Kemajuan 
bangsa melahirkan pluralisme etnis juga budaya, agama dan keper-
cayaan. Pluralitas dalam kondisi tertentu memang bernilai positif, 
akan tetapi dalam kondisi yang lain dapat menjadi bom waktu yang 
dapat meledak kapan saja. Di samping itu, dalam masyarakat Islam 
sendiri, masing-masing daerah terkadang mempunyai kondisi yang 
saling berbeda yang menyebabkan upaya pengintegrasian pidana 
qishash ke dalam hukum nasional masih harus diseleksi di antara 
hukuman pidana Islam lainnya. Dicoretnya tujuh kata pada pem-
bukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “... dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya…” yang dikenal dengan 
Piagam Jakarta, bahwa pada waktu itu bangsa Indonesia meno-
lak diformalkannya sistem perundang-undangan atau syariat Is-
lam bagi bangsa Indonesia yang memeluk agama Islam. Penolakan 
tersebut didasarkan atas pertimbangan politik bahwa warga negara 
Indonesia terdiri dari beragam pemeluk agama.
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Pemaksaan penerapan hukuman qishash berpotensi menimbul-
kan gelombang protes hingga konflik antargolongan. Azyumardi Azra 
misalnya, dalam menanggapi soal kemungkinan positifasi syariat Is-
lam menjadi hukum nasional, mengungkapkan bahwa, yang harus 
diperhatikan adalah kondisi umat Islam Indonesia yang bukan meru-
pakan realitas monolitik, tapi adalah realitas yang beragam, banyak 
golongannya, pemahaman keislamannya, keterikatannya, dan penge-
tahuannya yang berbeda-beda. Realitas sosiologis ini dikhawatirkan 
akan menimbulkan persoalan viabilitas, artinya hukum Islam terse-
but tidak bisa bertahan, bahkan mungkin juga bisa menjadi kontra-
produktif ketika lapisan masyarakat muslim yang pemahamannya 
terhadap Islam berbeda tadi kemudian tidak sebagaimana yang di-
harapkan (www.islamlib.com., diakses pada 23 Januari 2013).
Kekhawatiran ini bisa menjadi kenyataan, namun bisa juga 
hanya sebatas prediksi. Kekhawatiran ini mestinya terminimalkan 
oleh Sila Pertama Pancasila yang melindungi rakyat Indonesia untuk 
mengaktualisasikan ajaran agamanya. Juga oleh UUD 1945 yang 
menjamin kebebasan beragama. Kekhawatiran ini juga terbantah 
oleh fakta bahwa sebagian hukum Islam dapat diimplementasikan 
di Indonesia dengan damai dan tidak menyebabkan konflik dan di-
sintegrasi, contohnya penerapan peradilan agama, Undang-Undang 
Haji, Undang-Undang Zakat dan Ekonomi Islam. Hampir di setiap 
wilayah nusantara sudah berdiri bank-bank syari’ah, ternyata tidak 
ada protes atau demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu, apa-
lagi disintegrasi. Hal ini membuktikan bahwa upaya penerapan 
hukuman qishash tidak harus dikhawatirkan secara berlebihan. Ke-
khawatiran itu juga bisa diatasi dengan dialog antarumat beragama 
dan penjelasan kepada umat-umat selain muslim, bahwa tidak ada 
paksaan bagi mereka untuk mengikuti syari’at agama Islam.
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3. Kendala Institusional
Perubahan suatu hukum, biasanya dilakukan secara terencana dan 
melalui lembaga-lembaga khusus yang dibuat untuk itu. Orang-
orang inilah yang berandil besar dalam menentukan bentuk hukum 
yang akan dibangun. Bila orang-orang yang duduk dalam lembaga 
tersebut didominasi oleh kelompok yang kurang memahami Islam 
dan hukumnya, maka hukum yang terbentuk pun akan sekuler dan 
demikian pula sebaliknya. Kalaupun kemudian pada taraf awal umat 
Islam berhasil memberikan konstribusi bagi pembentukan hukum 
pidana qishash, faktor-faktor lain berpotensi menghambat proses 
berikutnya. Sejumlah lembaga yang terkait langsung dengan proses 
pembentukan ini, seperti Kementerian Hukum dan HAM, DPR dan 
Presiden, turut pula memegang peranan dalam pembentukan hu-
kum ini. Bila tidak ada upaya intensif dari lembaga-lembaga keis-
laman, seperti NU, Muhammadiyah, partai-partai Islam, MUI, dan 
yang lainnya, tidak mustahil upaya implementasi hukuman qishash 
dalam hukum pidana nasional tidak akan memperoleh hasil yang 
signifikan. 
Dalam konteks ini, Liddle dan Mujani berpendapat bahwa pe-
mahaman, tafsiran, dan keyakinan agama tertentu dan pelembagaan 
atas keyakinan tersebut diperkirakan ikut membentuk pandangan, 
perasaan, sikap dan tindakan terhadap berbagai subjek politik, se-
perti pemerintah, parlemen, partai politik, kelompok-kelompok ma-
syarakat, warga negara lain, dan sebagainya. Pandangan, keyakinan, 
sikap, dan tindakan politik massa dan elit ini pada gilirannya mem-
bentuk tipe dan tingkat stabilitas rezim tertentu. Pemahaman dan 
sikap keberagamaan muslim dan pelembagaan terhadapnya mung-
kin menghambat pembentukan civic culture diantara massa dan elit 
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muslim yang pada gilirannya menghambat muncul dan stabilnya 
rezim demokrasi di negara-negara muslim pada umumnya (Liddle 
dan Mujani 2000, hlm. 132–133).
4. Kendala Internal
Kendala internal yang dimaksud adalah potensi kendala yang mun-
cul dari internal umat Islam sendiri. Seperti kendala kultural atau 
sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa mene-
rima, kendala konsolidasi, yaitu belum bertemunya para pendukung 
pemberlakuan syariat Islam (dari berbagai kalangan yang masih 
saling menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya ma-
sing-masing, termasuk juga kendala fikrah (pemikiran), yaitu ke-
mungkinan akan banyaknya pandangan negatif terhadap hukuman 
qishash dan keraguan akan efektivitasnya.
Hambatan juga datang dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak 
terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat 
Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah 
yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa 
Islam disebut sebagai ahlul ma’aashiy (www.menaraislam.com, 
diakses pada 23 Desember 2013).
Ali Imron dalam disertasinya menyebutkan bahwa hambatan 
dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum mema-
hami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang 
salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul 
jahl. Pengetahuan yang komprehensif tentang hukum Islam belum di-
pahami secara baik oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Penge-
tahuan yang mendalam tentang hukum Islam hanya terbatas pada 
wilayah kajian tertentu dan menafikan wilayah kajian yang lain. 
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Pengetahuan tentang hukum Islam sangat luas sekali, tidak hanya 
terbatas dalam bidang hukum normatif fiqh semata tetapi juga meli-
puti berbagai aspek bidang kajian hukum Islam (Imron 2008, hlm. 
16).
Selain itu, masih banyaknya umat Islam yang anti, takut atau 
segan dengan penerapan syariat Islam. Berbagai alasan muncul 
dari kelompok umat Islam yang menolak penerapan syariat Islam 
di Indonesia. Di antaranya adalah mereka masih ragu dan memper-
tanyakan efektifitas syariat Islam dalam upaya untuk mewujudkan 
rasa keadilan di masyarakat Indonesia yang majemuk baik etnis, 
budaya dan agama. Belum padunya umat Islam untuk menegakkan 
syar` at Islam. Umat Islam belum mampu menggalang sinergi yang 
besar untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam. Tantangan 
besar umat Islam Indonesia adalah menyatukan satu kekuatan besar 
yang sinergis sistematis secara terstruktur dalam koridor Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (ibid).
Hukuman qishash yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, 
masih ditemukan adanya perbedaan di antara beberapa mazhab, 
namun ikhtilaf ini bukan pada hal mendasar seperti wajib tidaknya 
pemberlakuan qishash, tetapi hanya pada furu’iyah teknis qishash, 
seperti apakah qishash harus dengan pedang atau boleh dengan se-
lainnya. Contoh lain ikhtilaf pada masalah furu’iyah adalah bagai-
mana jika seorang majikan (orang merdeka) membunuh seorang 
budak, atau jika seorang muslim membunuh orang kafir yang bu-
kan harbi. Namun kendala internal yang lebih menarik adalah 
perbedaan kerangka berpikir di antara pemikir muslim berkaitan 
dengan hukum yang ditetapkan dalam nash Alquran dan Hadits. 
Sebagai contoh, penerapan hukuman qishash, rajam, potong tangan, 
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cambuk, salib dan lain sebagainya oleh sebagian fuqaha dianggap 
sesuatu yang definitif dan tidak dapat diubah, sedangkan menu-
rut cendikiawan yang lain, hukuman-hukuman tersebut harus di-
pahami secara kontekstual. Dengan kata lain, hukuman-hukuman 
tersebut dapat saja diubah, asalkan tujuan penjatuhan hukumannya 
mengenai sasaran. Di samping itu juga hukum pidana Islam diang-
gap statis dan belum komprehensif, karena kurangnya pengkajian 
dan pengembangan terhadapnya (www.menaraislam. com, diakses 
pada 23 Desember 2013). 
Sejumlah kendala di atas harus dipecahkan dengan bijak, se-
hingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang keras dalam ma-
syarakat. Kompromi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana 
positif, mungkin merupakan solusi terbaik. Labelisasi Islam dan 
penggunaan istilah tidaklah sesuatu yang mutlak, asalkan subtansi 
hukuman sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam. Dalam hal 
ini istilah “qishash” bisa saja diubah menjadi “hukuman setimpal” 
dalam istilah hukum pidana Indonesia. Namun ketakutan yang 
berlebihan terhadap labelisasi Islam juga harus diluruskan, ka-
rena Islam agama perdamaian, bukan agama yang menakutkan. 
Disamping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga 
berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula 
muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam 
dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-be-
da. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila 
strategi-strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain.
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5. Kendala Efektifitas Hukuman Mati di Indonesia
Ketika hukuman qishash dilaksanakan dalam bentuk hukuman 
mati, maka pertanyaan seputar efektifitas hukuman mati juga bisa 
menjadi kendala. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hukum-
an mati tidak dapat dilaksanakan secara efektif menurut undang-
undang. Hal itu disebabkan sistem hukum di Indonesia memberikan 
hak kepada terpidana mati untuk melakukan upaya hukum ter-
tinggi yaitu kasasi hingga peninjauan kembali. Proses upaya hukum 
itu memerlukan waktu lama bahkan bertahun-tahun, sedangkan 
ketentuan undang-undang menyebutkan bahwa pelaksanaan hu-
kuman mati baru dapat dilaksanakan sesudah 30 (tiga puluh) hari 
dari keputusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap dan tidak 
dimungkinkan lagi ada upaya hukum lain (Mustafa 2007, hlm. 16).
J.E Sahetapy dalam desertasinya yang berjudul “Suatu Studi 
Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan 
Berencana”, memberikan hipotesis bahwa acaman pidana mati da-
lam Pasal 340 KUHP tidak akan mengenai sasarannya selama ada 
berapa faktor seperti lembaga banding, lembaga kasasi, lembaga 
grasi, kebebasan hakim dan “shame culture”. Selain itu, dari segi 
kriminologi, sangat diragukan manfaat pidana mati (Sahetapy, dalam 
Tangkau 2008, hlm. 14). 
Hal serupa juga ditunjukkan dari hasil penelitian di Lem-
baga Pemasyarakatan Klas IIA Kendari Provinsi Sulawesi Teng-
gara yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati dari sisi 
hak asasi manusia belum tercapai sepenuhnya, hal ini disebabkan 
karena rentang waktu yang sangat lama antara vonis hakim yang 
telah berkekuatan hukum tetap dan waktu pelaksanaan pidana mati 
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oleh aparat yang berwenang, bisa menyebabkan tujuan pidana dan 
pemidanaan menjadi sulit untuk dicapai dan hal ini bisa menim-
bulkan penderitaan ganda bagi terpidana mati (www.hukumcentra 
l345.blogspot.com, Jurnal 2011, oleh Hasliddin, diakses pada 17 Juli 
2013).
Dari sisi efektifitas hukuman mati, pengalaman di Amerika 
menunjukkan, walaupun suara ahli dan pimpinan puncak masya-
rakat akademi kriminologi menolak gagasan hukuman mati bisa 
mencegah tidak kriminal, namun sebagaimana dilaporkan oleh de-
wan riset nasional negara tersebut, berjudul Pencegahan dan Hu-
kuman Mati, menyatakan bahwa studi mengklaim bahwa hukuman 
mati memiliki efek jera pada tingkat pembunuhan adalah “cacat 
secara fundamental” dan tidak boleh digunakan ketika membuat 
keputusan kebijakan (2012). Selain itu, laporan FBI tahun 2011 yang 
menyebut fakta bahwa negara bagian wilayah selatan memiliki 
tingkat pembunuhan yang paling tinggi, walaupun 80% eksekusi di-
lakukan di wilayah itu, dan juga di negara bagian wilayah timur laut 
eksekusi kurang dari satu persen tapi mempunyai tingkat kriminal 
pembunuhan paling rendah. (Death Penalty Information Center 
http://m.kompasiana.com, diakses pada 02 Maret 2014).
Untuk dapat mencapai tujuan diterapkannya pidana mati maka 
sebaiknya pelaksanaan pidana mati dilaksanakan secara cepat dan 
terukur. Rentang waktu yang sangat lama, antara vonis hakim yang 
telah berkekuatan hukum tetap dan waktu pelaksanaan pidana mati 
oleh aparat yang berwenang, yang sering terjadi di Indonesia, bisa 
menyebabkan tujuan pidana dan pemidanaan menjadi sulit untuk 
dicapai, dan hal ini bisa menimbulkan double jeopardy (penderitaan 
ganda).
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6. Adanya Penentang Hukuman Mati
Apabila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan 
yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat pe-
nentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Yang di-
anggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati ini adalah 
Beccaria dengan karangannya yang terkenal Dei Delitti E Delle Pene 
(1764). Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana 
mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin Contra Social. 
Karena hidup adalah sesuatu yang tak dapat dihilangkan secara le-
gal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang mana-
pun juga yang mengijinkan untuk pidana mati adalah immoral dan 
makanya tidak sah. Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana mati 
menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidak-
mampuan dan kelemahannya. Menurut Roling, pidana mati justru 
mempunyai daya destruktif, yaitu bila negara tidak menghormati 
nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melen-
yapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan 
berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping 
itu ada lagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh 
negara itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya. Er-
nest Bowen Rowlands berpendapat bahwa pidana mati tidak dapat 
diperbaiki kalau seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah 
dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan pada yang dipi-
dana mati. Von Hentig menyatakan bahwa pengaruh pidana mati itu 
terutama sekali memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana 
mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban memperta-
hankan nyawa manusia dalam keadaan apa pun. Ia menambahkan 
bahwa dengan menahan seseorang dalam penjara, kita mengadakan 
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suatu eksperimen yang sangat berharga. Hal ini tak mungkin dite-
mukan pada pidana mati. Is Cassutto menyatakan bahwa pada pi-
dana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-tama 
terbentur pada kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tak mung-
kin dapat diperbaiki. Keburukannya lebih besar dari kegunaannya, 
pemerintah merendahkan kewibawaannya terhadap rakyat, dan de-
ngan membunuh ia membangunkan naluri yang jahat. Suatu ma-
syarakat yang mengagung-agungkan pidana mati akan dikecam 
bahwa disini masih ada orang-orang biadab. Leo Polak beranggapan 
bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa 
yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. 
Jadi pidana mati sama dengan bukan pidana, bahkan bukan juga 
suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu 
tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa 
kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil (Tangkau 
2008, hlm. 14). 
Diantara sarjana hukum Indonesia yang menentang adanya pi-
dana mati adalah Roeslan. Menurutnya, penjara seumur hidup dan 
pidana yang merupakan perampasan dan pembatasan atas kemer-
dekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dipandang se-
bagai pidana, dan orang semakin tahu betapa buruknya pidana mati 
itu, sehingga berturut-turut banyak negara beradab yang meng-
hapuskannya. Ing Dei Tjo lam menyatakan bahwa tujuan pidana 
adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana di-
samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya 
pidana mati bertentangan dengan salah satu tujuan pidana yang 
disebutkan tadi (ibid., hlm. 16). 
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Ahli hukum pidana, Arief Sidarta dan Ronad Z. Titahelu dari 
Universitas Pattimura berpendapat bahwa sanksi hukuman mati 
tidak sesuai dengan UUD 1945, karena setiap orang berhak untuk 
hidup, termasuk hak untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan dan sistem hukum (Ronad Z. Titahelu, http://
www.Mahkamah_konstitusi.go.id/berita_ph, diakses pada 02 Sep-
tember 2013).
Sikap kontra ini berpotensi menghambat implementasi hukum-
an qishash (jika hukuman qishash hanya dipahami sebagai hukum-
an mati). Namun demikian pada dasarnya saat ini negara kita masih 
masih memerlukan ancaman pidana yang keras untuk mengawal 
dalam proses pembangunan negara, karena itu pidana mati masih 
perlu dipertahankan eksistensinya. Dalam kaitannya dengan qi-
shash, pidana mati sangat berkaitan namun tidak selalu sama, hal 
itu karena sistem qishash masih membuka pemaafan dari keluarga 
korban, sementara hukuman mati di Indonesia mutlak merupakan 
keputusan hakim. Sanksi pidana mati maupun qishash bunuh ada-
lah sanksi pidana yang keras, digunakan sebagai sarana ultimum 
remidium (obat terakhir), prinsip kehati-hatian mengingatkan sifat 
pidana mati sebagai sanksi pidana non evaluatif.
7. Asumsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 
Hukuman Qishash
Asumsi adalah sesuatu premis atau perkiraan (anggapan) yang me-
nyatakan bahwa sesuatu itu akan mencapai tujuan tertentu. Tidak 
ada satupun asumsi yang harus diterima begitu saja (Suyitno, et.al. 
2011. hlm. 5). Asumsi yang diperkirakan akan muncul adalah kendala 
filosofi berupa tuduhan bahwa hukuman qishash ini tidak adil 
Implementasi Konsep Hukuman Qishash158
bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan 
cita-cita hukum nasional dan melanggar hak asasi manusia diyakini 
masih akan terdengar, apalagi jika muncul upaya implementasinya 
di sebuah negara.
Asumsi ini diperkuat diantaranya dengan munculnya desakan 
Amnesti International agar Pemerintah Indonesia untuk merevisi 
dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
baru sesuai hukum dan standar HAM internasional, termasuk ke-
tentuan eksplisit melarang dan menghukum tindakan penyiksaan. 
Menurut hukum kebiasaan internasional (customary internatio-
nal law) hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan buruk adalah 
absolut dan tidak bisa dicabut. Apalagi Indonesia adalah negara 
pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
dan Konvensi PBB, yang menentang penyiksaan dan tindakan atau 
hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, 
serta tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam 
segala situasi (Josef, ANTARA, pada www. suarapembaruan.com, 
diakses pada 4 Desember 2013). 
Kalimat “hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan me-
rendahkan” dalam Protokol Opsional Konvensi PBB di atas, jika di-
kaitkan dengan hukuman qishash, maka masih merupakan kalimat 
yang multi tafsir, hal itu karena hukuman mati hingga saat ini masih 
dipertahankan di Indonesia dan berbagai negara bahkan Amerika. 
Kalimat “kejam, tidak manusiawi dan merendahkan”, juga tidak 
boleh mengabaikan hak-hak korban kejahatan pembunuhan yang 
terlebih dahulu diperlakukan kejam, tidak manusiawi dan diren-
dahkan. Jika Protokol Konvensi PBB ini membatasi upaya imple-
mentasi nilai-nilai keadilan maka protokol ini juga berpotensi 
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menyuburkan kejahatan ataupun pembunuhan yang kejam, tidak 
manusiawi, dan merendahkan manusia itu sendiri.
Standar HAM internasional tersebut tentunya lahir jauh setelah 
adanya konsep HAM menurut Islam. Islam adalah agama yang per-
tama kali mempelopori dan memproklamirkan perlindungan hak 
asasi manusia (HAM). Hal itu diwujudkan dengan larangan keras 
membunuh manusia tanpa ada alasan yang “haq” (alasan hukum 
yang diperintahkan Allah). Di antara ayat-ayat yang menyatakan hal 
ini adalah (Sabiq, 1365 H, hlm. 428–430) bahwa manusia sebagai 
makhluk yang telah dimuliakan (Al-Isra’ ayat 70), membunuh se-
bagai kesalahan besar (Al-Isra’ ayat 31), membunuh bertentangan 
dengan rahmat Allah (an-Nisa ayat 29), korban pembunuhan akan 
menjadi saksi (At-Takwir ayat 8–9), membunuh dengan sengaja 
akan mendapat siksa api neraka jahanam (an-Nisa ayat 94). Ayat-
ayat ini tentunya masih diperkuat dan dijelaskan oleh hadits-hadits 
Nabi SAW.
Dari dalil-dalil naqli di atas, tampak jelas bahwa Islam meme-
rintahkan agar manusia menghormati hak hidup orang lain yang 
merupakan hak yang paling asasi. Hukuman qishash diperintah-
kan dalam rangka menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia 
(HAM). Sangat tidak logis ketika banyak ayat melarang pembunuh-
an namun larangan itu hanya normatif tanpa aplikasi nyata dalam 
hukuman dunia (qishash). Hukuman qishash adalah penegasan 
dari ayat-ayat yang melarang manusia membunuh sesama manusia 
dengan semena-mena.
Pidana mati termasuk salah satu bagian hukuman qishash. 
Hukuman mati tidak melanggar HAM modern, karena secara tegas 
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dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa: 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Hak Asasi 
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia... (Kumpulan Lengkap Perundangan Hak 
Asasi Manusia 2006, hlm. 35–36)
Dengan memperhatikan pasal ini, maka pelaku pembunuhan 
pasti telah melanggar HAM, yaitu hak untuk hidup, karena telah 
disebutkan dalam Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia:
(1)  Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya.
(2)  Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin (www.komnasham.go.id, diakses pada 
10/04/2013).
Hukuman qishash jika dilaksanakan maka ia bertujuan mem-
bela dan menegakkan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah 
setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat 
negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang 
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan 
atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang 
yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, 
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum 
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yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku 
(Pasal 1 poin 6, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). 
Hukuman qishash diyakini dapat memberikan penyelesaian hukum 
yang adil dan benar, sebab hak dan kebebasan dapat dibatasi oleh 
dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta 
kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan ke-
pentingan bangsa. 
Penerapan sanksi pidana mati ataupun qishash kepada terdakwa 
pelaku pembunuhan, tidak merupakan suatu pelanggaran HAM dan 
tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM 
karena secara yuridis formal, pidana mati dibenarkan serta pidana 
mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan 
manusia yang tidak dapat ditolerir lagi.
Tidak melaksanakan hukuman qishash justru bertentangan 
dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 4, UU No. 39 Tahun 
1999 di atas, karena negara telah berlaku tidak adil terhadap korban 
pembunuhan, yaitu dengan tidak memberikan hukuman setimpal 
atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. 
Pelanggaran HAM oleh negara ini akan menimbulkan dampak yang 
serius berupa rasa tidak puas, rasa tidak aman dan suburnya tindak 
pidana pembunuhan, sehingga sangat mungkin seseorang pembu-
nuh setelah dipenjara kembali mengulangi perbuatannya (residivis).
Amerika yang dikenal sebagai negara yang selama ini dikenal 
menjadi “polisi HAM” juga melakukan hukuman mati. Death Pe-
nalty Information Center (DPIC) Amerika Serikat yang terbaru yang 
dirilis 16 Januari 2014 mengungkap fakta tentang hukuman mati 
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yang terjadi di Amerika Serikat selama rentang waktu 4 dasawarsa 
dari tahun 1976 sampai Januari 2014. Dari 50 negara bagian di AS 
terdapat 32 negara bagian yang setuju pelaksanaan hukuman mati, 
sedangkan 18 negara bagian tidak menyetujuinya. Selama masa 38 
tahun itu jumlah keseluruhan terpidana mati yang sudah dieksekusi 
di Amerika Serikat adalah berjumlah 1.362 narapidana. Tahun 1977 
dan 1981 hanya satu terpidana mati yang telah dieksekusi dan ter-
banyak yaitu 98 orang terpidana yang dieksekusi tahun 1999. Di 
awal tahun 2014 ini sampai Januari AS telah mengeksekusi 3 orang 
terpidana. Biro Statistik Keadilan mengungkap bahwa hukuman 
mati di seluruh negara bagian sejak tahun 1999 cenderung menu-
run drastis, tanpa menyebabkan alasan penurunan itu. Tahun 2005 
Mahkamah Agung di Roper v. Simmon menjatuhkan juga hukuman 
mati bagi remaja. Sejak tahun 1976 tercatat 22 orang remaja di-
eksekusi mati. Tak hanya remaja itu, terdapat juga 63 orang wanita 
yang dalam antrian eksekusi per 1 Januari 2013, dan sejak tahun 
1976 tak kurang dari 13 orang wanita dieksekusi mati (Death Pe-
nalty Information Center, http://m.kompasiana.com, diakses pada 
02/03/2014). Menurut Shihab, anggapan bahwa hukum Islam tidak 
berperikemanusiaan adalah bertujuan merasuki pikiran-pikiran 
orang Islam sehingga mereka takut dengan ketentuan hukum agama-
nya sendiri (Shihab, 2005, hlm. 438).
8. Potensi Tekanan Orang Kaya terhadap yang Miskin
Jika diyat diterapkan sebagai hukuman pengganti hukuman qishash, 
maka dapat dimungkinkan timbulnya sikap semena-mena yang akan 
dilakukan oleh orang yang kaya atau sangat kaya. Misalnya orang 
Bab 3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi ... 163
kaya karena dengan sengaja membunuh orang miskin, maka orang 
kaya ini akan berusaha sekuat mungkin menekan agar orang miskin 
ini mau menerima tebusan (diyat) (Alasmawi 2012, hlm. 146), pa-
dahal tidak semua orang miskin merelakan nyawa keluarga mereka 
ditukar dengan uang. Jika ini terjadi, maka orang kaya akan tidak 
merasa terlalu takut untuk membunuh. 
Dengan munculnya potensi negatif ini, maka jika hukuman ini 
diterapkan, pemerintah harus dapat memberikan jaminan dan per-
lindungan kebebasan memilih hukuman bagi keluarga korban pem-
bunuhan. Meskipun demikian satu hal yang perlu diingat bahwa 
upaya negosiasi dan musyawarah antara kedua pihak tersebut ada-
lah legal dan dilindungi hukum.
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Dalam membicarakan prospek hukum, setidaknya ada dua aspek 
yang perlu untuk dikedepankan, pertama aspek kekuatan dan 
peluang. Keduanya berkaitan dengan hukum Islam dan umat Islam 
yang berperan sebagai pendukung prospek hukum Islam di In-
donesia. Kedua, aspek kelemahan dan hambatan. Aspek ini ber-
kaitan dengan kehidupan hukum di Indonesia yang menjadi kendala 
bagi prospek penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di 
Indonesia (www.menaraislam.com, diakses pada 05 Maret 2014). 
Secara spesifik kedua aspek ini telah dijelaskan pada Bab 3.
Upaya implementasi hukuman qishash di Indonesia harus di-
dasarkan pada relevasi hukuman qishash terhadap sistem hukum 
Indonesia. Sistem hukum yang paling utama adalah Pancasila se-
bagai sumber utama hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 
1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian 
bagaimana upaya implementasi hukuman qishash ini dalam per-
spektif pembaruan hukum di Indonesia.
Namun sebelum membahas sumber-sumber hukum tersebut, 
ada baiknya dibahas aspek konstitusional yang menjadi dasar pe-
nerapan hukuman qishash.
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A. Dasar-Dasar Konstitusional Penerapan 
Hukum Qishash di Indonesia
Abdul Ghani Abdullah (Mimbar Hukum No. 1 tahun V) mengemu-
kakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat 
tempat konstitusional yang berdasar pada tiga hal, yaitu: alasan filo-
sofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Penjelasan dari ketiga 
dasar tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Dasar Filosofis
Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara ten-
tang hakikat hukum atau keberadaan hukum secara filosofis, objek 
filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara men-
dalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan haki-
kat (Darmodiharjo 2006, hlm. 154). Secara filosofis, syariat Islam 
termasuk di dalamnya hukuman qishash, bukan hanya simbolisme 
ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja, tetapi merupa-
kan pragmatisme ajaran yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan 
manusia, sebagai indvidu, masyarakat dan negara. Hukuman qi-
shash adalah wajib dijalankan oleh pemerintah ketika kasus terse-
but diminta oleh mustahiq al-qishash. Teori imperatif menyatakan 
bahwa keberadaan hukum di alam semesta adalah sebagai perintah 
Tuhan dan perintah penguasa yang berdaulat (Salman, www.wonk-
dermayu.wordpress.com, diakses pada 02 Januari 2014).
Syariat Islam selama ini masih dipahami–oleh sebagian orang–
sebagai hukum normatif yang tidak mempunyai sanksi yuridis atau 
kekuatan mengikat bagi masyarakat. Hukum yang bersifat normatif 
hanya dianggap sebagai patokan perilaku bagi seseorang dengan 
sanksi moral dari masyarakat. Oleh karena itu, keberlakuan syariat 
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Islam sebagai hukum Islam diserahkan kepada tingkat akidah 
seseorang. Hal itu menjadi kontraproduktif ketika bangsa ini hendak 
memberlakukan syariat Islam secara kaffah. 
Kesalahpahaman tersebut membuat syariat Islam hanya men-
jadi kekuatan moral ketimbang daya ikat hukum yang harus di-
tegakkan atau diberlakukan sebagai tuntutan akidah. Padahal 
syariat Islam di turunkan Allah kepada umat manusia adalah un-
tuk diaplikasikan dalam kehidupan. Kekuatan syariat Islam dalam 
menata ketertiban dan kedamaian masyarakat selain yang ber-
sifat normatif dalam bidang ubudiah dan muamalah, juga harus 
ditopang dalam bidang jinayah agar segala hak-hak masyarakat 
yang terampas bisa dikembalikan. Oleh karena itu, hukum pidana 
Islam sebagai hukum publik harus dilegislasi menjadi hukum positif 
(Rosyadi, dan Ahmad 2006, hlm. 36).
Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, pelaksanaan syariat 
Islam secara individual memang hanya bisa pada tataran normatif 
yang berkaitan dengan ubudiah dan muamalah, sedangkan penegak-
an hukum Islam yang berhubungan dengan hukum publik, seperti 
qishash, tetap harus ada campur tangan negara, tentunya dengan 
mempertimbangkan segala aspek-aspek sosiologis sehingga dapat 
mendukung proses implementasinya.
2. Dasar Sosiologis
Sosiologi hukum adalah ilmu yang secara teoretis analitis menyoroti 
pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Kegu-
naan sosiologi hukum adalah memberikan kemampuan bagi pema-
haman terhadap hukum di dalam konteks sosial, kemampuan untuk 
mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat 
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baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk 
mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial 
tertentu, dan memberikan kemungkinan-kemungkinan serta ke-
mampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum 
di dalam masyarakat (Soekanto 1988, hlm. 25–26).
Dari sisi sosiologi, adalah sesuatu yang menarik dari kecen-
derungan internasional dalam melakukan upaya “pemikiran kem-
bali” dan “penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi 
penanggulangan kejahatan yang integral, ketika adanya himbauan 
untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (value 
oriented approach), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai iden-
titas budaya, maupun nilai-nilai moral keagamaan. Himbauan ini 
menyebabkan adanya perhatian untuk “menoleh”, “mengkaji”, dan 
“menggali” sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai hukum 
tradisional (adat) dan hukum agama (Ramulyo 1997, hlm. 48).
Hukum agama dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia me-
nunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitan-
nya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang 
berkesinambungan. Hingga sekarang, epistimologi keislaman me-
nyebar ke aspek-aspek kehidupan, sehingga tingkat religiusitasnya 
yang kuat dipertahankan secara berkesinambungan. Hal itu dimu-
lai dengan masuknya Islam ke Indonesia. Sejak itu praktik sehari-
hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan 
agama Islam (Adams, dkk. 2000, hlm. 2). Pelaksanaan hukum pi-
dana Islam di Indonesia telah dipraktikkan di berbagai kesultanan 
di Indonesia sebelum dikuasai oleh penjajah Belanda. Dalam diser-
tasi doktornya, Rifyal Ka’bah menulis bahwa sebelum kedatangan 
penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di 
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kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia (Ka’bah 
1999, hlm. 264). Demikian juga berbagai data yang ditulis dalam 
disertasi Abdul Gani Abdullah yang menulis tentang peradilan 
agama dalam pemerintahan Islam di kesultanan Bima 1947–1957 
(Abdullah 2004). Hukum di kerajaan-kerajaan itu adalah hukum-
hukum syari’at. Literatur yang dipakai dalam memutuskan hu-
kuman di pengadilan adalah literatur fiqih dengan mazhab Syafi’i 
(Rasyid et.al. 2004, hlm. 54). Hasrat memberlakukan hukum Islam 
juga dilakukan para penguasa kesultanan Aceh. Ini terbukti de-
ngan adanya teks buatan As-Salatin, karangan Nuruddin Ar-Raniri, 
mencatat bahwa sultan Alaudin adalah raja yang alim, yang sangat 
menghendaki rakyatnya melaksanakan ajaran Islam (Sumitro 2005, 
hlm. 18). Kenyataan serupa juga dapat ditemukan di Kerajaan Ban-
jar. Kentalnya hukum Islam di Kerajaan Banjar ini tercermin dari 
ba’iat yang berbunyi “Patih baraja’an Dika, Andika badayan Sara”, 
artinya, saya tunduk pada perintah Tuanku, karena Tuanku berhu-
kumkan syara’ (ibid., hlm. 29). 
Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam 
sejarah, menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang ber-
laku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap ke-
sultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalan syariat yang 
memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa 
itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam 
bukanlah hal baru dalam khazanah hukum Indonesia. Namun ke-
datangan Belanda di Indonesia memberikan suatu dampak yang 
kurang baik. Hukum syari’at hanya dibatasi untuk bidang-bidang 
keluarga seperti nikah, tala’, ruju’, dan yang sejenisnya (Rasyid et.al. 
2004, hlm. 55). 
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Pada tahun 1882 terbentuklah peradilan Agama. Dengan diben-
tuknya peradilan Agama menjadi sebuah institusi, sebenarnya jelas 
bahwa pemerintah Belanda mengakui bahwa hukum Islam (gods-
diengtige Wetten) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Is-
lam (Sumitro 2005, hlm. 40–41). Adapun selama masa pendudukan 
Jepang, hampir tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Is-
lam di tanah air. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap peradilan 
Agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya, yaitu kolonial Be-
landa (ibid., hlm. 86).
Setelah itu, pada masa Orde Lama, hukum Islam tidak meng-
alami perkembangan yang berarti dibandingkan dengan masa-masa 
sebelumnya. Bahkan dikatakan pada masa itu hukum Islam berada 
pada masa yang amat suram (ibid., hlm. 108). Di masa Orde Baru, 
meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hu-
kum nasional tidak begitu tegas, banyak pemimpin Islam Indonesia 
yang sempat menaruh harapan besar dalam upaya politik mereka 
mendudukkan Islam sebagaimana mestinya dalam tatanan politik 
maupun hukum di Indonesia. Meskipun kedudukan hukum Islam 
sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di 
masa awal orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya te-
tap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan diajukannya RUU 
Perkawinan Umat Islam. Upaya ini kemudian membuahkan hasil 
dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 (sekarang UU No. 48 Tahun 
2009), yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan 
peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Penegasan terha-
dap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU No. 14 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan. Upaya ini membuahkan 
hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden 
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menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarlu-
asannya kepada Menteri Agama (www.espeilimab.blogspot.com di-
akses pada 20 April 2013).
Sedangkan di era reformasi, setidaknya hukum Islam mulai 
menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan 
MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahir-
nya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Lebih 
dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya kongkret 
merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan 
peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu 
buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari’at 
Islam Nomor 11 Tahun 2002. Menurut Maria F.I. Surapto, terhitung 
sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam 
dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah 
dengan dinamika politik di Indonesia (Suprapto 1998, hlm. 124–130). 
Dalam kacamata sosiologis, Juhaya S. Praja mengatakan, se-
tidaknya, ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih 
memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. Pertama, hukum 
Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur ke-
hidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus 
dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, per-
kenaan, dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan 
yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian 
hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih 
memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam sehingga peran-
an hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan 
yang masih mempunyai pengaruh cukup besar (Praja 1991, hlm. xv).
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Dari proses sejarah yang panjang tersebut, maka di era pasca 
reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam 
untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Umat 
Islam dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan 
pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sis-
tem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum 
positif yang berlaku dalam hukum nasional, termasuk didalamnya 
syariat qishash.
3. Dasar Yuridis
Melihat suatu hal dari sisi yuridis adalah melihat hal itu menurut 
(ilmu) hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Burhani 
MS–Lawrens, t.t., hlm. 685), atau sesuatu itu sudah terjamin kebe-
narannya dan terbukti secara hukum adanya (www.answers.yahoo.
com, diakses pada 24 September 2013). Sedangkan dari segi yuridis 
Islam, perbuatan mengabaikan aturan dan hukum Allah adalah 
sangat dilarang dan berbahaya (Al-Maidah: 44–45, 47–50).
Sampai saat ini, hukum Indonesia memang telah mengako-
modir kebutuhan umat beragama khususnya bagi umat Islam, yaitu 
dengan telah menegakkannya hukum agama (syari’at) Islam pada 
lembaga Peradilan Agama. Akan tetapi syariat yang diakomodir 
masih terbatas dalam cakupan perkara tertentu saja, antara lain: 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 Tahun 2006), UU No. 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan  (Kini UU No. 10 Tahun 1998), UU 
No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 
Tahun 1999 tentang Pangelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), 
UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus 
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Nangroe Aceh Darussalam, UU Politik Tahun 1999 yang mengatur 
ketentuan partai Islam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di 
samping tingkatannya yang berupa undang-undang. Juga terdapat 
peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang, 
antara lain: PP No. 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU 
Hukum Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank 
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 4 Tahun 2000 tentang Pena-
nganan Masalah Otonomi Khusus di NAD, dan sekian banyak 
produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, 
peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama (Abdullah 2001, hlm. 94–106).
Setelah langkah yang sudah bagus ini, semestinya lembaga 
Peradilan Agama juga ditujukan untuk menegakkan seluruh ajaran 
dan hukum agama (syari’at) termasuk di dalamnya pidana Islam. 
Namun faktanya, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4611 menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah 
satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menye-
lenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 
keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 
di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 
shadaqah, dan ekonomi syari’ah” (Penjelasan atas Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), tidak disebutkan di 
dalamnya hukuman qishash maupun pidana Islam lainnya.
Kondisi ini tidak sepenuhnya selaras dengan teori eksistensi 
yang dikemukakan oleh H. Ichtijanto S.A, yang menerangkan adanya 
hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapan, 
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bentuk eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum 
nasional ialah sebagai berikut; (1) merupakan bagian integral dari 
hukum nasional Indonesia, (2) keberadaan, kemandirian, kekuat-
an, dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status 
sebagai hukum nasional, (3) norma-norma hukum Islam (agama) 
berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indo-
nesia, dan (4) sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasio-
nal Indonesia (Bisri 1991, hlm. 137).
Berdasarkan teori ini, seyogianya upaya implementasi hukum-
an qishash tidak perlu menjadi perdebatan dalam sistem hukum 
Indonesia, karena qishash merupakan bagian integral dari hukum 
nasional, keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawanya di-
akui serta diberi status sebagai hukum nasional. Materi hukuman 
qishash seharusnya berfungsi sebagai penyaring, bahan dan unsur 
utama bagi hukum nasional Indonesia. 
B. Prospek Hukuman Qishash dalam Nilai-Nilai 
Pancasila
Setelah dibuka dengan pembicarakan aspek dasar konstitusional 
yang menjadi dasar penerapan hukuman qishash, maka di sini diba-
has relevansi hukuman qishash terhadap sumber-sumber hukum di 
Indonesia, utamanya adalah pancasila. M. Rizal (2011) dalam tesis-
nya yang berjudul Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana di 
Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, banyak mengu-
pas Pancasila sebagai sumber hukum di Republik Indonesia dalam 
konteks pemberlakuan hukuman mati, dengan cara mengkaji hu-
kuman mati dengan sila per sila dalam Pancasila. Hal ini menjadi 
menarik untuk penulis paparkan dalam buku ini. 
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Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang 
tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap pera-
turan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk 
setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah ia bertentangan atau 
tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan hukum yang berten-
tangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku (Kusnari, dan Ibrahim 
1983, hlm. 46). Kondisi ini memberi peluang yang besar dan sig-
nifikan untuk pengembangan hukum yang bersumber dari agama 
yaitu hukum pidana Islam. Karena itu hukuman qishash dan rele-
vansinya dengan nilai-nilai Pancasila, dapat diterangkan diuraikan 
sebagai berikut:
1. Hukuman Qishash dan Nilai-Nilai Ketuhanan
Notonagoro mengemukakan bahwa pengakuan dan keyakinan atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah diamalkan oleh bangsa Indone-
sia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia (Notonagoro 1959, hlm. 
8). Muhammad Hatta menyatakan bahwa nilai-nilai Ketuhanan 
Yang Maha Esa dalam sila pertama memimpin cita-cita kenegaraan 
kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan ma-
syarakat. Nilai-nilai ketuhanan adalah nilai yang bersumber dari 
agama (Hatta 1966, hlm. 9). Ini menunjukkan bahwa Ketuhanan 
Yang Maha Esa menjiwai cita-cita hukum Indonesia, oleh karena 
itu dalam setiap pengaturan hukum di Indonesia, harus bersumber 
pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Hukuman qishash adalah hukum yang ber-Ketuhanan Yang 
Maha Esa, karena hukuman ini bersumber dari Allah SWT. Dia lah 
sebaik-baik pembuat hukum, keilmuan dan kebijaksanaan-Nya me-
lampaui dan tidak dapat dibandingkan dengan keilmuan para pakar 
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hukum manapun. Bangsa yang melaksanakan hukum Allah SWT. 
berupa qishash ini, adalah bangsa yang berketuhanan, jika hukum 
Tuhan tidak dilaksanakan maka keyakinan umat Islam Indone-
sia kepada keilmuan Tuhan patut dipertanyakan. Jika demikian 
adanya, berarti bangsa Indonesia belum mengamalkan Sila Per-
tama ini secara utuh. Rachmat Djatmiko dalam sebuah pidatonya 
menjelaskan bahwa qishash tidak bertentangan dengan Ketuhanan 
Yang Maha Esa karena diwahyukan oleh Tuhan kepada nabi-nabi 
untuk umatnya (Hamzah dan Sumangelipu 1987, hlm. 70). Dari 
sudut ajaran Islam, pidana pembunuhan sudah diatur jelas dalam 
Alquran, Sunah, dan dijelaskan dalam fiqih jinayah. Mirip dengan 
qishash, dari sudut ajaran Kristen, Hazewinkel-Surinaga seperti 
yang dikutip Pujiono, membenarkan adanya pidana mati dalam 
agama Kristen berdasarkan Injil. Dalam Perjanjian Lama disebut-
kan: “Oog o moog, tanci om tand”, yakni jangan mudah melakukan 
pembunuhan (Pujiono 2007, hlm. 6). Meskipun demikian menurut 
para pendeta Kristen, baik Katolik maupun Protestan, pada prin-
sipnya setuju terhadap penerapan hukuman mati, yaitu digunakan 
khusus untuk kejahatan-kejahatan terhadap negara, sebab negara 
adalah wakil Tuhan untuk urusan kekuasaan duniawi (Hamzah dan 
Sumangelipu 1987, hlm. 71).
2. Hukuman Qishash dan Nilai-Nilai Kemanusiaan
Andi hamzah menyetujui pandangan N.N. Temadjadja, Jaksa Pe-
nuntut umum kasus Kusni Kasdut, yang memberi batasan mengenai 
‘nilai kemanusiaan’, yaitu bahwa perikemanusiaan hendaknya di-
pandang dari sudut orang-orang yang mempunyai kemanusiaan. 
Perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi orang-orang 
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yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang 
tidak menghargai hak-hak orang lain (ibid., hlm. 72–73). Bila 
hukuman qishash dikaitkan dengan hukuman mati, Rachmad 
Djatmiko berpendapat bahwa pidana mati tidaklah bertentangan 
dengan perikemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati ada-
lah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara 
sewenang-wenang (Djatmiko 1962, hlm. 7).
Hukuman qishash adalah hukum yang berkemanusiaan yang 
adil dan beradab. Berkemanusiaan karena qishash sangat menghar-
gai nyawa manusia, bahwa manusia tidak boleh dilukai dan tidak 
boleh dibunuh kecuali dengan al-haq (adanya alasan hukum atau 
perintah agama). Berkeadilan, karena kejahatan dibalas dengan ke-
jahatan yang serupa, adalah sesuai rasio akal, yaitu hukuman setim-
pal (Al-Jazairi 1964, hlm. 444). Patut kita bertanya, adakah konsep 
keadilan yang lebih baik dari konsep ini? Jika memang ada hukum-
an yang lebih adil selain qishash, secara logika dalam jangka 14 
abad setelah hukuman Islam (qishash) diturunkan, seharusnya para 
ahli hukum bisa menemukan hukuman penggantinya yang lebih 
baik. Ternyata tidak ada yang lebih baik, hal ini dibuktikan dengan 
berbagai upaya para ahli hukum untuk menciptakan hukuman atas 
pembunuh dengan berbagai cara selain qishash, namun hasilnya 
dijawab dengan fakta pembunuhan yang tidak menunjukkan penu-
runan angka. Hukuman qishash adalah beradab, karena dengan 
adanya ketegasan hukuman bagi pembunuh, manusia diharapkan 
tidak saling bermusuhan, saling menjaga keamanan, memupuk per-
saudaraan, sehingga tercipta masyarakat yang beradab yang terjauh 
dari kekacauan. 
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3. Hukuman Qishash dan Nilai-Nilai Persatuan dan Ke-
bangsaan
Hukuman qishash adalah hukuman yang mengandung nilai-nilai 
persatuan atau kepentingan bersama. Persatuan akan tercipta jika 
manusia tidak saling membunuh, karena pembunuhan akan me-
mecah belah umat manusia. Dendam karena pembunuhan bisa 
berlanjut kepada anak keturunan. Dendam dapat diobati dengan 
pembalasan yang setimpal, kecuali jika keluarga korban sepakat 
tidak menuntut hukuman itu. Kekerasan, konflik dan aksi terorisme 
yang berakhir pada penghilangan nyawa, adalah ancaman besar 
bagi keutuhan NKRI. Menurut Notonagoro, kebangsaan adalah ke-
satuan Indonesia yang terbatas dalam arti politis atau kenegaraan. 
Kebangsaan adalah dalam kesadaran adanya perbedaan-perbedaan 
di dalam masyarakat dan bangsa, menghidupkan perbedaan yang 
mempunyai daya tarik ke arah kerja sama dan kesatuan dan meng-
usahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin 
mengakibatkan suasana tolak menolak kearah perselisihan, perti-
kaian, dan perpecahan (Notonagoro 1959, hlm. 9). Jika kita hubung-
kan antara nilai kebangsaan dengan eksistensi hukuman qishash 
maka hukuman qishash merupakan sarana mencegah tindakan 
memecah belah bangsa (Q.S. Al-Baqarah: 179).
4. Hukuman Qishash dan Nilai-Nilai Kerakyatan, Hikmah, 
dan Musyawarah
Menurut Mohamad Hatta, asas kerakyatan (demokrasi) mencipta-
kan pemerintah yang adil dan bertanggung jawab. Untuk menjaga 
demokrasi dan menghindari kekuatan yang diktator yang menginjak-
injak asas kerakyatan, maka diperlukan sarana ampuh. Muhamad 
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Hatta mengatakan jika pemerintah diktator digulingkan, rakyat se-
lalu menuntut agar ia dihukum mati (Hatta 1966, hlm. 12). Hukum-
an qishash adalah hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai kerakyatan, 
hikmah kebijaksanaan, dan musyawarah kekeluargaan. Hal ini ka-
rena dengan diterapkannya hukuman qishash, rakyat akan merasa-
kan perlindungan maksimal dari pemerintah. Sedangkan hikmah 
dan kebijaksanaan, dikarenakan hukuman qishash penuh dengan 
manfaat dan nilai-nilai keadilan, preventif, membuat jera pem-
bunuh, dan fungsi-fungsi lain yang sudah penulis terangkan dalam 
bab sebelumnya. Adapun kekeluargaan, karena dalam prosesnya, 
qishash bukan hukuman yang kaku, di sana masih terbuka pintu 
negosiasi dan perdamaian antara keluarga pembunuh dan keluarga 
korban untuk mencari jalan tengah berupa pemaafan yang diganti 
diyat atau pemaafan murni tanpa diyat. 
5. Hukuman Qishash dan Nilai-Nilai Keadilan Sosial
Soekarno mengemukakan definisi keadilan sosial sebagai sifat ma-
syarakat adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak 
ada penghinaan dan penindasan dan penghisapan (Hamzah dan 
Sumangelipu 1987, hlm. 77). Untuk itu diperlukan tindakan tegas 
terhadap setiap tindakan yang menyerang sendi-sendi di atas. 
Dalam kaitan ini kehadiran hukuman qishash untuk menjaga ke-
utuhan sendi-sendi kehidupan adalah sangat relevan. Hukuman 
qishash adalah hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Sangat jelas bahwa keadilan yang hakiki adalah ketika 
seorang pelaku kejahatan mendapat balasan sesuai apa yang ia 
lakukan, sehingga keluarga korban mendapat perlakuan yang adil. 
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Hukuman penjara walaupun seumur hidup tidak bisa menyamai 
penderitaan yang dialami korban pembunuhan dan keluarganya. 
Keadilan ini akan menyuburkan nilai-nilai yang luhur dalam ke-
hidupan sosial kemasyarakatan.
Melihat pernyataan-pernyataan di atas, eksistensi, dan filosifi 
pemberlakuan hukuman qishash terkati erat dan tidak dapat dipi-
sahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber hukum ter-
tinggi, Pancasila telah menjiwai dan menjadi dasar tertib hukuman 
qishash. 
C. Prospek Hukuman Qishash dalam Perspektif 
Undang-Undang Dasar 1945
Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan bio-
logis dan kebutuhan sosial di antaranya rasa aman. Selain merupa-
kan kebutuhan sosial, rasa aman (security) juga merupakan salah 
satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. 
Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara In-
donesia adalah memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya, 
sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang 
berbunyi: “…pemerintah dan negara Indonesia yang melindungi se-
genap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …”. 
Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat 
(4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan 
bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat 
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta ber-
tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta me-
negakkan hukum (Tim Redaksi 2013, hlm. 8 dan 42). 
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Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD 1945, Pasal 28 
ayat (1), menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak un-
tuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun” (Tim Redaksi, 2013, hlm. 8), akan tetapi peraturan 
perundang-undangan di bawahnya tetap mencantumkan ancaman 
hukuman mati. Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang 
luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara 
yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 
75% dukungan untuk adanya vonis mati (www.wikpedia, Hukuman 
Mati di Indonesia, diakses pada 08 Maret 2013).
Hukuman mati di Indonesia maupun hukuman qishash mem-
beri mafhum mukhalafah atas amandemen konstitusi UUD 1945, 
Pasal 28 ayat (1) di atas, bahwa bukan hanya pembunuh saja yang 
punya hak untuk hidup dan tidak disiksa, namun masyarakat luas 
juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. 
Adapun hak dan/atau kewenangan konsitusional yang dimi-
liki oleh warga negara Indonesia adalah hak untuk bebas memeluk 
agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, sebagaimana yang 
telah dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama-
nya,” juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Hak ber-
agama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun”. Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan ber-
hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
Bab 4 Implementasi Hukuman Qishash dalam Sistem Hukum Indonesia 181
diskriminatif itu” juncto Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, “Negara 
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) berbunyi, “Ne-
gara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu” (Tim Redaksi. 2013, hlm. 38, 39, 41).
Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka negara sudah seharusnya 
memfasilitasi umat Islam untuk menerapkan dan menjalankan hu-
kum agama (syari’at) Islam secara menyeluruh termasuk upaya 
pelaksanaan hukuman qishash, agar umat Islam dapat beriman 
sempurna dan/atau mencapai tingkatan takwa kepada Tuhan, dan 
agar sejalan dengan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Apa-
bila negara membatasi atau melarang umat Islam untuk menerap-
kan dan menjalankan hukum agama semisal qishash, itu sama 
artinya negara membatasi dan/atau melarang umat Islam untuk da-
pat beribadah dan patuh pada ajaran agamanya. Hal tersebut sangat 
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
yang menentukan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya”, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Un-
dang Dasar 1945 yang menentukan bahwa “Hak beragama adalah 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa-
pun”. (ibid., hlm. 38–39).
Hukum nasional Indonesia adalah hukum yang dibangun oleh 
warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolo-
nial. Hukum nasional Indonesia tersebut sewajarnya sesuai dengan 
kesadaran hukum, cita-cita moral, cita-cita batin, dan norma yang 
hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai-
mana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 
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dan Pasal 29 ayat 1. Pasal ini sejalan dengan ajaran hukum Islam 
menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalan-
kan syariatnya secara kaffah (Q.S. al-Baqarah: 208). Beberapa 
prinsip yang tercantum dalam Alquran tentang penerapan hukum 
Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintah-
kan supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerin-
tah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain 
manakala Allah dan rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti 
dan jelas (Q.S. Al-Ahzab: 36). Apabila mengambil pilihan hukum 
selain syariat Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik (Q.S. Al-
Maidah: 44, 45, 47). Oleh karena itu, dari segi syariat Islam, setiap 
orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya seba-
gai tuntutan iman. 
Bila ayat-ayat ini dihubungkan dengan pasal-pasal dalam UUD 
diatas, maka seyogianya tidak ada pertentangan mendasar diantara 
keduanya.
D. Prospek Hukuman Qishash dalam Arah 
Kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) 1999
Setelah memasuki era reformasi, UUD 1945 tidak lagi dianggap 
sakral yang tidak mungkin diadakan perubahan, namun kini sudah 
mengalami beberapa perubahan yang sangat signifikan, yang paling 
fundamental adalah rumusan mengenai sumber hukum nasional 
kita yang mengakui tiga sumber utama yaitu, hukum adat, hukum 
agama dan hukum dari Barat (dari luar) (Azizy 2004, hlm. 133).
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Dalam rumusan dari seminar ke seminar mengenai hukum na-
sional dan dari GBHN ke GBHN pada masa Orde Baru selalu di-
ungkapkan agar segera dihapuskannya hukum peninggalan kolonial 
Belanda dan diganti dengan hukum yang mencerminkan nilai-nilai 
masyarakat kita. Dengan adanya arah pengembangan hukum na-
sional pada kodifikasi dan unifikasi hukum, berarti akan mengarah 
pada pembentukan undang-undang. Idealnya tentu mampu meng-
ubah segala jenis undang-undang produk bangsa sendiri (ibid., hlm. 
133).
Hukum Islam sangat jelas posisinya dalam sistem hukum na-
sional terutama setelah masa reformasi dan lebih konkretnya sete-
lah hadirnya GBHN 1999 (ibid., hlm. xiii). Setelah lahirnya GBHN 
tahun 1999, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan 
tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku. GBHN ini yang se-
harusnya dijadikan acuan para pemikir Islam dalam kajian hukum-
an nasional (ibid., hlm. 170). Dalam arah kebijakan GBHN 1999 
disebutkan antara lain: 
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum 
adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial 
dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadil-
an gender dan ketidaksetaraannya dengan tuntutan reformasi 
melalui program legislasi (Bab. IV. A.2, hlm. 174).
Dengan adanya arah kebijakan GBHN ini disusul dengan lahir-
nya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, maka upaya imple-
mentasi hukuman qishash di Indonesia mendapat tempat terhor-
mat dalam kapasitasnya hukum agama, sebagai upaya memperbarui 
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perundang-undangan warisan kolonial sesuai tuntutan reformasi. 
Perjalanan panjang hukum Indonesia menunjukkan bahwa tata hu-
kum kolonial yang sarat dengan cita kolonialistiknya tetap tidak 
mampu membendung tuntutan layanan masyarakat Islam, sehingga 
pada akhirnya mengakui bahwa hukum Islam diberi tempat di 
dalam tata hukumnya yang menjadi dasar pengakuan ini adalah 
melalui pasal II aturan peradilan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
kemudian tuntutan layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat 
Islam diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 (www.pandidikan.blogspot.
com, diakses pada 17 Maret 2013).
Bertolak dari politik hukum dalam GBHN di atas, maka poli-
tik hukum Negara Republik Indonesia dewasa ini menghendaki 
berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama (Islam) 
dalam kehidupan hukum nasional. Negara Indonesia yang berfal-
safah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan 
berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Hukum di Indonesia mengalami fleksibi-
litas. Hal ini akan membawa dampak positif jika politik dan kekua-
saan dapat dimanfaatkan oleh potensi kebaikan, diantaranya upaya 
implementasi syariat Islam seperti hukuman qishash. Dengan de-
mikian politik hukum di Indonesia sebenarnya tidak ‘mengkultus-
kan’ hukum pidana warisan kolonial.
E. Prospek Hukuman Qishash dalam KUHP 
(Pasal Kejahatan terhadap Jiwa) 
Kejahatan terhadap jiwa seseorang diatur di dalam BAB XIX Buku 
II KUHP. Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan 
(doodslag) yakni menghilangkan jiwa seseorang (R. Soesilo 1986, 
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hlm. 240). Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa 
merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 
(tindak pidana materiil). Dalam praktik kejahatan terhadap jiwa ini 
meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda. 
Oleh sebab itu, pada Pasal 338 KUHP Buku II Titel XIX disebutkan, 
barangsiapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, karena 
pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun, sedangkan penganiayaan yang meng-
akibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 
KUHP) (Mutiara 1953, hlm. 147). 
Barangkali akan timbul sebuah pertanyaan, apa gunanya meng-
kaji implementasi hukuman qishash di Indonesia di saat pidana 
mati sudah ada dalam sistem undang-undang kita? Untuk men-
jawab pertanyaan ini maka harus dijelaskan bahwa antara kedua 
hukuman tersebut memang terdapat persamaan namun juga terda-
pat perbedaan. Hal ini menjadi penting untuk diketahui agar upaya 
implementasi hukuman qishash ini memiliki dasar dan urgensi.
Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan 
selalu diancamkan secara alternatif (Moeljatno, 1980, hlm. 173). Ek-
sistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia tampak-
nya sulit untuk dihapuskan. Hal ini setidaknya dapat dibaca dari 
masih tetap dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu bentuk 
pemidanaan dalam rancangan KUHP Indonesia. Pidana mati secara 
umum dapat diterima sebagai bagian criminal policy atau kebijakan 
penanggulangan kejahatan jurnal (Hasliddin pada www.hukumcen-
tral345.blogspot.com, diakses pada 12 September 2013).
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Dalam konteks kejahatan terhadap nyawa manusia, persamaan 
hukuman qishash dengan pidana mati adalah bahwa hukuman qi-
shash tercakup juga didalamnya pidana mati, seperti dalam kasus 
pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban. 
Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman qishash identik 
dengan hukuman mati, padahal hukuman qishash mati hanya ber-
laku pada satu poin saja yaitu: “pembunuhan disengaja yang tidak 
dimaafkan oleh keluarga korban”, selebihnya dalam kasus pem-
bunuhan, hukumannya adalah diyat. Dengan demikian hukuman 
mati dalam qishash berada dalam wilayah yang terbatas.
Adapun ancaman pidana mati dalam KUHP, dijatuhkan atas 
beberapa kejahatan yang berat, di antaranya:
1. Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-
negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
2. Pasal 340 (pembunuhan berencana).
3. Pasal 365 ayat (4) (pencurian dengan kekerasan yang mengaki-
batkan luka berat atau mati).
4. Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengaki-
batkan luka berat atau mati).
5. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang meng-
akibatkan kematian). (Soesilo, R. 1983, hlm. 108, 112–113, 118, 
124, 297).
Dari pasal-pasal di atas, pasal pembunuhan yang memiliki ko-
relasi dengan hukuman qishash adalah Pasal 340, sedangkan Pasal 
365 ayat (4), Pasal 368 ayat 2, dan Pasal 444, adalah berkaitan de-
ngan hukum qhat’u al-thariq dan hirabah yang hukumannya ber-
beda dengan qishash. 
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Adapun Pasal 340 dari KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa 
orang, sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melaku-
kan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 
dua puluh tahun” (R. Sugandhi 1981, hlm. 357).
Dari pasal ini, unsur kesamaannya dengan al-qatl al-‘amd ada-
lah adanya faktor kesengajaan dan hukuman mati sebagai hukuman 
maksimal. Sedangkan perbedaan dalam hal hukuman adalah bila 
qishash dapat diganti dengan diyat, maka dalam KUHP hukuman 
mati bisa diturunkan menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh 
tahun atau kurang dari itu. Hukuman yang tidak pasti dan masa 
penjara yang tidak sama ini menurut penulis dapat menimbulkan 
kerancuan dan ketidaktegasan, padahal ini adalah kejahatan be-
sar berupa pembunuhan disengaja atau berencana. Hal itu berbeda 
dengan qishash yang tetap memberikan pilihan namun pilihan itu 
pasti, yaitu qishash, memaafkan dengan diyat atau memaafkan 
secara murni tanpa diyat. Oleh sebab itu, Tim Revisi atau Tim Pe-
rumus RUU KUHP perlu untuk mempertimbangkan hukuman qi-
shash sebagai bahan masukan.
Untuk mengukur sejauhmana urgensi hukuman qishash ini da-
pat diterapkan di Indonesia dan sejauhmana efektivitas hukuman 
pidana yang bersumber dari KUHP, maka salah satu cara adalah 
melihat data dan fakta-fakta kejahatan pembunuhan di Indonesia 
dan data-data vonis kasus pembunuhan. Data hasil pendataan po-
tensi desa (podes) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh BPS 
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menunjukkan bahwa tindak kriminal pembunuhan sudah meram-
bah ke desa-desa dengan spektrum yang begitu masif dan mence-
ngangkan dari hasil dua podes terakhir, yaitu Podes 2008 dan 
Podes 2011. Di tahun 2008 terdapat 1.844 desa di Indonesia, selama 
setahun sebelum pendataan podes tersebut dilakukan, mengalami 
kejadian pembunuhan. Data terakhir ditahun 2011 memperlihat-
kan bahwa terdapat 1.585 desa yang mengaku bahwa di desa mereka 
paling tidak terjadi satu kasus pembunuhan. Kejadiannya menye-
bar ke seluruh wilayah. Di Pulau Jawa terdapat 420 desa yang di 
tahun 2011 mengalami minimal satu kejadian tindak pembunuhan. 
Beberapa provinsi di luar Jawa seperti Sumatra Utara, Sumatra Se-
latan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua adalah be-
berapa provinsi dengan kejadian pembunuhan di desa-desa mereka 
dengan frekuensi yang cukup tinggi (SINDO, Jousairi Hasbullah, 
pada http://budisansblog.blogspot.com, diakses pada 01 Februari 
2013).
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno, jumpa 
pers akhir tahun di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 27 Desember 2012, 
sejumlah kasus pembunuhan di tahun 2012 mengalami peningkat-
an. Catatan Kepolisian Daerah Metro Jaya, 69 kasus pembunuhan 
terjadi pada tahun 2012, hal itu meningkat 2,98 persen dari 67 kasus 
yang terjadi selama tahun 2011 (www.m.merdeka.com, diakses pa-
da 3 Januari 2013). Komnas Perlindungan Anak mencatat ratusan 
anak di Jabodetabek melakukan tindakan sadis dan terlibat dalam 
kasus kriminalitas diantaranya pembunuhan (www.teenvoice.co.id, 
diakses pada 24, Juli 2012).
Berdasarkan Statistik Kriminal 2012 yang dikeluarkan oleh Ba-
dan Pusat Statistik, terdapat catatan jumlah pembunuhan menurut 
Polda/provinsi sebagai berikut.
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No. Kepolisian Daerah/Provinsi 2009 2010 2011 2012
1 Aceh 36 38 36 129
2 Sumatra Utara 79 163 38 108
3 Sumatra Barat 20 19 8 35
4 Riau 52 21 11 77
5 Jambi 28 41 2 34
6 Sumatra Selatan 102 85 23 101
7 Bengkulu 11 145 17 59
8 Lampung 60 26 30 17
9 Bangka Belitung 16 18 74 11
10 Kepulauan Riau 16 5 91 -
11 Metro Jaya 75 86 47 22
12 Jawa Barat 68 71 12 155
13 Jawa Tengah 55 39 96 100
14 DI Yogyakarta 14 22 14 11
15 Jawa Timur 117 30 24 38
16 Banten 10 17 66 36
17 Bali 27 15 124 12
18 Nusa Tenggara Barat 28 8 1 39
19 Nusa Tenggara Timur 42 36 48 74
20 Kalimantan Barat 19 76 28 21
21 Kalimantan Tengah 14 15 113 21
22 Kalimantan Selatan 50 10 35 56
23 Kalimantan Timur 37 12 13 68
24 Sulawesi Utara 104 34 55 54
25 Sulawesi Tengah 23 35 11 33
26 Sulawesi Selatan 104 98 77 118
27 Sulawesi Tenggara 33 19 9 39
28 Gorontalo 5 4 8 13
30 Maluku 21 17 16 18
31 Maluku Utara 7 13 14 9
32 Papua 38 31 13 74
Indonesia 1.311 1.058 1.467 1.715
Jumlah Total 5.551
(Badan Pusat Statistik, Ringkasan Eksekutif Statistik Kriminal 2012, Tabel 3.9. dan 3.17, hlm. 24 dan 41).
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Ringkasan eksekutif publikasi statistik kriminal 2012 ini me-
nyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan 
kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2009–2012. Infor-
masi yang disajikan mencakup tiga aspek mendasar, yaitu kejadian, 
pelaku, dan korban kejahatan. Data yang disajikan diperoleh dari 
tiga sumber data, yaitu: Laporan tahunan Mabes Polri, Survei sosial 
ekonomi nasional (susenas), dan Statistik potensi desa (podes), ke-
duanya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
Berdasarkan laporan di atas, kejadian pembunuhan di Indone-
sia selama periode tahun 2009–2012 cenderung berfluktuasi. Jum-
lah kejadian kejahatan total dari sekitar 1.311 kasus pada tahun 2009 
menurun menjadi sekitar 1.058 kasus pada tahun 2010. Namun, 
pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi sekitar 1.467 kasus dan 
terus meningkat menjadi 1.715 pada 2012. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pem-
bunuh di Indonesia masih belum efektif. Sebagai relevansi masalah 
ini, Islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan 
terhadap nyawa manusia, dengan menyebutkan bahwa tindak pi-
dana pembunuhan (al-qatl) disebut dengan istilah al-jinayah ‘ala 
al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama 
dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif (Dahlan 2001, 
hlm. 682)
Dikarenakan pembahasan dalam buku ini adalah bidang hukum 
pidana Islam, maka untuk mengetahui pada kategori apakah kasus-
kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, penulis melakukan 
kajian dengan menggunakan kategorisasi fiqih jinayah:
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Sub Klasifikasi Pidana Kategori Jumlah Persentase
Pembunuhan, pembunuhan 
berencana, menganjurkan 
pembunuhan yang sifatnya 
berencana, memberi 
kesempatan pembunuhan, 
memberi sarana pembunuhan, 
menganjurkan pembunuhan, 





Penganiayaan dan kekerasan 
dengan tenaga dan barang yang 












(Diolah berdasarkan data pada: http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 08 Agustus 
2013 dengan rincian terlampir).
Dari kajian terhadap 40 kasus pembunuhan di Indonesia yang 
sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap, terdapat beberapa 
subklasifikasi pidana berdasarkan fiqih jinayah ala al-nafs, yaitu 
pembunuhan disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pem-
bunuhan tidak disengaja. Sesuai tabel di atas, diketahui bahwa 
rata-rata dari 40 kasus pembunuhan di Indonesia, 87,5% adalah 
pembunuhan yang disengaja, 4% seperti disengaja, dan hanya 2,5% 
pembunuhan yang tidak disengaja atau 1 dari 40 kasus. Berarti ting-
kat kejahatan pembunuhan disengaja dan/atau pembunuhan beren-
cana masih cukup tinggi di Indonesia. 
Fakta ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap eksis-
tensi manusia, mulai melemah. Kedua, dalam ritual warga Indonesia 
beragama, tetapi jiwa sebagian mereka cenderung kosong dari nilai-
nilai kemanusiaan dan hukum yang mendasari kehadiran suatu 
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agama. Hal ini hanya bisa terjadi pada suatu bangsa dan masyarakat 
beragama yang kehilangan jati diri keagamaannya. Masyarakat 
yang jatuh dalam kebiadaban (uncivilized society) menurut Lewis 
Hendry Morgan (1877) hampir sama dengan barbarian society 
(SINDO, Jousairi Hasbullah, http://budisansblog.blogspot.com, di-
akses pada 01 Februari 2013). Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa moralitas agama memang amat penting bagi masyarakat, 
namun hukum agama juga sangat penting untuk menjaga moralitas 
tersebut.
Namun demikian kekosongan dari nilai-nilai moral dan hu-
kum bukanlah satu-satunya sebab, dalam ilmu kriminologi dije-
laskan sebab-sebab terjadinya kejahatan dan pembunuhan adalah 
beragam, diantaranya adalah adanya pertentangan dan persaingan 
kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi 
penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan 
dan pendapatan, mentalitas yang labil, faktor dasar seperti faktor 
biologi, psikologi, dan sosioemosional (www.id.wikipedia.org/wiki/
Pidana, diakses pada 24 Juli 2012). Selain itu masih lemahnya sistem 
penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak 
masih rendahnya profesionalitas aparat kepolisian, menyebabkan 
penindakan dan penyelesaian kasus-kasus pembunuhan tidak dapat 
berjalan secara optimal. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat 
terhadap hukum masih rendah, bahkan kecenderungan main hakim 
sendiri masih tinggi. Akibatnya tindak kriminalitas yang terjadi 
secara statistik lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di 
masyarakat (www.bappenas.go.id., diakses pada 2 Januari 2014). 
Jika melihat fakta kejahatan pembunuhan beserta sebab-
sebabnya di atas, disfungsi hukum memang hanya salah satu sebab 
dari berbagai sebab yang ada, namun demikian unsur hukum dan 
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penegakannya amatlah penting karena Indonesia adalah negara hu-
kum, hal ini dapat ditelaah dari data di bawah ini.
Setelah dilakukan penelitan secara acak pada 40 putusan lem-
baga peradilan dari 36 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia, 
ditemukan berbagai amar putusan yang bervariasi. Dari 40 (empat 
puluh) amar putusan yang berkekuatan hukum tetap atas pelaku 
pembunuhan, terdapat berbagai jenis amar putusan, mulai dari pu-
tusan bebas, penjara, hingga pidana mati, sebagaimana pada tabel 
berikut: 
Amar Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Jumlah Persentase
Bebas 1 2,5%
Hukuman Percobaan 1 2,5%
Pidana Bersyarat 1 2,5%
Penjara 1–5 tahun 3 7,5%
Penjara 6–10 tahun 18 45%
Penjara 11–15 tahun 8 20%
Penjara 16–20 tahun 6 15%
Penjara seumur hidup 1 2,5%
Hukuman mati 1 2,5%
Jumlah 40 100%
(Diolah berdasarkan data pada: http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 08 Februari 
2014 dengan rincian terlampir).
Dengan mengkaji data pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-
rata dari 40 kasus pembunuhan di Indonesia, 60% adalah divonis 
10 tahun ke bawah, 37,5% divonis di atas 10 tahun, dan hanya 2,5% 
hukuman mati atau 1 dari 40 kasus. Ini berarti bahwa hukuman 
atas pelaku pembunuhan masih didominasi hukuman yang relatif 
ringan di bawah 10 tahun dan belum setimpal terhadap perbuatan 
menghilangkan nyawa manusia yang melanggar hak asasi manusia 
(HAM).
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F. Model Penerapan Hukuman Qishash di 
Indonesia
Dari segi proses, transformasi hukum Islam dalam bentuk perun-
dang-undangan (Takhrijal-Ahkam fî al-Nash al-Qanun) merupakan 
produk interaksi antarelit politik Islam (para ulama, tokoh ormas, 
pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elit kekuasaan 
(the rulling elite) yakni kalangan politisi dan pejabat negara (Amak 
F.Z. 1976, hlm. 35). Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai 
peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses 
politik pada badan kekuasaan negara, yaitu legislatif dan eksekutif, 
serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan 
yang layak. Pendekatan konsepsional prosedur legislasi hukum Is-
lam sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi adalah 
bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan di dalam pem-
bentukan undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 
1945 bahwa‚ Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan 
dalam penjelasan mengenai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan 
bahwa‚ kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam ne-
gara (Attamimi 1990, hlm. 135).
Dari segi objek hukum, penerapan hukuman pidana Islam, 
dalam perspektif politik hukum Islam di Indonesia, terdapat dua 
kecenderungan di kalangan ahli hukum. Kecenderungan pertama 
adalah hukum Islam berlaku untuk warga yang beragama Islam, dan 
kecenderungan kedua adalah bahwa substansi hukum Islam masuk 
ke dalam perundang-undangan Indonesia tanpa label Islam sehing-
ga mengikat kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. 
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Misalnya, substansi hukum pidana menjadi bagian yang integral 
dari hukum pidana nasional Indonesia tanpa menyatakan bahwa 
substansi ini sebagai hukum Islam (Rifyal Ka’bah www.idijakarta.
or.id, diakses pada 03 Juli 2013). 
Berdasarkan kecenderungan pertama, maka karena negara 
Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang menjamin 
tiap-tiap penduduk agar dapat beribadat sesuai agamanya masing-
masing dan sesuai anjuran Alquran Surat Al-Kafirun ayat 4–6, 
maka negara dapat menegakkan hukuman qishash hanya untuk 
umat Islam saja, dan dipersilahkan juga kepada negara untuk me-
negakkan syari’at agama yang lainnya juga (jika dimungkinkan), 
dengan ketentuan hanya untuk pemeluknya saja. Dalam hal ini, 
Suma dkk. berpendapat ketika hukum pidana Islam telah menjadi 
materi muatan hukum pidana nasional, umat Islam perlu memberi 
jaminan yang mengikat bahwa pasal-pasal qishash tadi hanya pasal 
diferensiasi. Karena itu hukum pidana Islam hanya berlaku bagi 
pelaku pidana yang beragama Islam. Jika pelaku beragama non-
Islam melakukan kejahatan terhadap orang yang beragama Islam, 
maka cukup dikenakan pasal pidana umum (Suma, et.al. 2001, hlm. 
244). Sedangkan bila mengikuti kecenderungan kedua, maka qi-
shash tidak identik dengan labelisasi Islam dan otomatis menjadi 
hukum bagi seluruh warga Indonesia tanpa membedakan agama.
Adapun dari segi metode penerapan, menurut Ahmad Sukardja, 
ada dua pendekatan dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, 
yaitu jawabir dan zawajir. Jika pendekatan jawabir menghendaki 
pelaksanaan secara tekstual berdasarkan nash, dimana hukum itu 
ditegakkan dengan maksud menebus kesalahan dan dosa si pelaku 
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pidana. Sedangkan pendekatan zawajir lebih melihat bagaimana 
agar tujuan penghukuman itu sendiri dapat dicapai, yaitu membuat 
jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut pada diri orang lain 
untuk melakukan perbuatan pidana sejenis. Selanjutnya, Sukardja 
berpendapat bahwa dalam rangka pengintegrasian hukum pidana 
Islam ke dalam hukum pidana nasional, kedua pendekatan ini patut 
menjadi pertimbangan. (Suma, et.al. 2001, hlm. 260–261). Pende-
katan jawabir menghendaki hukuman qishash diterapkan secara 
apa adanya seperti dalam wasiat Alquran. Sedangkan pendekatan 
zawajir tidak mengharuskan sebuah bentuk hukuman qishash 
bila ada hukuman lain yang bertujuan sama. Pendekatan zawajir 
berpotensi membuat kabur eksistensi hukuman qishash itu sendiri.
Senada dengan kedua pendekatan tersebut, ketika mengupas 
model ideal penerapan hukum Islam dalam praktik kenegaraan, 
Bahtiar Effendy dalam disertasinya mengungkapkan setidaknya 
adanya dua spektrum pemikiran yang saling bertentangan. Pe-
mikiran pertama mengatakan bahwa Islam harus menjadi dasar ne-
gara dan bahwa “Syari’ah” harus diterima sebagai konstitusi negara. 
Aliran ini juga mengatakan bahwa kedaulatan politik ada di tangan 
Tuhan (Effendy 1998, hlm. 12). Model teoretis ini merefleksikan 
adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal 
idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditan-
dai oleh keinginan untuk menerapkan “Syari’ah” secara langsung 
sebagai konstitusi negara.
Pemikiran kedua mengatakan bahwa Islam tidak meletakkan 
suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh 
ummah. Alquran adalah kitab yang mengandung nilai-nilai dan 
ajaran-ajaran yang bersifat etis yang berkenaan dengan aktivitas 
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sosial dan politik (ibid., hlm. 13). Dengan alur argumentasi seperti 
ini, yang terpenting adalah bahwa negara menjamin tumbuhnya 
nilai-nilai dasar etis yang telah ditetapkan dalam Alquran. Model 
pemikiran ini lebih menekankan substansi daripada formalisasi.
Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Syafi’ie Ma’arif yang 
menghendaki bahwa dengan berbagai pertimbangan (seperti men-
cegah mafsadat dan menciptakan maslahat), penegakkan syari’at 
Islam di Indonesia (termasuk hukum pidananya) yang terpenting 
adalah substansinya (Republika, 23 Agustus 2000). Hanya saja 
Syafi’ie Ma’arif tidak menjelaskan lebih jauh, apa yang dimaksud 
dengan mafsadat dan maslahat dalam konteks penegakkan syari’at 
Islam di Indonesia, padahal hukum Islam tidak mungkin bertujuan 
untuk sebuah kemafsadatan.
Sedangkan menurut Habib Riziq Shihab, penerapan hukum 
Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi negara. Ia me-
ngatakan bahwa syariat Islam secara formal harus diperjuangkan 
dan harus diamalkan secara substansial. Tidak ada gunanya mem-
perjuangkan formalitas sedangkan substansialnya ditinggalkan. 
Sebaliknya ia tidak setuju bila mengatakan yang penting substansi-
nya, formalitasnya tidak perlu. Justru dengan formalisasi, maka 
substansi bisa diamalkan. Ia juga mengungkapkan pendapat Imam 
al-Ghazali yang berbicara tentang tata negara Islam, bahwa “agama 
adalah fondasi, pemerintahan sebagai penjaganya. Apa-apa yang 
tidak ada fondasinya pasti rubuh dan apa-apa yang tidak dijaga 
pasti akan hilang.” Karenanya menurut Habib Riziq tidak boleh 
memisahkan agama dengan kekuasaan (Zadan dan Edyar 2002, 
hlm. 99–100). Demikian juga Deliar Noer berpandangan, selain 
substansi, penegakan syari’at Islam di Indonesia juga perlu sampai 
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pada tataran simbolismenya (hukum Islam dalam artian formal-
tekstual), karena selain hal itu bisa menumbuhkan kebanggaan di 
kalangan umat, juga bisa memudahkan pemahaman masyarakat 
awam terhadap syari’at Islam itu sendiri (Republika, 4 September 
2000). Dari perdebatan di atas, penulis berpendapat bahwa ke-
cenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal atau for-
malistik-legalistik melalui institusi negara adalah lebih kongkret 
dalam konteks penerapan hukuman qishash, hal ini karena hukum 
menuntut adanya prinsip kejelasan dan kepastian. 
Terlepas dari adanya pro dan kontra tentang formalisme dan 
substansialisme dalam masalah penerapan hukum pidana Islam 
dalam konteks ke-Indonesia-an ini, umat Islam Indonesia dituntut 
kearifannya untuk bisa mempertimbangkan secara proporsional 
berbagai aspek mengenai nilai positif (mashlahat) maupun nilai 
negatif (mafsadat) yang bisa diprediksi sebagai konsekuensi dari 
masing-masing pendapat. Tujuannya adalah agar bentuk pember-
lakuan hukum pidana qishash yang nantinya dipilih, dapat benar-be-
nar mencerminkan dan sekaligus berada dalam koridor penciptaan 
mashlahat bagi kehidupan manusia, khususnya bangsa Indonesia. 
Hal ini mengingat esensi dari tujuan disyari’atkan hukuman qishash 
adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan 
kehidupan manusia.
Apabila mengacu pada adanya faktor-faktor dukungan dan 
hambatan yang telah dijelaskan pada Bab 3 dalam buku ini, maka 
pintu implementasi hukuman qishash di Indonesia telah terbuka (bisa 
dikatakan cukup lebar). Kendala terminologi dan istilah hendaknya 
diminimkan, dalam arti, istilah qishash perlu diukur tingkat risis-
tensinya. Bila istilah fiqih ini tidak menjadi kendala maka proses 
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kodifikasi qishash ke dalam hukum nasional dapat dilaksanakan. 
Tetapi bila hal ini sulit untuk diterima, maka terminologi “hukuman 
sama dengan kejahatan” dapat dicoba untuk dijadikan bahan revi-
si KUHP. Namun demikian, kendala terminologi hakikatnya lebih 
ringan dibanding problem kemauan dan kesadaran politik umat 
Islam itu sendiri. Karena sejujurnya terminologi-terminologi Islam 
telah menjadi familiar di kalangan masyarakat Indonesia, seperti 
bank syariah dan ekonomi syariah.
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Uraian pada beberapa bab sebagaimana di atas telah memberikan 
informasi yang cukup jelas dan gamblang, dapat dimengerti dan 
penjelasan yang kompeten seputar Qishash, di mana Qishash me-
rupakan hukuman yang sama dengan perbuatan. Sejarah Qishash 
tidak hanya ada dalam Alquran namun dalam kitab Taurat telah 
diberlakukan syariatnya. Dasar hukum Qishash adalah sangat kuat, 
yaitu ayat-ayat Alquran, Hadits-hadits shahih dan bahkan telah men-
jadi ijma’ ulama, bahkan rasionalitas pun sangat mendukung fung-
si qishash. Qishash memiliki karakteristik sebagai hukuman yang 
paling adil, sebagai hukuman preventif, hukuman yang fleksibel dan 
membuka peluang hidup bagi pelaku pembunuhan. Klasifikasi tin-
dak pidana yang dikenakan hukuman qishash adalah pembunuhan 
disengaja, menyamai sengaja, dan tidak disengaja. Qishash hanya 
berlaku pada pembunuhan disengaja, adapun segala jenis pembu-
nuhan dapat diganti dengan diyat bila dimaafkan oleh keluarga kor-
ban. Tuntutan qishash adalah murni hak keluarga korban dengan 
spirit memaafkan dan pemerintah pada posisi mendorong untuk 
pemaafan. Meskipun ia merupakan hak keluarga korban, namun 
wewenang pelaksanaan hukuman qishash adalah hanya di tangan 
Penutup
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pemerintah. Qishash tidak dapat dilaksanakan hanya dengan ada-
nya sebuah pembunuhan, namun pelaksanaannya terikat oleh seti-
daknya 11 syarat yang mengikat. Menurut pendapat yang lebih kuat 
dari mayoritas ulama, hukum asal dalam pelaksanaan qishash ada-
lah dengan cara mutslah atau mumatsalah, namun mazhab Abu 
Hanifah yang mengharuskan qishash dengan pedang, mendapat du-
kungan secara ilmiah dengan tujuan kemanusiaan. Fungsi hukum-
an qishash sangat banyak di antaranya sebagai metode penegakan 
hukum, sebagai tindakan preventif, upaya perlindungan hak asasi 
manusia (HAM), jaminan bagi kelangsungan hidup warga negara, 
upaya maksimal pemenuhan rasa keadilan, bermanfaat bagi efi-
siensi usia terpidana, berguna bagi penyucian jiwa pelaku dan peng-
hapus hukuman akhirat, diyat bermanfaat untuk ekonomi keluarga 
korban, dan qishash maupun diyat membawa dampak efisiensi ang-
garan negara.
Untuk mengukur prospek implementasi hukuman qishash di 
Indonesia maka perlu diketahui dan dianalisis faktor-faktor pen-
dukung dan penghambat implementasi hukuman qishash di In-
donesia. Adapun faktor-faktor pendukungnya di antaranya adalah 
adanya kesamaan asas-asas hukum pidana Islam yang dijumpai 
dalam KUHP, banyaknya dukungan pakar hukum terhadap upaya 
revisi KUHP, fleksibilitas hukum, pluralitas hukum dan peluang 
pengujian undang-undang (KUHP), kuantitas umat Islam Indonesia 
dan kekuatan doktrin agama, kekuatan politik umat Islam Indone-
sia di era demokrasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, 
dukungan terhadap eksistensi hukuman mati, dan efisiensi APBN 
dan APBD dalam hukuman qishash maupun hukuman pengganti-
nya. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi hukuman 
qishash di Indonesia di antaranya adalah kurang kuatnya political 
will di kalangan elit Islam, kekhawatiran terhadap disintegritas 
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bangsa, kendala institusional, kendala internal, kendala efektifi-
tas hukuman mati di Indonesia, adanya penentang hukuman mati, 
asumsi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam hukuman qi-
shash dan potensi tekanan pelaku pembunuhan yang kaya terhadap 
keluarga korban yang miskin dalam menentukan hukuman.
Selanjutnya, prospek implementasi hukuman qishash dalam 
sistem hukum Indonesia didukung oleh dasar-dasar konstitusional 
berupa dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya prospek 
hukuman qishash terhadap sumber-sumber hukum di Indonesia 
adalah ditemukannya relevansi dan dukungan yang cukup menda-
sar antara hukuman qishash dalam nilai-nilai lima sila Pancasila, 
hukuman qishash dan UUD 1945, hukuman qishash dan arah ke-
bijakan GBHN 1999, maupun prospek hukuman qishash dalam 
pembangunan KUHP. Sedangkan analisis tentang model penerapan 
hukuman qishash di Indonesia, dari segi objek hukum, terdapat dua 
kecenderungan di kalangan ahli hukum, pertama, hukum Islam 
berlaku untuk warga yang beragama Islam, dan kedua, substansi 
hukum Islam masuk ke dalam perundang-undangan tanpa label Is-
lam sehingga mengikat kepada semua warga negara. Adapun dari 
segi metode penerapan, ada dua pendekatan dalam pelaksanaan 
hukum pidana Islam, yaitu jawabir dan zawajir (Ahmad Sukardja). 
Kecenderungan pertama menekankan aspek legal dan formal ide-
alisme poltik Islam dan yang kedua lebih menekankan substansi 
daripada formalisasi (Bahtiar Effendy). Penulis berpendapat bahwa 
kecenderungan pertama lebih kongkret dalam konteks penerapan 
hukuman qishash. Harapan akhir adalah pemberlakuan hukum pi-
dana qishash yang nantinya dipilih, dapat benar-benar mencermin-
kan dan sekaligus berada dalam koridor penciptaan mashlahat bagi 
dan mencegah kerusakan kehidupan manusia, khususnya bangsa In-
donesia.
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Analisis Data Pembunuhan dan Vonisnya di Indonesia
A.   Identifikasi Klasifikasi Pembunuhan
Ada beberapa sub klasifikasi pidana dari 40 kasus pembunuhan di Indonesia 
yang sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap, yang selanjutnya diklasi-
fikasikan berdasarkan fiqih jinayat ala al-nafs, sebagaimana pada tabel berikut: 
Sub Klasifikasi Pidana Kategori Jinayat Jumlah Persentase
Pembunuhan, pembunuhan 
berencana, menganjurkan 
pembunuhan berencana, memberi 
kesempatan pembunuhan, memberi 
sarana pembunuhan, menganjurkan 





Penganiayaan dan kekerasan 
dengan tenaga dan barang yang 












(Sumber Data Primer, 2013, dengan rincian terlampir).
Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata dari 40 kasus pembunuhan di 
Indonesia, 87,5% adalah pembunuhan yang disengaja, 4% seperti disengaja, 
dan hanya 2,5% pembunuhan yang tidak disengaja atau 1 dari 40 kasus. Berarti 
tingkat kejahatan kejahatan pembunuhan disengaja dan atau pembunuhan 
berencana masih cukup tinggi di Indonesia. 
B.  Identifikasi Amar Putusan
Ada beberapa kategori identifikasi amar putusan yang vonisnya sama dan 
berbeda. Dari 40 (empat puluh) amar putusan atas pelaku pembunuhan, ter-
dapat berbagai jenis amar putusan, dari bebas, penjara, hingga pidana mati. 
Selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut: 
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Kategori Amar Putusan Jumlah Persentase
Bebas 1 2,5%
Hukuman Percobaan 1 2,5%
Pidana Bersyarat 1 2,5%
Penjara 1 -5 tahun 3 7,5%
Penjara 6-10 tahun 18 45%
Penjara 11-15 tahun 8 20%
Penjara 16-20 tahun 6 15%
Penjara Seumur hidup 1 2,5%
Hukuman Mati 1 2,5%
Jumlah 40 100%
(Sumber Data Primer, 2013, dengan rincian terlampir).
Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata dari 40 kasus 
pembunuhan di Indonesia, 60% adalah divonis 10 tahun ke bawah, 37,5% di-
vonis diatas 10 tahun, dan hanya 2,5% hukuman mati atau 1 dari 40 kasus. Ini 
berarti bahwa hukuman atas pelaku pembunuhan masih cukup ringan, belum 
setimpal terhadap perbuatan menghilangkan nyawa, dan memberi kesan 
ketidakpastian.
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